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ABSTRAK

Nama : RM.Aminulloh

NPM : 0706308710

Program Studi : Kajian lmu Kepolisian

Judul : Manajemen Pengamanan Unit Badan Pembinaan Hukum

Nasional Departemen Hukum dan HAM

Tesis ini membahas manajemen pengamanan Departemen Hukum dan Ham
terhadap salah satu unit eselon satu Badan Pembinaan Hukum Nasional. Perhatian utama
tesis ini menyangkut Pelaksanaan manajemen pengamanan yang menitikberatkan pada
kewenangan Bagian Keamanan Departemen Hukum dan Ham dalam pelaksanaan
pengamanan di Badan Pembinaan Hukum Nasional yang memiliki lokasi yang berbeda.
Seperti diketahui suatu pelaksanaan pengamanan yang baik memiliki keterkaitan antara
manajemen, sumber daya manusia, anggaran yang tersedia serta sarana dan prasarana
sebagai materialnya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus, untuk
mengungkap dan menjelaskan terjadinya proses-proses yang berlangsung mengenai perilaku
dan aturan / pedoman yang digunakan dalam pelaksanaan manajemen pengamanan BPHN
Depkumham. Tehnik pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan atau observasi,
wawancara den kajian dokumen.

Berdasarkan hasil temuan penelitian dapat diungkap bahwa manajemen
pengamanan di BPHN dilaksanakan oleh Bagian Pengamanan dengan segala konsekwensi
bahwa segala kebijakan dan implementasi fungsi-fungsi manajemen dan pengerahan sumber
daya yang ditentukan dan dikendalikan merupakan kewenangan pimpinan pengelola petugas
keamanan yang berada pada Bagian Pengamanan Biro Umum Seckretariat Jenderal di
Depkumham Kuningan Jakarta Selatan, hal tersebut mengakibatkan lemahnya pengawasan
yang dilakukan oleh Bagian Pengamanan itu sendiri, baik pelaksanaan pengamanan maupun
terhadap petugas keamanannya. Lemahnya pengawasan tersebut mengakibatkan masih
terjadinya gangguan keamanan di Badan Pembinaan Hukum Nasional. Oleh sebab itu
diperlukan kewenangan yang terintegrasi pada lingkup Badan Pembinaan Hukum Nasional,
serta perlunya peningkatan pengelolaan manajemen pengamanan yang dilakukan oleh
Bagian Pengamanan Departemen Hukum dan Ham terhadap unit-unit eselon satu sebagai
pengguna petugas keamanan.
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ABSTRACT

This thesis discusses the security management of the Departinent of Law and
Human Rights BRI toward a first echelon unit named National Law Development
Agency {Badan Pembinaan Fdann Nasional (BPHN}). The main concern of his
thesis is the securify management implementation that focuses on the authority of
the Department of Law and Human Rights’s Security Section in the implementation
of safeguards in the BPHAN which is located in g different Iacation. 4s we all lmow a
geod security implementation has a link between management, human resources, the
available budget and facilities as the material.

This study used a gualiiaiive gpproach and case siudy methods, to uncover
and explain the pracesses that take place on the behaviors and rules / guidelines
used in the implementation of BPHN's security management. Techniques of data
collection are carried out through observation, interviews and document review.

The research findings reveals thot the security managemeni in BPHN
vonducted by Security Section with the consequences that all policies and
implementation of management functions and resource mobilization which is
determined and controlled belongs to the authority of securily personnel manager at
the Bureau of Public Security Seciion of the Secretariat General of Department of
Law and Human Rights R in South Jakarta. It results in weak supervision by the
Security section, both on the implementation of security and safety officers. Weak
supervision resulis in a security disturbance which still occurs in BPHN. Therefore
it requires an integrated authority on the scope of the National Law Development
Agency, and it needs 1o increase the “securify management by the Security Section
of Department of Law and Human Rights fowards the echelon units as a user of the

security officer.
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latsr Belakang

Fenomena kchidupan yang diinginkan oleh masyarakat pada wmumnya
suatu kebidupan yang aman, teptram dan tidak ingin ada gangpuan dalam
lingkungannya. Hal terscbut dikarenakan gangguan sekecil apapun dapat
mempengaruhi  bahkan merasak fatanan kehidupan bermasyarakat, Badan
Pembinaan Hukum Nasional sebagai salah satu unit eselon satu di Depastemen
Hokum dan HAM, sangat memperhatikan perlindungan keamanan bagi pegawai
dalam melaksanakan kegiatannva. Adanya beberapa gangguan keamanan yang
terjadi selalu diupsyakan agar tidak terjadi lagi. Meskipun gangguan fersebut sulit
untuk  dihilangkan, nsmun keberadean petugas keamanan sotidsknya dapst
menckan jumlah adanya kejahatan Ho sendiri. Seperti yang dikutip dari
Reksodiputro {1994:2) bahwe kejahatan itu suatu gejala normal i dalam sefiap
masyarakal yang bercirikan heterogenitas dan perkembangan sosial dan
karenannya tidak muangkin dimusnsh habiskan. Keamanan merupakan salab satu
faktor yang sengat penting delam menciptakan kondisi kondusif agar
instansi/perusshaan dapat mencapat tingkat produkitifitas yang optimal.

Rasa aman vang di timbulkan oleh kondisi lingkungan yang aman dapat
merimbulkan ketenangan dan kenyamanan yang dapat mendorong semangat kerja
pegawai. Dengan kondisi lingkungan yang tidak aman pegawai merasa tidak
memiliki kenyamanan, Keadaan seperti ini bila dibiarkan akan menggangu
pegawai yang pada akhirnya dalam melaksanakan pekerjaan menjadi tidak
maksirpal. Dalam kehidupan bermasyarakat sulithya harapan suatv masyarakat
akan kondist keamanan saat ini dilatarbelakangi oleh himpitan keadaan ekonomi
yang cukup sulit yang dialami banyak warga masyarakat yang tidak dapat
mendapat  kesempatan yang halal untek memperoleh hjuan materialistk.
Akibatnya mercka cenderung mencari jalan pintas memilih bentuk pelanggaaran
hukurn (Nitibaskaras,2001:106). Selain itu banysknya arus urbanisasi yang terjadi
saat ini didalam masyarakat membuat suatu wilayah akan mengalami
pertambahan  penduduk  yang tidak  seimbang. Menurut Reksodiputro
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ketidaksiapan kota menampung dan menurunnya primary social control
membuat para pendatang ini melakukan aksi potong kompas dengan cara yang
tidak sah dalam mempertahankan hidupnya.

Ancaman dan gangguan kejahatan di suatu lingkungan pada tingkat awal
dapat tumbuh berupa ketidaktertiban atau pelanggaran hukum kecil-kecilan
(Kelling & Coles, 1998:x). Ketertiban dalam suatu masyarakat merupakan
suasana tertib dan ketertiban dimaknai sebagai suatu keadaan yang menimbulkan
kegairahan dan kesibukan bekerja dalam raungka mencapai kesejahteraan
masyarakat seluruhnya, tertib adalah keteraturan yaitu situasi dimana segala
sesuatu berjalan teratur(Abdussalam,2009:79). Ketertiban dalam suatu masyarakat
harus dikembangkan melalui kerjasama antara petugas keamanan dan masyarakat
itu sendiri untuk menangkal kejahatan yang akan timbul dalam masyarakat itu
sendiri.

Baik buruknya lingkungan memberikan dampak pada manusia yang berada
dilingkungan tersebut. Dasar lingkungan yang aman tergantung pada konsep
keamanan yang dibuat oleh organisasi melalui manajemen yang mengelola
lingkungan tersebut. Menurut Fayol dalam Thoha(2007:15) bahwa semua
organisasi terdiri dari unit atau subsistem sebagai berikut:

a. aspek-aspek tehnik dan komersial dari kegiatan pembelian

b. kegiatan-kegiatan keuangan yang berhubungan dengan masalah-rmasalah
permintaan dan pengendalian kapital

c. unit-unit keamanan dan perlindungan

d. fungsi perhifungan

e. fungsi administrasi dari perencanaan organisasi, pengarahan, koordinasi
dan pengendalian.

Sub sistem keamanan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
organisasi. Dalam menjaga stabilitas keamanan instansi, bagian pengamanan
menjadi bagian bagi terlaksananya kondisi aman dilingkungan organisasi. Untuk
menunjang tugas pengamanan dalam organisasi dengan baik, tentunya manajemen
pengamanan itu sendiripun harus baik. Menurut Irsan (2009) konsep pengamanan
yang baik tergantung dari manajemen, anggaran, petugas keamanan serta

peralatan. Setelah empat unsur tersebut sudah sesuai yang kita harapkan pimpinan
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keamanan dapat mengenali kemampuan petugas keamanan, bentuk bentuk
ancaman serta mengenali peralatan dimiliki. Profesionalisme pimpinan dalam
bagian pengamanan sangatlah penting. Pimpinan pengamanan yang biasa disebut
manajer sekuriti merupakan profesi yang menuntut pengetahuan, kemampuan,
sikap dan prilaka yang berbeda dengan manajer bidang lainnya. Dalam
menjalankan tugasnya pimpinan pengamanan harus dapat mengenali wilayah
yang menjadi tugas pengamanannya. Hal ini agar pimpinan tersebut dapat
mengantisipasi segala ancaman dan gangguan yang akan mempengaruhi kondisi
keamanan lingkungannya. Menurut Djamin (2005:260) manajer sekuriti, harus
peka terhadap keadaan lingkungan wilayah tugasnya ( internal dan external
environment ):

a. Internal Environment termasuk keadaan serikat pekerja, hubungan
industrial serta kerawanan karena nilai dan sifat mesin-mesin, bahan
baku dan barang atau jasa yang dihasilkan perusahaan.

b. External Environment tergantung dari lokasi perusahaan serte keadaan
politik, ekonomi sosial budaya, terutama dari masyarakat yang langsung
berada dilingkungan luar perusahaan. Hubungan baik dengan masyarakat
lingkungan perusahaan harus dijaga dan dipelihara.

Pelaksanaan pengamanan yang baik seperti telah dijelaskan dibutuhkan
manajemen yang baik. Adanya manajemen pengamanan, diupayakan sebagai
antisipasi satuan pengamanan dalam menghadapi perbuatan atau keadaan yang
dinilai akan menimbulkan kerawanan, Menurut Peraturan Kepala Kepolisian RI
No. 24 Tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi,
Perusahaan dan/atau Instansi/L.embaga Pemerintah bahwa :

“ Sistem Manajemen Pengamanan yang selanjutnya disingkat SMP adalah
bagian dari manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur
organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan
sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan penerapan, pencapaian,
pengkajian dan pemeliharaan kebijakan pengamanan dalam rangka
pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan usaha guna
mewujudkan lingkungan yang aman,efisien dan produktif ”

Dengan mengacu pada manajemen pengamanan yang telah ditentukan

schagai standar oleh Kepolisian Republik Indonesia, gejala atau penyebab
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kerawanan di Badan Pembinaan Hukum Nasional dapat dikendalikan dan diawasi
agar tidak menimbulken kerugian materiil maupun kerpgian jiwa. Meskipun
dalam prinsip pengamanan peraturan-peraturan yang menyangkut keamanan
dilaksanakan oleh instansi, kesadaran pada masalah keamanan juga harus terus
bertumbuh di ingkungan pegawai maupun Petugas Keamanan Badan Pembinaan
Hukom Nasional., Dalam suatu kehidupan masyarakat keberadaan petugas
keamanan telah diakui dan mendapat kepercayaan dari masyarakat luas. Adanya
petugas keamanan di Hingkungan Depkumham juga merupakan kebutuhan sebagai
pembina keamanan dan ketertiban uwmum pada lingkungan kerja.

Dalam rangka membantu Polri menggalakan partisipasi masyarakat dibidang
keamanan dan kelertiban masyarakat, perlu  ditumbphkembangkan upaya
masyarakat dalam mewujudkan keamanan sehingga lahir kekuatan keamanan
swakarsa i Hngkungan kerja. Adanya petugas keamanan swakarsa dalam hal ini
merupakan sebagal pengpanti tupas kepolisian terbatas di bidang pengamanan,
Menurut Meliala (2001:112) dekontruksi peran atsu pengalihan peran polisi
kurang lebih sama ierjadi depgarn meningkatnyz penggunaan jasa pengamanan
non polisi seria metode-metode pengarsanan dirl maupun lingkuengan yang sagat
teknologl. Mulai dari penggupaan jasa satuan pengamanan (seowre parking),
hingga perugabaan pengamanan (securicor) maupun perusahaan pelacak
{(pinkerton).

Menarut Oestrom. dalam Bayley (1998:170) dalam mengatasi masalah
kearnanan Polisi tidak dapa! memecahkan sendiri masalah kejahatan dalam
masyarakat. Mercka membutuhkan bantran  masyarskat untuk  memberi
peringatan calon penjehat, memberitahu mereka terjadinya kejahatan dan
kemungkinan terjadinya kejahatan, serta memberi informasi yang akan membawa
ke penangkapan dan penghukuman penjshat. Pencegahan kejshatan bukan suatu
layanan yang diberikan kepada masyarskal, tugas ini juge meripakan kegiatan
yang harus dilakuken masyareket. Masyarakat hams menjadi mitra dalam
mewuiudkan keamanan masyarekat.

Menwrut Djamin { 2005:262) ada dua model penyediaan dan penggunaan
tenaga Petugas Keamanan yang dikenal di masyarakat yaitu Proprietary or In-
House Security dan Contract Security Services. Untuk bentuk Conract Security
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Services hal ini tidak dilakukan oleh Departemen Hukum dan HAM. Menurut
basil wawancara yang dilakukan bentuk ini cukup membutuhkan dana yang tidak
sedikit. Departemen Hukum dan Ham saat ini memiliki bentuk  Proprietary or In-
House Security. Bentuk ini sudah ada sejak tahun 1985 hingga saast ini.
Kewenangan pelaksanaan penpamanan ditetapkan dalam Keputusan Menteri
dalam Organisasi dan Tatalaksana Departemen Hukum dan HAM, Sistem
Pengamanan yang ada di lingkup Departemen dilaksanakan oleh Bagian
Pengamanan Biro Umum Sekretaviat Jenderal. Diharapkan penyedigan tenaga
petugas keamanan bemipa In-House Securily memiliki iebih banyak manfaat yang
didapat. Dengan memiliki petugas keamanan sendiri maka kualites terjamin,
fovalitas tinggi karena pongawasan akan lebih efektif. Namun terdapat beberapa
kendala dalam sistom ini antara lain pada perbedaan lokasi. Unit BPHN yang
berbeda {okast dengan Seckretanat Jenderal menjadi salzh satu kendala sulimya
pengawasan terhadap Petugas Keamanan oleh Bagian Pengamanan di Biro Umum
Sekretariat Jenderal 4i Kuninpan Iakarta Selatan. Selain itu loyalilas petugss
keamanan ferhadap pimpingn di BPHN dirasa kursng karena bukan atasan
langsung penilal kegiatan pengamanan.  Akibatnya sebagal pengpuna petugss
kearpanan, punpinan di BPHN tidek memiliki keleluasaan delam menentulan
kebijakan pengamanan.

Keinginan pimpinan melakuksn efisiensi dalam menajemen organisasi
adalah hal vang lumrah seperti juga yang terjadi dalam organisasi Departernen
Hukurp dan HAM. Betiap organisasi mutlak perln memegang prinsip efisiensi.
Secara sederhana pnnsip ohsiensi pada dasarnya berarti menghindari segala
bentuk pemborosan, Mengingat kenyataan bahwa kemampuan suatu organisasi
mengadakan dan mermiliki sarana dan prasarana kerja yang biasa disebut sebagai
sumber dana dan daya yang diperlukan guna menjalankan roda organisasi selalu
terbatas, padahal twjuan yang ingin dicapai tidak terbatas. Maka tidak ada
pembenaran untuk membiarkan pemborosan terjadi. Pengalaman dari berbagai
organisasi menunjukan jelas bahwa faktor penyebab terjadinya inefisiensi,
misainya pemborosan yang ditimbulkan karena perilakn yang bersifat
disfungsional dari para anggota organisasi dan karena ketidaksesuaian
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pengetahuan dan ketrampilan para pelaku dalam menggunakan dan memanfaatkan
sarana dan prasarana yang telah dimiliki itu.

Bernituk pengelolaan pengamanan yang ada pada saat ini dapat dikatakan
merupakan salah satu upaya organisasi Depkumbam dalam efisiensi anggaran.
Pengelolaan pengamanan tersebut dilaksanakan setelah tidak berlakunya
Keputusan Menteri Kehakiman No. M.08.PR.07.10 Tahun 1983. Kegiatan
pengamanan dilakukan dan dikoordinasikan oleh bagian pengamanan di
Sekretariat Jenderal. Namun pada pelaksanaan di lapangan hal ini sulit
penerapannya, kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan Bagian
Pengamanan di Sekretariat Jenderal dalam hal ini Biro Umum mengakibatkan
Petugas- Keamanan tidak maksimal. Mereka bekerja tanpa didasarkan pada
inisiatif kerja sesuai prosedur tetap pengamanan. Selain itu rendahnya loyalitas
satuan pengamanan terhadap pimpinan di Badan Pembinaan Hukum Nasional
menjadi dilema tersendiri. Anggapan bahwa penilaian kegiatan mereka dilakukan
oleh pimpinan di Sekretariat Jenderal sangat kuat sekali. Padabal sebenarnya
dalam birokrasi pegawai negen sipil terdapat jenjang kepangkatan dan jenjang
jabatan yang harus dihormati oleh bawahannya.

Dalam suatu organisasi birokrasi seharusnya suatu prosedur dipatuhi adalah
otoritas dan rasa tanggung jawab yang dipunyai oleh para pejabatnya. Identifikasi
menurut Weber mengenai sumber-sumber otoritas tersebut sebagai berikut :

a. Otoritas yang rasional dan sah, hal ini diciptakan oleh tingkat dan posisi
yang dipegang oleh seseorang pejabat didalam suatu hierarki.

b. Otoritas yang tradisional, ini diciptakan oleh kelas-kelas dalam masyarakat
dan juga oleh adat kebiasaan.

¢. Otoritas yang khansmatik, ditimbulkan oleh potensi kepribadian dan
pejabat.

Menurut Weber birokrasi itu dibangun dan otforitas yang tradisional dan
sah ( Thoha,2007:14). Suatu birokrasi mempunyai berbagai sifat yang dapat
dibedakan dari ketentuan-ketentuan lain dari suatu organisasi. Beberapa sifat yang
penting dikemukakan sebagai berikut:

a. adanya spesialisasi, atau pembagian kerja

b. adanya hierarki yang berkembang
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¢. adanya suatu sistem dari suatu prosedur dan aturan-aturan
d. adanya hebungan-hubungao kelompok yang bersifat impersonalitas.
e. Adanya promosi dan jabatan yang berdasarken atas kecakapan

Oleh sebab itu loyalitas yang ditunjukan oleh petugas ini scharusnya dapat
dirubah pandangan mereka terbadap pegawsi dan pimpinan di Badan Pembinaan
Hukum Nasional. Perabahan pandangan tidak dapat dijalankan tanpa dukungan
manaiemen dalam organisasi.

Dari beberapa hasil observasi dan wawancara yang felah dilakukan,
terungkap bahwa dalam optimalisasi pelaksanaan kinerja pengamanan
dipersyaratkan adanya kriteria tertentu antara lain :(1) Dibutuhkan manajeren
handal untvk memberdayakan somber daya manusia yeng ada;(2) Pembinaan
pada pelugas keamanan dalam rangka peningkatan keahlian dan profesionalisme
petugas keamanan merupekan bal penting(3) Pembinaan fersebut dilakukan
melalui pengawasan yang intensif oleh atasan kepada bawahannya secara terus
menerusy{4) Dibutuhkan anggaran yang memadai untuk mendukung semus
kegiatan pembinaan,

Permasalahan angearan pads sustu organisasi sebensmya sudah menjadi
hal yang sering diutarakan. Kebutuhsn anggeran vang cukup sengat menunjang
terlaksananya fwiuan yang akan dicapai. Perlunya sirategl dalam efisiensi
penggunaan anggaran diperlukan dalam menutupi svata pelaksanaan pengamanan
yang sesuai standar prosedur yang ada, Dalam hal angparan sebagal orpanisasi
pemerintah, Depkumhbam tentunya memiliki angearan pengamanan yvang sudah
direncanakan sebelumnya. Namun rincian kebutuhan yang ada dirasa kurang dan
masih jauh dard keperfuan vang dibutuhkan. Hal ini dapat dimakiomi karena
kegiatan pengamanan yang ada i departemen merupakan kegiatan penunjang,
schingga setiap kali pengajuan mengenai penambahan anggaran pengamanan
hanya menjadi kendala klasik yang tidak pernah selesai.

Unfuk mehhat lebih jaub kendala dalam manajemen kemmanan ini, maka
dilakukan penelitian diharapkan akan memberi gambaran bagi pemecahan
masalah pengamanan kedepan yang akan dilakukan di Bagian Pengamanan
Departemen Hukum dan HAM khususnyva Badan Pembinaan Hukum Nasional.
Selain itu penelitian yang akan dilakukan juga diharapkan dapat memperbaiki
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kinerja manajemen pengamanan dalam menghadapi ancaman dan gangguan di
lingkungan BPHN.

1.2 Permasatahan
Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan utama yang
akan diteliti penulis adalab manajemen pengamanan di Depkumbam kKhususnya di
unit BPHN, untuk menghindari gangguan dan ancaman keamanan agar
ferciptanya kondist lingkungan vang aman. Untuk memfokuskan masalah
tersebutl pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut
a.  Bagaimana pelaksanaan manajemen pengamanan yang dilakukan oleh
bagian pengamanan Biro Umum terhadap BPHN 7
t.  Kendala apa saja yang di hadapi manajemen pengamanan?
¢, Penyeropurnaan apa saja yang diperiukan unfuk meningkatkan kondist
lingkungan yang aman 7

1.3 Metodologi
Dalam katian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif

mencoba  menerjemahkan  pandangan-pandangan  dasar  inderpretif | dan
fenomenologis (Poerwandari 2007:42). Pendekatan kualitatif menghasilkan dan
dapat mengolah data yang sifatnya deskriptif, seperti transkip wawancara, catatan
lapangan, gambar, foto dan lain sebagainya. Penelitian kualitatif memiliki sasaran
pada pola-pola yang berlaku dan merupakan kebizsaan atau prinsip yang secara
wnum  harug  mengpunakas budaya yang bersangkutan  sebagai  kerangka
acuanoya. Penggunaan kebudayaan lain atau kerangka acuan lain akan memiliki
makns menurut kebudayaan lain schingga Thal itu menjadi tidak obyekdtif.
Kebudayaan tersebut mencakup pada permasalahan sosizl pada manuosiannya, Hal
terkait menwut Creswell (2003:1) penelitian kualitetif didefinisikan sebagai
sebuah proses penyelidikan uotuk memshami masaleh sosial atau masalsh
manugia, berdasarkan pada pencipiaan gambaran holistik lengkap yang dibentuk
dengan kaia-kata, melaporkan pandangan informan secara tferperinet dan disusun
dalam sebuah latar alamiah. Untuk memahami fenomena fentang apa vang dialami
oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain
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secara perspektif holistik harus didapat date mengenai pola-pola yang ada, sesvai
dengan sasaran atau masalzh penelitian melalul informasi yang selengkap dan
sedalam mungkin mengenal gejala-gejala yang ada dalam pengelolasn
pengamanan,

Melalui penelitian kualitatif dilukukan analisa terhadap hubungan antars
prinsip-prinsip umum dengan gejala lainnya dengan menggunakso kebiasaan atan
budaya kelompok yang bersangkutan (Depkumham) sebagai sebugh kesatuan
yvang menyeluruh. Dalam pelsksanaan penelitizn, pencliti juga melakokan
pengamatan terlibat dengan kepgiatan penyelengparsan sckuriii khususnya sekuriti
fisik. Dalam stkuriti fisik petugas keamanan melakukan kegiatan perlindungan
manusia dan sset-aset kantor agar terhindar dari kerugian ateu kehilangan,

Adapun metode yang digunskan adalah metode studi kasus, menurut
Suparian (1994:8) dengan menggunakan metode inl peneliti harus hidop disntara
mereka yang ditelitinys untuk jangka waktu yang relatif cukup untuk peneliti
tersebut dapat hidup terintegrasi dengan masyarakat yang ditelitinya agar din
dapal  mengembengkan kepekaanaya dalam  berpikir, merasakan,  dan
menginterprestasikan. hasil-hasil pesgasmatannya dengan menggunakan konsep-
konsep yang ada dalam pemikiran, perasasn-peraszan, dan nilai-nilai dari yang
ditelifinya.

1.31  Cara Pengumpulan Data

Pencliti melakukan pengumpulan data melalui wawansgara berpedoman,
pengamatan, mendepgarkan dan merasakan keglatan-kegiatan yang dilakukan
oleh subvek yang ditelit. Pengamatan atau observasi berpedoman pada kategori
dan kelas atau tingkat gejala yang diamati, dapat dikumpulkan daia yang lengkap
berkennzn dengan pejala-geisls, tindakan steu peristiwa dan kaitannya satu
dengan yang lain yang mempunyal makna bagi penehitian fni, Menorut Peursen
{1989:20) dalam kegintan observasi peneliti melopakan yang sodah diketahui,
seakan-akan suatu gejala diamati dengan mata bary, tanpa prasangka, Selain
observasi dilakukan juga bentuk wawancare veng dilakukan tidek berstruktor
{wawancars mendalam serfa wawancara sambil laly) dengan menggunaken

pedoman wawancara.
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Data merupakan hasil akhir vang didapat setelah melalol pengamatan dap

wawancara. Wawancara mepdalam dilakuksn densgan petugas keamanan yang

“dianggap mengetahui banyak informasi serta wawancara mendalam dengan key
informan dan pihak pegawai BPHN. Data yvang dikumpulkan tersebut terbagi dua
bagian yaitu data primer dan data sekunder. Data primer mencakup observasi dan

parisipasi responden untuk mengetalid kegiatan yang dilakukan petugas
keamanan. Data sekunder mencakup informasi manjersen sekuriti dan prosedur

kerja dalam bentuk dokumen-dokumen yang tersedia di bagian pengamanan dan
atau didapat dari hasi penelitian, serta fiteratur tertulis lainnya seperti surat kabar,
moajalah, artikel buku makalah dil.

e

BATA PRIMER

| EIATE, BERLNDER

Menurut Reksodiputro (2009) klasifikasinya data dapat digambarkan ¢
Gambar 1.1 Klssifikasi Data

penelitian keamanan ini antara lain ;

a.

Republik Indonesia
Veraturan Pemerinteh No.30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin
Pegawai Negeri Sipil Bab II Pasal 2 Kewajiban dan Larangan
Peraturan Menteri Hukum & HAM RI No.M.01-UM.05.10 Tahun 2006
Tentang Prosedur Tetap Siraiegl Pencegzhan (angguan Keamanan Pada
Departemen Hukum & HAM R
Peraturan Menteri Hukam & HAM RI No ;| M.03-Pr.07.10 Tahun 2007
Tentang Organdsasi dan Tata Kerja
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Beberapa contoh data sekunder vang digunakan dalam menunjang kajian

Undang-undang No 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Ul No &
Tehuo 1974 tentang Pokok-Pokok Eepegawailan. Pasal 31 Ayat (1)
Undang-undang  Nomor 2 Tahun 2002 Tenmtang Kepolisian Negara
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f. Peraturan Kapolri No 24 Tahun 2007 Tentang Sistern Manajemen
Pengamanan Orpanisasi, Perusahaan dan/atau Instansi/l.embaga

Pemerintah

Sebelum melakukan penelitian peneliti terlebih dahulu menghubungi dan
meminta ijin untuk melakukan penelitian kepada pejabat formal dilingkungan
BPHN terkait dengan penelitian ini antara lain Sekretaris Badan Pembinaan
Hukum Nasional, Kepala Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan dan Kepala
Sub Bagian Rumah Tangga. Untuk mendapatkan data yang Ilengkap dan
menyeluruh sementara peneliti selalu berusaha menunjukan pribadi sebagai
pegawal yang sama-sama bekerja di Depkumham. Dengan pemahaman seperti ini
para subyek dapat membenkan informasi secara bebas dan terbuka dan peneliti
berusaha berbuat netral dan obyektif, tidak melakukan kegiatan yang sifatnya
investigasi atau provokasi tidak menghakimi atau mempermasalahkan dan tidak
memberi penilaian maupun mencari kesalahan serta memberikan pembenaran.
Kegiatan penelitian ini diharapkan tidak menggangu kegiatan pegawai di
lingkungan BPHN.

Untuk mengetahui kondisi internal dan koordinasi yang terbentuk diantara
petugas keamanan dan pegawai peneliti memilih beberapa key informan dari
pihak petugas keamanan maupun dari pegawai BPHN. Dari pegawai BPHN
peneliti memilih beberapa pegawai yang pernah disangka atau terkait beberapa
kasus keamanan, serta individu-individu yang memiliki keterkaitan dalam
kegiatan pengamanan antara lain beberapa pegawal yang melakukan kegiatan
piket harian.

1.3.2. Tahapan Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap agar diperoleh
alur yang tepat dalam menjelaskan hasil temuan yang akan ditunjukan. Menurut
Reksodiputro (2009) kajian penelitian dilakukan dengan mengetahui latar
belakang untuk mengetahui masalah yang akan diteliti sehinga didapat
kesimpulan akhir dan saran pelaksanaan tugas pengamanan kepada instansi agar

lebih batk di masa yang akan datang.
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Gambar 1.2, Bagan Alur Penelitian (Reksodiputro 2009)

JUDUL
4+ * 80810 Tor AL
| LATAR BELAKANG | b f:;i:;s% ‘,,?‘31:’1‘;;‘_’_5
H H £ R
l / PERNYATAAN \/
[ masaLan | x’"l METODOLOGI |
[PerTanvasn | ~7 l
[ oata ]
}
[ snausa |
| wesmeuan |

Tahapan-tahapan penelitian tersebut bila dijelaskan adalah
a. Masalah penclitian didefinisikan
b. Masalah penelitian diungkapkan / dinyatakan dalam kaltannya
dengan sesuatu kerangka teori penelitian dan berkatan dengan
penemuan-penemuan yang telah ada  dari basil-hasil penelitian
lainnya / sebelumnya
¢. Sebual/sejumiah hipotesis yang berkaitan dengan masalah penelitian
. Prosedur pengunpulan data ditentukan
e. Data dikumpulkan dengan tehmik-tehnik penelitian vang telgh
disebutkan dan prosedur penelitian
f. Data dianalisis untuk menentukan apakah hipotesis tersebut telah
ditentukan itu dibenarkan /diterima/ditolak
g. Kesimpulan-kesimpulan dari kajian-kajian/penelitian yang dilakukan
" dihubungkan dengan kerangka teori semula yang digunakan yang
dapat menghasilkan sesuatu perubahan davi teori yang digunakan
tersebut setelah diperbandingkan dan dianalisis dengan hasil-hasil

penemuan dari pepelitian tersebut.
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Penelitian yang telah dilskukan untuk mendukung kajian ini adalah :

a. Menyampaikan surat permohonan ijin penelitian kepada Kepala Biro
Umum, Bagian Pengamanan dan Kepala Sub Bagian Pengamanan
Lingkungan dan Instalasi untuk dapat melakukan penclitian di
Departemen Hukum dan HAM RI khususnya di Badan Pembinaan
Hubum Nasionpal,

b. Memperkenalkan din kepada jajaran pengamanap di Depsriemen
Hukum dan Ham RI bahwa peneliti adalah seorang mahasiswa dard
Program Studi Kajian Hmu Kepolisian Program: Pascasanana
Umiversitas Indonesia. Peneliti bermaksud melaksanakan penchitian
tentang manajemen keamanan di Departemen Hukum dan HAM RI
khisusnya di Badan Pembinaan Hukum Nasional,

¢. Melakukan pengamatan secara umurn lingkungan Badan Pembipaan
Hukum Nasional meliputi kegiatan Pegawal Petugas Pengamanan,
Pegawai Petugas Pengamanan, pedagang kaki lima, pegawal teknisi,
teknist rekanan BPHN, Petugas Kebersiban {Office Boy), tanm
perpustakaan dan pedagang keliling vang masuk untuk mendapatken
gambaran awal penclitian.

d. Mencari dan menetapkan informan kunci vang dapst memanda dan
membuka jalan bagi peneliti untuk dapat berhubungan dengan
subyek penelitian, serta dapat memberikan informasi mengenal
segala hal yang berkaitan dengan keamanan di lingkungan Badan
Pembinaan Hukum Nasional. Informan kunci tersebut antara lain :

1. Kepala Biro Umum Setjen Depkomham
2. Sekretaris BPHN
3. Kepala Bagian Pengamanan Bire Umum Setjen Depkumbam
4. Kepala Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga Sekretariat
BPHN
Kepala Sub Bagian Rumah Tangga Sckretariat BPHN
6. Kepala Sub Bagian Pengamanan Lingkungan dan Instalast
RBirgc Umum Setien Depkumham

A

13 Universitas Indonesia
Manajemen Pengamanan..., R. M. Aminulloh, Pascasarjana Ul, 2009



7. Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Jalur Informasi Biro
Umum Setjen Depkumham

8. B, Pegawai Senior Petugas Keamanan

9. X, Y Petugas Teknisi BPHN

10. A, Pegawai BPHN

11. Z , Pedagang

. Membuat catatan lapangan mengenai informasi dan gejala yang
ditemui, baik dari hasil pengamatan, pengamatan terlibat dan
wawancara maupun dar penelitian dokumen untuk membantu
peneliti dalam melakukan pengecekan ulang atas informasi yang
didapatkan agar informasi dan data tersebut akurat.

Melakukan wawancara berpedoman pada informan dan pejabat
formal terkait serta menjalin komunikasi yang baik sehingga polisi
mendapat informasi yang dibutuhkan

1. Petugas keamanan

2. Pegawai BPHN

3. Petugas kebersihan

4. Pedagang

. Melakukan pemotretan terhadap kegiatan yang dilakukan petugas
keamanan, pegawai BPHN, pedagang keliling, petugas kebersihan
dan pedagang kaki lima

. Membuat laporan hasil penelitian dengan metode pendekatam
kualitatif
Menyusun hasil penelitian dalam bentuk tesis
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L4.  Tujuan Peneclitian

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

a. Meningkatkan kepercayaan kepada instansi Depkumbam sebagai
pelaksana tupas pemerintah di bidang hukum melalui pelaksanaan
managjeroen  pengamanan yang baik dalam rangka melayani
masyarakat, melindungi asef negara manpun kenyamanan pegawai
vang bekeria didalamnya.

b. Mengetahui kendala-kendala yang terjadi dan yang akan di hadapi
manajemen pengamanan.

¢. Melakukan penyempurnean kegiatan pelaksanaan pengamanan
melahy mangjemen penpamanan untuk mengantisipasi gangguan
keamanan kedepan di Depkumham khususnya Badan Pembinaan
Hukum Nasional.

1.5  Kegunaan Penclitian

Hasil pepelitian diharapkan dapat menjadi :

a.  Masukan bapgi pimpinan Badan Pembinasn Hukum Masional dalam
melakukan manajemen pengamanan fisik terutama dalam menghadapi
gangpuan ancaman keamanan —sepecti kriminalitas, kebakaran atan
ancaman bom sehingga terealisasinya visi dan misi Badan Pembinaan
Hukaam Nasional

b. Acuan bagi instansi lain dalam wmelakukan pengamanan ditengah
berbagat ancaman dan tantangan pihak manajemen keamanan dalam
menyikapi dinamika perubaban sosial masyarakat yang cenderung sulit
diprediksi.

¢. Rekomendasi bagi Polrt dalam wujud pelayanan dan pembinaan

taerhadap tugas kamtibmas di instansi/lembags pemerintah
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1.6, Bistematika Pepulisan

Kajian im ditulis dalam enam bab, yaitu

Bab pertama Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, permasalahan,
metode penclitian, tujuan penulisan, sistematika penulisan.

Bab kedva Kerangka teori, menguraikan tentang kerangka konsepiual,
yvang dipaskai oofuk wniuk menganalisis masalah unsur pokok, yaitu
penyelengparaan sistern manajemen pengamanan.

Bab ketiga Temuan Penclitian, menguraikan tentang gambaran umuem
organisasi Depkemhare yang mencakup bagian pengamanan serta cara
penyelenggaraan manajemen penamanan vang dilakukap terhadap Badan
Pembinaan Hukum Nasional

Bab keempat Gambaran Umum, menjelaskan menpenai gambaran umum
lokasi penelitian dan Bagian Pengamanan di Depkumham,

Bab kelima Amnalisa, menjelaskan pembahasan mengenal kegiatan
pengemanan yang disesuaikan dengan teori-teori yang digunakan ferkait
mengena manajemnen pengamanan

Bab keenam Kesimpulan dan Saran, diromuskan berdasarkan temuan
penelitian dan analisa dari bab sebelumnya, dan menunjukan hahwa kajian ind
menggunakan prinsip manajemen keamanan yang ditujukan untuk membuat rasa
aman, tertib dan nyaman bagi seluruh pegawai Badan Pembinazn Hokum
Nasional dalam melakukan aktfitasnya. Selain ite bab i juga berist saran yang
sebatknya dilakukan manjemen pengamanan dalam hal ini petugas pegawai
keamanan dalam melaksanakan tugasnya agar lebih baik di masa yang akan
datang.

16 Universitas Indonesia
Manajemen Pengamanan..., R. M. Aminulloh, Pascasarjana Ul, 2009



BAB 2
KERANGKA TEOR1

Sehagai dasar wotuk menganalisa permasalahan yang dibshas pada
penelitian, penulis dalam bab ini menjelaskan kerangka teori yang berkaitan
dengan manajemen pengamanan dalam menyelenggarakan sistem pengamanan Ji
Departemen Hukaum dan Ham khususnya Badan Pembingan Hukum Nasional.

2.1 Kerangin Teori

Secara naluriah magusia ingin merasa aman, bahwa pemahaman keamanan
atau rasa aman yang hakiki itu adalah apabila orang bisa teriafa, karena fertata Jalu
melahirkan suasana tentram (Kunarto:2000). Dalam suvasana tentrarm Hulah
manusia/masyarakat Talu dapat giat melaksanakan kerta alau berkarya dan hanya
medalul berkarya ifuish manusiz dapat rabarja. Infinya rasa sman ilu adaleh
terwujudaya kondisi tata —tentram - karta - raharja

Suaty keadaan atau kondisi dinyatakan aman jika keadaan atau kondisi itu
menggambarkan dan menjamin adanya bebas dari bahays, bebas dari rasa takut,
bebas dari keragu-raguan dan Kketidak pastian, Bahbkan tidak dimilikinys
kesempatan untuk merath peluang bagt pengembangan diri atau usahanya, dapat
menyebabkan seseorang atau sekelompok orang tidak merasa aman, tidak merasa
fenang atau kurang bahagia

Mengenai paham dan pandangan tersebut diatas tata tenteram karta raharja
juga merupakan pula konsepsi Kepolisian Republik Indonesia tentang keamanan |
dimana disebutkan bahwa:

Arti “aman” mengandung 4 (empat) unsur pokok yakni ¢

a. securfty adalah perasaan bebas dari gangguan baik fisik maupun psikis

b. su}ery ; adalah perasaan bebas dari kekwawatiran

¢. safery : adalak perasaan bebas dari resiko

d. peace : adalah perasaan damai lahiriah dan bathiniah
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Adanya keempat wpsuwr ini menimbulkan kegaimhan kerja dan akhimya
tercapainya kesgjahferasn masyarakat materill dan spirituil. (Kelang, 1994:35).
Menurut Alderson, “akan ferdapat satu bentuk yang paling murni dimara seluruh
unsur dalam satu  masyarakat, baik resmi maupun tidak resmi akan
menghonsepsikan lentang  kebaikan bersama dan  saling mewjalin untuk
menciptakan iklim sosial dan lingkurgan yang kondusif untuk ketertiban yang
ideal dan kebahagiaan bagi selurub orang yang hidup d&i dalanynya®(Baldwin &
Kinsey, 2002: 270}. '

Sementara hal yang sama juga diungkapkan Chyrisnands dalam Suparlan
{2004:8) bahwa keamanan masyerakat merupakan suasana yang menciptakan
pada individu manusia dan masyarkat perasaan-perasaan sshagai berikui ;

a. Perssaan bebas dari gangguan baik fisik maupun psikis,

b. Adanys rasa kepasitan dan rass bebas dari kekhawatiran, keragn-raguan
dan ketakutan,

¢. Perasaan dilindungi dari segala macam bahaya.
d. Perasaan kedamaian labiriah dan batiniah.

Dalam Pasal 1 butir 5 U No 2 Tabun 2002 menjelaskan babwa keamanan
dan ketertiban masyerakat merupakan kondisi dinamis masyaraket sebagai salah
satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan pasional dalam rangka
tercapainya tujuan nasional vang ditandai oleh tegjaminnya keamaoan, ketertiban,
dan tegaknya hukum, serta terbinanya kelenteraman, yang mengandung
kemampuan membina serfa mengermbangken potfensi dan kekuatan masyarakat
dalam menangkal, mencepah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran
hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Rasa aman merupakan satn kebutuhan dasar yang harus dimiliki oleh
manusia. Maslow mengemukakan bahwa setiap orang mempunyal hierarkhi
kebutuhan. Setiap orang memberi prioritas kepada suatu kebutuhan sampai
kebutuhan itu dapat terpenuhi,  Jika sesuatu kebufuban sudah ferpenubi, maka
yang kedua akan memegang peranan. Rasa aman mepumut A H Maslow
merupakan kebutuban kedus setelah kebutuhan fisik, dan hal ini termasuk
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kebutuhan dasar. Terdapat 5 (lima) tingkat kebutuhan manusia menurut AH
Maslow vaitu ;

a. Physivlogical Needs (Kebutuhan fisiologis/dasar/pokok), kebutuban
badaniah, meliputi sandang, pangan dan pemuasan scksual;

b. Safety Needs (Kebutuhan akan rasa amanj, meliputi baik kebutuhan
akan keamanan jiwa maupun kebutuhan akan keamanan harta;

c. Social/dffiliation Needs {Kebututhan untuk bersosialisagi) meliputi
kebutuhan akan perasaan diterima oleh orang lain, kebutuhan akan
perasaan dihormati, kebutuhan akan perasaan maju atau berprestasi
dan kebutuban akan perasaan ikut serta (seuse of parficipation);

d. Esteem Needs (Kebutuhan barga dirl) kebutuhan akan penghargaan
berupa kebutuhan akan diri dan pandangan baik dad orang lain;

e Self-actualization Needs { kebutuhan aktualisasi dird), kebutvhan akan
kepuasan divi yaitu kebutshan mengenai nilai dan kepuasan vang
didapat dari pekedaan .

Pendapat Maslow menilai bahwa tingkeh laku atau tindskan masing-
masing individu pada suatu saat tertopm, biasanya ditentukan oleh kebutuhannya
vang paling mendesak. Oleh karena itu setiap pemimpin yang ingin memofivasi
bawahannya perla memahami hierackhi kebutuhan masing-masing pegaweinya.
Kebutuban tiap individu berbeda dan kebutihan pekerja dapat berubah sesuai
dengan waktu dan pemenuhan yang felah dilakukan.

Banyak faktor atau penyebab yang dapat diamati sebagai sumber dari
kemungkinan terjadioya gangguan atan ancaman terhadap keamanan. Untuk suato
organisasi atau badan usaha, faktor-faktor, gejala ztan penychab itu pada
umumnya dikelompokan sehagat faklor imernal dan external. Faktor-fikior,
gejala ataupun penycbab infernagl, selalu berkaitan dengan faktor manusia dengan
keterbatasan kemampuan dan kelalalaian yang ditimbulkan dapat menyebabkan
terjadinya perbuatan-perbuatan afan tindakan-tindakan bahkan keadaan-keadaan
atau kondisi-kondist yang dinilai meagandung kerawanan-kerawanan,

Sedemikian komplek dan rumitnya sumber-sumber yang menyebabkan
kergwanan tersebut, maka kemitrsan serta keterlibatan manajemen didalam
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mengamati, mendalami dan menyiapkan konsep-konsep pencegahan dan
penangkalan kerawanan-kerawanan itn menjadi sangat penting. Dalam pada itu
manajemen atau mengelola keamanan di suafu instansi pada hakekatnya
mencakup tentang bagaimana memanajemeni atau mengelola perbuatan-perbuatan
ataupun keadaan yang dinilai rawan itu. Sechingpa gejala-gejala ataupun
penyebab-penyebabnya bisa dikendalikan, dikontrol dan tidak menimbulkan
kerugian pada perusahan ataupun terjadinya korban (jiwaharta, kehormatan)
diantara pegawai. Bekerjanya suatu sistem manajemen keamanan di dalam suatu
instansi seperti tersedianya kebijaksanaan pengamanan yang tepat, prosedur dan
tata cara kerjanya yang tertib, pengawasan dan efektifitasnya, tersedianya program
pendidikan dan pelatihan dan lain-lain adalah penting. Sekaligus memungkinkan
sistem manajemen itu dapat mencegah terjadinya penyebab kerawanan. Ini berarti
adanya otonomi atau kemandirian di dalam pengelolaan keamanan akan memberi
peluang kepada berkembangnya sistem pengelolaan keamanan yang bervariasi
dan berbeda-beda sesuai dengan tunfutan situasi dan kondisi.

Latar belakang kepentingan, keinginan dan kebutuhan manajemen /
pengelola perusahaan ikut menentukan bagi ditetapkannya pelaksanaan sistem
keamanan tertenfu, vang mencakup penentuan rekruitmen personil, pengadaan
sarana dan prasarana keamanan, berbagai prosedur pengamanan serta kiat-kiat
operasional pembinaan dan penggalangan terhadap masyarakat dan lingkungan
yang dinilai paling tepat. Ini berarti kepedulian dan keterlibatan yang terintegrasi
merupakan bentuk tindakan yang paling tepat dalam hal mana akan dapat
mewujudkan keterpaduan pola pengamapan dengan upaya-upaya pengamanan
masyarakat sekitarnya serta instansi pemerintah terkait.

Kerjasama dan keterpaduan dalam melaksanakan manajemen keamanan
di suatu lingkungan merupakan suatu kebutuhan dari sudut kepentingan instansi
khususnya kenyamanan pegawai BPHN. Namun demikian tidak tertutup
kemungkinan bahwa keutamaan keamanan yang dilakukan oleh instansi adalah
dalam kerangka efisiensi anggaran. Artinya langkah-langkah ini kurang
memberikan perhatian kepada aspek keamanan dalam arti sesungguhnya. Bahkan
terkesan bahwa instansi sering mengeluhkan bahwa pengutamaan keamanan

selalu berbiaya mahal, kurang penting dibandingkan dengan fungsi manajemen
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usaha lainnya seperti fungsi pembinaan sumberdaya dan lain-ain. Padahal
tuntutan suato pengamanan sekarang ini sudah menjadi tunfutan keadaan. Digisi
lain ancaman atan gangguan keamanan seharusoya menjadi perhatian manajemen
dalam organisasi BPHN,

2.2. Konsep Manajemen

Crganisasi Depkumbam merupakan organisasi yang fidak dapat dipandang
schagal henda meati yang bisa diperlakukan seenaknya. Diperlukan suatu
perawatan khusus agar organisasi tetap hidup dan berkembang. Dapat dikatakan
organisasi merupakan wadah yang statis dan sebagai pengelola dan merawat
sumber daya organisasi adalah manajemen.

Di bidang dan lingkungan administrasi publik, ari manajemen lebih
merupakan  pengelolaan. Manajemen meliputi  ketrampilan  memutuskan,
memecahkan masalah, menilai, berkomurikasi, berhubungan dengan sesamanysa,
ketrampilan teknis maupun konseptual dan lain-lain. Sehingga bilamana dilihat
sebagal suati satuan atau kelompok pelaku mangjemen, yakni para manajer, dapat
dilibat secara strukiural. Dalam lderatur dikenal adanya manajemen fingkat
pugat/stariegis, mamijemen tingkat koordinatif dan manajemen tingkat operasional
atau tingkat bawah,

Manajemen scbagal suate kerangka sistemn maka penerapan nilai dan
perumusan kebijgkan, penyiapan rencana serala  pelaksanaan aktifitas-akiifitas
manaierial mencakup Hngkup kegiatan yang relatif luas. Pengorganisasian sumber
daya, pengorshan dan kepemimpinan serta motivasi pelaksanaannya fermasuk
pula mengawasi, menyediakan serta mengevaluasinya bahkan mengembangkan
prosedur masokan/saran sebagai upaya koreksi —koreksi untuk perencanaan
sclanjutriya merupakan bagian-bagian dan tanggung jawab semua tingkatan
manjemen, Dengan demikian sisiem manajemen mengandung variasi yang luas
tergantung pada visi misi dan penekanan-penekanan yang diinginkan oleh suatn
instansi seperti BPHN,

Berangkat dari pemikiran itu, prinsip-prinsip manajemen suatu organtsasi
sesungguhnya adalah manajemen orang-orang didalamnya, Sumber daya manusia
merupakan faktor paling penting dalam keberlangsungan hidup snatu organisasi.
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Manusia adalah pendiri, perancang, pekerja, pengamat, pengkritik, pemutus suatu
organisasi, tanpa mereka tidak ada organisasi. Oleh karena itu konsep manajemen
organisasi ideal haruslah berpusat pada manusia.

Batasan manajemen oleh Mary Parker Follet dalam Stoner (1982:4)
mendefinisikan mangjemnen sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaan melaloi
orang lain, Stoner dalam halaman yang sama mengemukakan bahwa manaiemen
merupakan proses perencanasn, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan
usaha-usaha para anggota organisasi dan pengpunaan sumber daya-sumber daya
organisasi lainnya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Berdasarkan
beberapa pengertian manajemen i afas, dapat dikaiakan babwa manajemen
memiliki beberapa cin yaite

a. Manajemen diarahkan untuk mencapai fujuan

b, Manajemen sebagal proses: perencanaan, pengorganisasian,
penggerakan pelaksanaan, pengarahan den pengawagan

¢ Tersedia sumber daya; manusia, material dan sumber lain

d. Mendayagunakan atau menggerakkan sumber daya fersebut secara
efisien dan efekif

e, Terdapat orang vang menggerakkan sumber daya tersebut {manajer)
Penerapan manajemen berdasarkan ibmu dan juga seni atau keahlian
vang harus dimiliki oleh marajer

Sebagal suatn sistem manajemen dipandang scbagai suatu kerangka kerja
yang terdiri dari berbagai bagian yang saling berhubungan yang diarahkan dalam
rangka pencapaian  lojuan  organisasi.  Sebagal  sustu  proses manajemen
merupekan rangkaian tahapan kegiatan yang diarabkan pada pencapaian tujuan
dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manajemen sebagai suatu
proses dapat dipelajari darl fungsi-fungsi manajermen vang dilaksanakan oleh
manajer. Dalam prakicknya proses manajemen tersebut dapat dikaji dari proses
pemecahan masalah vang dilaksanakan oleh semua bagian/ komponen yang ada

dalam organisasi,
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Gambar.2.1. Manajemen {Stoner, 1952:5)

Tahap pertama dalam manajemen adalah perencansan ( Planning )
merupakan salab satu fungsi manajemen yang penting, perescanaan memegang
peranan yang sangat strategis dalam keberhasilan organisasi. Perencanaan yang
baik adalah perencanaan yang telah menetapkan tujuan bersama yang ingin
dicapai, Adanya penetapan tojuan, visi, dan misi organisasi ini harus dilakukan
bersama-sama. Sebagal perencansan awal sebuah organisasi didirikean olch
seorang/beberapa tokoh kunci sebagal pemberi konsep awal. Konsep tersebut
harus diketahui oleh tiap orang dalam organisasi agar terdapat kesamaan persepsi.
Konseptor tidak mungkin berjalan sendirian dalarm perjalanan organisasi, Suatu
perencanaan harus memiliki stealegl yang terus menerus secara sistematis dapat
mengambil keputusan walsupun penuh resike dengan pengetahuan mengenai hal-
hal yang =akao teradi {Murity} alas organisasi. Mengorganisasikan secara
sistematis usaha-usaha yang diperlukan untuk melaksanakan segala keputusan dan
mengukur semua hasil keputusan ini ferhadap apa yang diharapkan dengan cara
umpan balik yang sistematis dan texroganisasi  (Drucker,1982:120). Mata rantai
vang paling lazim antara perencanasn dan pengendalian adalah penganggaran.
Angpgaran merupakan bagian penting proses perencanaan, karena anggaran
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menuntun keputusan pengalokasian sumberdaya menuju pencapaian sasaran,
(Stoner,1982:144).

Tahap kedua adalah pengorganisasiah (Organizing) merupakan upaya
manajer dalam menghimpun dan mengkoordinasikan semua sumber daya manusia
dan sumber daya manusia matenial organisasi. Kekuatan suatu organisasi terletak
pada kemampuannya untuk menyusun dan memanfaatkannya secara efisien
berbagai sumber dayanya dalam mencapai suatu tujuan. Dalam pengorganisasian
harus pula diperhatikan adalah menentukan siapa melakukan apa (staffing).

Tahap ketiga adalah aktifitas memimpin dan menggerakan (Actuating)
dalam hal ini dilakukan oleh suatu manajemen perencanaan pengamanan.
Administrator / top manajer melakukan koordinasi dalam pelaksanaan
perencanaan. Seluruh komponen (Biro Umum, Bagian Pengamanan, sub bidang
dan unit yang menjadi pengawasan keamanan)} dan stake holder unit eselon satu
dipersatukan dalam meja bundar untuk memperoleh suatu kompromi atau
komitmen tentang pengamanan. Peranan leadership dari Kepala Biro Umum
sebagai manajer keamanan sangat menentukan dalam fungsi penggerakan
(actuating) ini. Fungsi manajemen penggerakan pelaksanaan ini adalah termasuk
di dalamnya fungsi koordinasi, Pengarahan, kepemimpinan. Agar semua
komponen dapat melaksanakan tugas sesuai dengan peranannya masing-masing,
maka tugas administrator adalah melakukan koordinasi dan mengarabkan seluruh
komponen manajemen agar terbentuk sinergi, dan menghindari tumpang tindih
dalam pelaksanaan tugasnya.

Tahap keempat adalah pengawasan dan pengendalian (Conrolling),
merupakan proses untuk mengamati secara terus menerus (berkesinambungan)
pelaksanaan rencana kerja yang sudah disusun dan mengadakan koreksi
(perbaikan) terhadap penyimpangan yang terjadi. Tujuan pengendatian umtuk
membuat proses berjalan lancar, tepat dan sesuai standar-standar yang telah
ditetapkan,

Namun dari penjelasan diatas sebaik-baik manajemen dalam situasi
intensitas yang tinggi selalu adanya gangguan keamanan, sehingga hal ini masuk
akal bila timbul prakiraan bahwa hal itu disebabkan kegagalan suatu sistem

manajemen. Artinya sistem manajemen dianggap sebagai penyebab dan akar dari
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terjadinya pangguan/ancaman kesmansn, Baik tindskan-tindakan panguan
keamgnan ataupun keadaan-keadaan yang potensial mengandung kerawasan-
kerawanan ditimbulkan akibat dari pola penanganan keliru. Hal ini Terkandung
arti bahwa sistem manajemen fersebut tidak adaptif dalam menjalankan salah satu
fungsi penting, yakni pepgamanan. Kaitan dengan hal ini sisters manajemen
keamanan yang buruk selalu dihubungkan dengan kebfiakan manajemen yang
femah atau tidak tepat atau prosedur tata cara kegia yang kelirn, atau pengawasan
yang lemah dan fidek efektif Akibatnya diperkirakan akan kemungkioan
terjadinya kesenjangan i dalam perumusan kebijakan manajemen, lemahnya atau
tidak jelasnya pola pertanggung jawaban, ataupun adanya koordinasi yang tidak
sating mendokung.

2.2.1. Manajemen Peagamanan

Pelaksanaan penyelenggaraan  gekuritt  harag  dilskukan  dengan
manajemen yang profesional. Menurut Sherill Straws konsep keamanan ndalah
“security is prevention of losses all kind what ever cause ™ atau mencegah
kerugian dari penyebab apapun (Hadiman 2008). Dengan adamya manajemen,
pelaksanazan pengemanan dapat dilakukan dengan bepar dan dengan cara vang
benar diharapkan akan mencapai wjuan yang diinginkan, Subtansi kebijakan
keamanan ini memungkinkan pengelolzan fungsi yang disepakati dan diadaptasi
agar jelas arshnya. Kebijaksanaan yang jelss tersebut ferfulis menjadi acuan
pokok dan sumber semua petunjuk dan pedoman feknis, maupun ke dalam
prosedur-prosedur atau tata cara kerja.

Satuan pengamanan yang lerdapat di BPHN merupakan satuan
kelompok petugas yang dibentuk oleh instansi Depkumbam untuk melaksangkan
pengamanan  fistk dalam  rangka menyelenggarakan keamanan swakarsa
dilingkungan/kawasan kerja. Kegiatan pengamanan fisik melakukan kegiatan
pencegahan dalam mengatasi timbulnya ancaman dan gangguan dan ketertiban di
Iingkungan suatu instansi melalui kegiatan pengaturan, penjagaan dan perondaan
serta kegiatan lain yang disesuaikan dengan kebutuban masing-masing instansi
yang bersangkutan (Burhan, 1993:3).
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Dalam perkembangan masyarakat modern menurui Sutanto (2004:1)
telah menyebabkan berkembangnya kejahatan yang mencakup jenis serta dimensi-
dimensi yang sebelumnya tidak ada. Semakin moderm suatu masyarakat, semakin
modermn pula metode, tehnik dan cara-cara tindak kejshantan dilakukan oleh para
pelakunya. Sementara itu flmu kepolisian pada Khususnya dan teont keiminologi

pada umumnya, mempercayal bahwa kejahatan adalah cermin masyarakat yang
melahirkannya. Tidak ada kejahatan vang terlepas dan ferpisah sama sekali dari
lingkungan masyarakatoya., Konsep community security menurut Astaman

dipandang paling maju sast ini pemikirannya adalah bahwa keamanan induostri
(kantor dlI} bapyak ditentukan oleh situasi keamansn di lingkungan seldtar

kawasan indusiri tersebut (Meliala ,1995:47).

DIDUKUNG OLEH

BIEKAMTIBMAS
SWAKAREA DI
LING KERJA

{DILAKURAN GLEH |

Gambmr.2.2, Alur Keamanan Industrial

POLE

PIMPINANM INST ANS!

| MANAJER SEKURITI |

SATURN PENGANANMAR

MERNARIK PERAN SERTA

MASYARAKAT SEKITAR

Gambar diatas menunjukan keberadaan keamanan industrt didukung

oleh aktivitas Polri sendixi serta pimpinan perusahaan, pengelola / masajer sekuriti

serta tenaga pelaksana(Meliala ,1995:47).
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Disamping ita dalam hubungan yang lebih lpas, sumber-sumber
penvebab dan gejala yang bisa menimbuikan gangguan dan beresiko untuk suate
perusahaan, mencakup pengelolaan ferbadap keadaan-keadaan kondisi-kondisi
tindakan-tindakan yang rawan serta faktor-faktor lingkungan alam yang potensial
bisa menimbulkan bencans. Pengelolaan yang kurang atau tidak berhasil akan
menjadi  sumber-sumber ancaman dan  panggean yang akan merugikan
perusabaan, Menuruf Hadiman (2008} kondisi keamanan yang akan menggangu
keadaan keorganisasian dan managerial perusahaan yang menunjokkan indikasi
seperti:

a. Interngl
1. Tidak tepatnya manajemen

(In Adequate Management}

2. Tidak tepatnya sistem pengawasan internal
(In Adequaie Internal Control)

3. Tidak wepatnya kebijaksanaan perlindungan perusahaan
{In Adequate Protective Policy}

4. lLemahnys komunikasi diantara para karyawan dan dengan
manajernennya { Peor Employee Commuunication)

5. Lemahnya pengorganisasian pengamanan perusahaan dan
pencegahan kerugiannya (Poor Orgoanization For Security & Loss
Prevention)

6. Inefiective Munagement

Uninterested Management

b. Exrernal

1. Lemah dan terbatasnya hubungan dan komunikasi dgn asosiast
professional lainnya di bidang security and loss prevention,

Z. iemah dan keterbatasan hubungan dan komunikasi dgn instansi
pemerintah terkait. LSM-LSM (NGO), dll,

3. Kesulitan memperoieh dukungan atau komitaen dari lingkungan
dan kondist sosial yang ada di sekitar kgwasan usahs, kendist dan
lingkungan lain vang lebih fuas {para mifra usahanya).
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Dengan menunjukan adanya sumber-sumber penyebab atau gejala-gejala
vang beresiko untuk keamanan instansi itu maka dapat dipastikan bahwa
mengelola suatu fungsi keamanan akan mencukupi juga pengelolaan terhadap
gejala-gejala yang berkembang diluar perusahaan dan mempenparouhinya (gejala
gksternal)

Pengelolaan yang fepat akan mempengaruhi terhadap mutu layanan
kemanan yang dapat diberikan, tetapt juge menjamin dicapainys efektifitas dan
efisiensi usaha yang dilakukan. Menurut Semnewald (2002:20) © Security
contributes to company or corporate profits by reducing or eliminating
preveniable losses, including those caused by criminal behavior ¥ Disini
dikatakan bahwa sumbangan fungsi keamanan terhadap keuntungan dari
perusahaan berupa reduksi atau memperkecil kehilangan barang perusahaan dan
juga kaan menekan tindak kriminal. Dapat dikatekan kemungkinan vang diperoleh
manajemen dalam memungkinkan keuntungan adaleh melelui upaya perlindungan
atau pengamanan yang benar-benar ditangani secara prpfessional.

Adanya pertimbangan-pertimbangan manajemen dalamn organisasi pada
m@ﬂ& efisiensi merupakan hal yang meneniukan di dalam menetapkan
bagaimana dan sejauh mana fangsi keamanan itu diakui keberadaannys, dapat
diperankan dan distrukturkan serta diorganisir secara memadai di dalam tugas dan
struktur orgapisasi perusshaan, Artinya otonomd  dari  manajemen  untuk
menetapkan cara dan lingkup pengelolaannya terbadap fungsi keamanan
menyebabkan penampilan pengelolaan fungsi keamanan ind bervariasi,

2.2.2. Konsep Organisasi Keamanan

Departernen Hokum dan HAM RI merupakan suate strukiur organisasi
besar yang memiliki tugas pokok dan fungsi. Tugas pokok dan fungsi tersebut di
laksanakan oleh masing-masing unit eselon satu yang memiliki struktur organisasi
yvang lebih kecil. Suatu organisasi merupakan suatu tempal yang dapat
menggabungkan setiap aktiflas dengan teratur. Adanya suata pengorganisasian
diharapkan dapat mengharmoniskan soatu kelompok orang-orang borbeda,
mempertemukan  bermacam-macam  kepentingan dan  memanfaatkan  potensi

individu anggota organisast kedalam suatu fujuan bersama. Kaidah pokok sustu
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organisasi adalah membuat tingkat mnanajemen sesedikit mungkin dan membentuk
rantal komando sependek mungkin,

Selanjuinya posisi darf organisasi keamanan juga dipengarubd olsh
tujuan-tujuan pengamanan yang ditctapkan oleh manajemen atau pimpinan.
Misalnya saja manajemen atau pimpinan merasa berkepentingan untuk melakekan
efisiensi ferhadap penggunaan anggaran yang dianggap terlalu besar. Dalam
kenyatasn di organisasi Departemen yang besar pelaksanaan pengawasan terhadap
pengamanan ternyata cukup sulit kerena dilakukan masing-masing unit tanpa
memiliki manager atau pimpinan yang memiliki profesionalisme tinggi  di unit
sebagat pengawas. Hal ini menyulitkan manager pengarpanan dipusat melakukan
kontrol pada kegiatan keamanan yang dilakukan oleh anak buabnya, Oleh sebab
ittu dibutubkan strukfur organisasi yang mmewadahi bagian pengamanan yang
berkemampuan untuk dapat mengkoordinasikan berbagal upaya -—upaya
pembinaan ataspun perlindungan terhadap instansi  yang menjadi wilayah
tugasnya.

Pada gambar 2.3 mengilustrasikan adanya suafu tipologi keberadaan dan
penempatan  bagian keamanan didelam  sustu  organisasi  dimana  bagian
pengamanan ferintegrasi pads strukfur organisasi dan memiliki bagian aiqu
susbsistern khusus yang menangan security, fire profection & safety.

Bentuk penempatan bagian pengamanan  dalam strukior organisasi
perusshasn menpnjukan bahwa didalam suatz struktur formal, bagian keamanan
tidak d’apat melaporkan langsung  kepada wakil presiden atan Vice presiden
Administration.

29 Universitas Indonesia
Manajemen Pengamanan..., R. M. Aminulloh, Pascasarjana Ul, 2009



Gambar 2.3 Bestuk Alternatif Beatuk Alternatif Reobert J Fischer & Gion

Green ,{1998:106)
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Pada gambar 2.3 ini bentuk struktur organisasi memiliki kesamaan pada
struktur organisasi di Depkumham dimana pada kondisi tertentu  posisi security
tidak dapat melakukan koordinasi secara langasung kepada beberapa bagian
perusahaan. Begitu Ijuga sebaliknya dimana sebagai contoh Vice-President
Enggineering perusahaan juga tidak dapat langsung memberikan perintah kepada
securify (bagian keamanan ) tanpa melahii level kewenangan yang ada.

Dalam suvata strukfur organisasi adanya kewenangan memberi bak pada
mangjer  sckuritl menjadi  penting ketika fungsi seperti itu  sepenuhnya
diintegrasikan ke dalam organisasi. Meskipun evaluasi mempakan kewenangan
efekdif yang diperlukan oleh sekuriti namun hal inl mempertimbangkan berbagai
faktor formal dan informal yang berada pada stroktur organisasinya. Gambar 2.4
menunjukan adanya manajer dalam pengamanan i masing-masing unit dalam hal

ini berguna untuk memudahkan adanya pengawasen yang efektif,
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Gambar 2.4 Bentuk Alternatif Robert J Fischer & Gion Green (1998:165)
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Semuity and Loss Frovention Managemest, 2 ad {Boston: Butferwarti-Helpemanm, 1989}

Adanya manajeraen atau pengelolaan petugas keamanan merupekan
pengelolasn erhadap subsistem manusie yang mengemban tugas-tugas keamanan
perusahaan dan tidak terpisabkan dari subsisiem-subsistem yang lainnya {(sarana
prasarana, prosedur dan lingkungen) hal ini dalam rangka sistem manajemen
keamanan yang dileksanakan di instans atau perusahaan. Selain itu seberapa
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besar atau seberapa jauh bagian keamanan dalam organisasi perusabaan it
disusun atau diorganisir akan sangat bergantung kepada keinginan-keinginan
manajemen  atay pimpinan perusahaan itu sendir, Yang pertama tergantung
kepada tingkat pengamanan yang roana dikehendakinya, yang kedua untuk tujuan-
tujuan apakah dan dalam lingkup mana pengamanan itu disusun dan yang terakhir
kepada siapakah penanggung jawab keamanan itu harus melaporkan pelaksanaan
tugas dan tanggeng jawab pengamanannya,

’ Dengan mengutip pendapat Richard J Gigliotti & Ronald C. Jason,
Hadiman (2008) membagi vpaya sekuddti sesvai dengan tingkatan-tingkatao
penyelenggaraan sekuriti. Ada lima level atau katagori umum dari sistem sekuriti,
sebagal berikut

o Level 1 - Minimum Securily
Suaty sistem yg dirancang votuk menghalangi/merintangi
beberapa ganguan akiivitas dari luar yang tidak szb.
Peralatan pokok antara lain:
- Simple physical barriers (kunci gembok sederhanaj}
~  &imple lock (penghambat fisik sederhana)

b.  ILevel 2 - Low Level Security
Suabu  sistern yg dirancang uatuk menghalangi/menmtang: dan
mendeteksi beberapa gangguan aldtivitas dag lear yang tidak sah
Peralatan pokok antara lain:
- Basic local alarm system (sistem alarm sederhana)
- Simple security lighting( penerangan sederhana)
-~ Basic security physical barriers(pengamanan
batas/pagarflarnpu)
-~ High security locks (kunci gembok yang handal)

o Level 3 - Medium Security
Suate  sistem yang harus dirancang utk menghalangi/meniniangi,
mendeteksi dan menaksir/menilal aktivitas gangguan dari dalam
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yang tidak sah seperti pencurian yang mengarah kepada konspirasi

uotuk melakukan sabotase

Peralatan pokok antara lamn;

- Advance remote alarm system { alarm sistem yang handal)

- High security physical barriers at perimeter; guard dogs(pagar
batas dan anjing penjaga)

- Watchmen with basic communication (peiaga dengan alat
komunikasi sederhana)

Level 4 - Hiph Level Security

Suatu sistem pemisaban vang dirancang uaiuk menghalangi /

merintangl, mendeteksi dan mensaksir/menilal gangpuan yg besar

baik dari Juar yang tidak sah maupun aktivitas gangguen dari

dalam.

Peralatan pokok antara lain:

«  CCTV (Closed Circuii Television)

- Perimeter alarm sysiem (sistern alarm pada parimeter)

-  Highly trained alarm guards with advanice commamication
{penjaga terkatih dengan komunikasi}

- Access controls

- High - security lighting (peneranganflampu  security
berkemampuan tinggi}

- Local law enforcemert coordination(koordinasi  dengan
penegak hukum local)

- Formal contingency plans{ memiliki rencana dan kemampuan

mengatasi hal yang tak terduga)

Level 5 - Maximum Security

Suatu sistem yang dirancang utk menghalangi / merintangi,
mendeteks:  dan  mienaksir‘menilai serta menclralisit  semua
gangguan batk dari Juar maupun aktivitas dari dalam,

Peralatan pokok antara lain:
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~ On site armed response force(punya kekuatan untuk resksi
penindakan)
« Sophisticated alarm system { sistern alarm vang canggih)

Pada penyclenggaraan sekurili im peralatan pokok pada tingkat yang
lebib tinggi, adalah peralatan pokok sekuriti yang lebih rendah ditambah dengan
pertambahan  peralatan vang dibutubkan sebagai akibat adanya perluasan
penyelenggarsan sekudt. Pada kondist ini BPHN menggunakan ZLevel 7 -
Minimum Securify hal ini terlihat dan perslatan pokok yang lerdini dari Simple
physical barriers (kunt: gembok sederhana) serta  Simple fock (penghambat fisik
sederhana} seperti misalnya pagar yang hanya menggunakan kawat tidak sesua
ketentuan sehingga masth banyak celah yang dapat dilalui pelaku keishatan,
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BAR3

GAMBARAN UMUM

3.1. Badan Pembinaan Hultem Nagionsl

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) semula bernama Lembaga
Pembinaan Hukum Nasional (LPHN) dibentuk pada tahun 1958 dengan
Keputusan Presiden RI No. 107 Tahon 1958, tertanggal 30 Maret 1958
berkedudukan di Jakarta dan bertanggung jawab kepada Perdana Menteri. Pada
tahun 1961 dibentuk kembali LPHN dengan Keputusan Presiden No, 194 Tahun
1961, tertanggal 6 Mgei 1961, Dibentuknya kembali LPHN tersebut dengan
pertimbangan felah berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 (UUD
1945), dan dengan telah dibentuknya Garis-Garis Besar Haluan Negara dengan
Ketetapan Majelis Permusyawarstan Rskyat Sementara No IZMPRS/1960.
Berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 194 Tahuu 1961, kedudukan LPHN
tidak lagi berada di bawah Perdana Menteri, tetapi berada dan bertanppuniz jawab
kepada Menten Kehakiman.,

Pada tahun 1964, LPHIN yang dibentuk dengan Keputusan Presiden RI
No.194 Tahun 1961, diakhiri 1asa tugaspya dengan periimbangan bahwa jangka
waktu untuk melaksanekan tugas vang diberikan oleh Majelis Permusyawaratan
Rakyat Sementars kepada LPHN dengan Ketetapan MPRS No. TI/MPRS/1960
telah lampau, namun pembingan hukum npasional perdu dilanjutken Jdan lebih
diperlancar sertz dipergiat lagi. Atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka
LPHN perlu dilarjutkan dan dipetbaharui fugas, susunan dan tata kerjanya dengan
tjuan lebih menjamin kelancaran pekerjaanannya, Maka dikeluarkannya
Keputusan Presiden RI No.282 Tahun 1964 Tentang Menggayabarukan LPHN.

Perubahan LPHN dengan bentuk menggayabarnkan ini dengan cara
mengubah persyaratan anggotanya seria menyederhanakan keanggotasn penasehbat
Lembaga, yaitu vang semula terdivi Ketua MPR, Ketua DPR, Ketua Mahkamah
Agung, Menteri/Wakil ketua DPAS, Menteri/Ketua Dewan Perancang Nasional,
Keta-Ketua Fakultas Hukum menjadi hanya seorang yaitu, Mahkamah Agung
saja. LPHN yang dibentuk dengan Keputasan Presiden RI Ne.282 Tahun 1964 ini
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berada dalam lingkungan organisasi Departemen Kehakiman dan bertanggung
jawab langsung kepada Menteri Kehakiman LPHN berfugas melaksanakan
pembinaan  hukum pasional sebagaimana yang dikebendaki oleh majelis
Permusyawaratan Rakyat Sementara No JI/MPRS/1960 dengan tujuan mencapai
tata hukum nasional, yaity :

2. Menyiapkan rancangan-rancangan peraturan perundang-undangan

b.  Menyclenggarakan research dan dokumentasi serta segala sesuatu yang

diperlukan wntuk menyusun peraturan perundang-undangan

Pada tahun 1974 Presiden Socharto dalam pidato pengamilan sumpah Ketua
dan Wakil Ketua Mahkamah Apung serta pelantikan Menteri Kehakiroan, Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan, mengatakan babwa “... dalam mngka pembangunan
bukum nasional agar LPHN yang telah ada lebih digiatkan lagi.” Sehubungan
dengan permintaan Kepala Negars untok menggiatkan kegiatae LPHN, maka
dalam  pelaksanaanya diadakan peningkatan  kegiatan-kegiatan. Pads
petkembangan  selanjutnya  diadakan  wssha  unstuk  mengepbah dap
menysmpurnakan organisasinya agar lebih baik.

Pada tahun 1974, bersamasn diterbitkan Xeputusan Presiden RI No. 44
Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Qrganisasi Departemen. Keputusan Presiden
tersebut didasarkan atas keperluan uptuk menegaskan dan menyempurnakan
Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susupnan Organisasi Departemen sesuai
dengan perkembangan keadasn pepara. Kemudian diterbitkan pula Keputusan
Presiden RI No. 45 Tshun 1974 Tenlang Susunan dan Organisasi Departemen,
LFHN dirubah dan disempurnakan menjadi Badan Pembinaan Hukum Nasional
{BPHN). Berdasarkan Keppres tersebut, kedudukan BPHN tidek lagi berdasarkan
Keppres melainkan didasarkan atas Keputusan Menteri Kehakiman, Berdasarkan
keputusan Menteri Kehakiman RI No. Y.8.4/3/7 Tahun 1974 Tentang Susanan
Organisasi dan Tata Ketja Departemen Kehakiman, BPHN adalah pelaksana tugas
bidang pembinaan hukum nasions! karena sifatnya tidak tercakup baik oleh unsur
pengawasun departmen yang berada langsung di bawah Menteri Kehakinmn.
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Gambar 3.1, Struktur Organisasi Departemen Hukom dan HAM RI
(Sumber : Sekretariat Yenderat Depkumbam 2009}

CraR e
R

BPHN mempunyai kedudukan sederajat dengan Direktorat Jenderal dan
dipimpin oleh seorang kepala vang dalam melaksanakan tugasnyas Kepala BPHN
dapat dibantu oleh suatu Tim Penasehat dan Panitia-Panitia Ahll vang dibentuk
dan angpots-angeotanya diangkat/diberhentikan oleh Menteri Kehakiman, Pusai-
pusat pada BPHN meropakan unit teknis operasional dan dibantu/didukung oleh
Sekretaris sebagai unit administrative.

Pada tabun 1981, Organigasi dan Tata Kega BPHN berubah dengan
menambah Pusat Penyuluhan Huokum., Perubahan tersebut ditvangkan dalam
Keputusan Menteri Kehakiman RE No. M.30.PR.O7.08 Tahun 198 tertanggal 9
Desember 1981, Pada tshun 1984 berubsh lagi, yaitu dengan dikehwarkannya
Pusat Penyuluhan Hukum dari BPHN dan dimasukan kedalam Direktorat Jenderal
Hukum dan Perundang-undangan, Sebaliknya BPHN ditambah Pusat Perencanaan
Peraturan Perundang-undangan. Pervbshan ini berdasarkan Keputusan Menteri
Kehakiman RI No. ML05.PR.0G7.10 Tahun 1984 tanggal 30 Juli 1984,

Pada tahun 1989 BPHN mengalami perubaban lagi dengan dipindahkaonya
Fusat Perencanaan Peraturan Perundang-undangan ke Direktorat Jenderal Hukam
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dan Perundang-undangan atas dasar Keputusan Menteri Kebakiman RIL
NoM02.PR.OS.10 Tahun 1989 tertanggal 30 Mei 1989 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Departemen Kehakiman, dan dimasukannys keobali Pusat Penyuluban
Hukum ke dalax BPHN.
Pada tahun 2004, keluar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
RI No. M.04-PR.O7.10 Tahun 2004, tentang Strukfur Organisasi Tata Kerja
BPHN yvang baru kemudian terakhir Pada tahun 2007, berdasarkan Keputusan
Menteri Hokum dan Hak Asasi Manusia RI No. M.03-PR.O7.10 Tahun 2007,
Strukiur Orgenisasi Tata Kerja BPHN adalah
a. Sekretariat Badang

Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional;

b
e
d

Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional;
Pusat Dokamentasi dan Infornmasi Hakum Nasiopal;
Pusat Penyuluban Hokuim.,

Gambar 3.2, Struktur Organisasi BPHN
{(Sumber : Bagian Data dan Informast BPHN 2609}
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3.1.1  Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Pembinsan Hukwm Nasional (BPHN) scbagaimana ditetapkan
dalam Peraturan Menterd Hokum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor @ M09
PR.O7.10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukom dan
Hak Asasi Mapusia mempunyai tugas melaksanakan pembinaan di bidang hukum
nasional. Sedangkan fungsi yang diemban olch Badae Pembinaan Huokum
Nastonal adalah :

a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang
penelitian dan pengembangan sistem hukum nasional, perencanaan
pembangunan hukum nasional, dokumentasi dan informasi hukum
nasional serta penyuluhan hulum;

b. perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang
pembinaan hukom nasional;

¢. koordinasi dan ketjasama di bidang penelitian dan pengembangan
ststera hulowm nagional, perencanaan pembangunsn hukum nasional,
dokumentasi dan informasi bukum nasionsl serts penyuluhan
hukum;

d. pemberian bimbingan teknis dan evalvasi;

Berdagarkan tugas dan fungsi yang diembannva terscbut dan sesnai
Rencana Perobangonan Jangka Menengah (RPIM) Nasional Tabun 2004 - 2009
dalam mewunjudkan terciptanys Sistemn Hukum Nasional yang berlandaskan
keadilan dan kebenaran, dalam tahun anggaran 2008 Badan Pembinaan Hukum
Naswnai melaksanakan 6 (enam} program pembangunan hukum meliputi -
Program Penerapan Keperintahan Yang Baik
Program Perencanaan Hokum;

Program Pembentukan Hokum;
Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM.

Program Peningkatan Kinetja Lembaga Peradilan dan Lembaga
Penegak Hukumi Lainnya,

f. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan
Anak

Pencapaian tujuan ke 6 {enam) program fersebut mempunyal implikasi
vang luas terhadap keberhasilan pembangunan di bidang lainnya baik bidang
ekonomi, sosial, pertahanan keamanan dan lain-lain. Karena pembangunan hukum
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merupakan landasan pokok bagi pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan nepara
dalam arti Iuas. Dengan demikian, tidak tercapainya berbagai tujuan dalam
pembangunan hukum secara optimal, seara tidak langsung akan mengakibatkan
terhambatnya pencapaian tujuan pembangunan di berbagai bidang lainnya.

Untuk mendukung upaya yang dilakukan kearah itu BPHN memiliki
Visl yang telah ditetapkan yaitu * Perwujudan sistem hukum nasional yang
berlandaskan keadilan dan kebenaran * dan Misi “perwujudan supremasi hukum
melalui pembinaan dan pengembangan materi hukum, aparatur hukurn, sarana dan
prasarana hukum serta budaya hukum yang senantiasa menjunjung tinggi
penghormatan terhadap hak asasi manusia”

Dukungan terhadap segala upaya kemajuan BPHN tidak dapat
dilaksanakan tanpa dukungan administrasi sebagai pengelola kegiatan di BPHN.
Pelaksanaan urusan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dilingkungan
Badan Pembinaan Hukum Nasional dilakukan oleh Sekretariat Badan. Sekretariat
Badan menyelenggarakan fungsi antara lain:

a. pelaksanaan dan koordinasi penyusunan rencana, program dan
anggaran, evaluasi, penyusunan laporan kegiatan pembinaan hukum
nasional.

b. pengelolaan urusan kepegawaian.

c. pengelolaan urusan administrasi keuangan.

d. pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga.

e. pelaksanaan urusan tata usaha BPHN.

40 Universitas Indonesia
Manajemen Pengamanan..., R. M. Aminulloh, Pascasarjana Ul, 2009



Gambar 3.3 . Strakter Organisasi Sekretariat BPHN
{Sumber : Bagian Data dan Informasi BPHN 2009
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Dari beberapa penyelengparsan fungsi dimaksed  fungst pengelolaan
urusan, perlengkapan dan rumah tangga merupakan  salab satu fungsi yang
mewadahi fungsi keamanan, Baik fungsi pengamanan untuk gedung maupun
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sebagal koordinator bagi petugas pengamanan yang ditempatkan di BPHN. Fungsi
ini dilaksanakan dibawah Bagian Rumah Tangpa dan Perlengkapan. Untuk
pelaksanaannys bagian ini mempunyai tugas melaksanakan pengolahan urusan
perlengkapan, rumah tangga, pelaksanaan bubungan masyarakat, dan protokol
dilingkungan BPHN,

Untuk melaksanakan fugas sebagaimana dimaksud, bagian perlengkapan
dan rumah tangga menyelenggarakan fungsi -

a. Pengelolaan perlengkapan,

b. Pepgelolaan urusen rumah fangga.

¢. Peleksanasn hubungan masyarakat daa protokol.

Dalam penyelenpgaraan fungsi dimaksed sesual struktur organisasi dan
tata laksana Depkumbam, Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan dibantu olch
3 subbagian dengan membagi tugas fungsinya ke masing-masing subbagian, vang
terdint danl :

4. Subbagian Perlengkapan mempunyal tugas melakokan pengelolaan

urusan perlengkapan.

b. Subbagian Rumah Tangpa mempunyai tugas melakukap pengelolasn

urusan rumah tangpa.

¢. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai tugas

melakukan urusan hubungan masyarakat dan protokol.

312  Komposisi Pegawai Pada Kantor BPHN
Jumlsh pegawal pada kantor BPHN adalah 284 orang. Pegawai tersebut

tersebar pada sekretariat dan Pusat-pusat yang ada pada kantor BPHN, yaitu
Jumiah pegawai ssluruhnya secara rinei :

Sekretariat = 113 Orang
Puslitbangsiskumnas = 41  Orang
Pusrenbangkumnas = 38 Orang
Pusdokinfokumeas = £2 Orang
Pustohkum = 30  Orang

284 Orang
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Tabel 3.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan
(Surober : Bagian Kepegawaian BPHN 2609

No Jabatan Jumigh
I | Struktural Eselon | H
2 | Struktural Eselon 2 S
3 | Struktumal Eselon 3 17
4 | Struktumal Bselon 4 46
3 | Fungsional Peneliti Hukum Utama 8
6 | Fungsional Peneliti Hukum Madya 14
7 | Fungsiopal Peneliti Hukum Mida 4
& | Fungsional Pranata Komputer 1
9 | Fungsicna! Pustakawan Madya 7
10 | Fungsional Pustakawan Penvelia 13
11 | Fungsional Pustakawan Muda 2

12 | Fungsional Dokter Gigi Madya 2

13 | Fungsional Dokter Madya i

i4 | Perawat 2
15 | Staf/Pelaksana BPHN 161
Jumlah 284

3.2 Bagian Pengamanan Biro Umum Sekretariat Jenderal Depkemham.
32.1. 'Pugas dza Fungsi Bagian Pengawanan
Tugas dan fungsi bagian pengamanan diatur delam Peraturan Menter
Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : ML03-PR.07.10 Tahun 2007 tanggal
20 April 2007, tentang Crganisasi dan Tata Kerja Departermen Hukum dan Hak
Asasi Manusia RI, bagian kedelapan pasal 130 sarpai dengan pasal 133, sebagai
berikut :
a. Pasal 130
Bagian Pengamanan mempunyai fugas melaksanakan urusan
keamanan 4i lingkungan Depariemen.
b. Pasal 131
Untuk melaksanakan tugas sehagaimana dimaksud dalam Pasal 130,
Bagian Pengamanan menyelenggarakan fungsi :
(1) Pelaksanaan pengamanan fisik pimpinan Departemen
(2) Pelaksanaan penerbitan dan pengamenan fisik bangunan dan
perlengkapan di Hngkungan Departemen
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(3) Pelaksanaan pengamanan dokumen dan keterangan yang bersifat
rahasia
¢. Pasal 132
Bagian Pengaranan terdiri dari ;
{1) Subbagian Pengamanan Pimpinan
{2) Subbagian Pengamanan Lingkungan
(3) Subbagian Pengamanan Dokumen dan Jalur Informasi.
&, Pasal 133
{1} Subbagian Pengamanan Pimpinan mempunyai tugas melakukan
pengamanan fisik Pimpinan Departemen dan tamu penting
{2) Subbagian Pengamanan Lingkungan mempunyai tugas melakukan
ketertiban di lingkungan Departemen.
{3} Subbagian Pengamanan Dokumen dan Jalur Informasi mempunyal
tugas melakukan pengamanan dokumen den kelerangsn yeng
bersifat rahasia di lingkungan Departemen.

Gambar 3.4. Straktur Organisasi Sekretariat Jendersl Depkumbam

Sumber : Bagian Penpamanan Depkumbam 2609
por AT 1] ‘mi;l“-' - _,_- = :
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Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi gupa pencapaian sasaran

yang diharapkan, Bagian Pengamanan berpedoman pada:

a. PERMENKUMHAM RI Nomor : MOS-PRO7.10 Tahun 2007,
tanggal 20 April 2007, {entang Organisasi dan Tata Kena
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R1

b. PERMENKUMHAM RI Nomor : MOI-UM.05.10 Tahun 2008,
tanggal 30 Juni 2006, ientang Tentang Prosedur Tetap Strategi
Pencegaban Gangguan Keamanan Pada Departernen Hukum &
HAMRI.

Protap tersecbut merupakan pedoman  bagi  personil
pengamanan dalam melaksanakan tugas pengameanan di lingkungan
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal ini dimaksedkao
untuk mewujudkan pelaksanasn tugas pengamanan agar diperoleh
keseragaman dengan menvamakan persepsi / pola pikir dan pola
tindak agar diperoleh kejelasan tugas dan fungsi dari masing-

masing personil pengamanan,

\ Selain berpedoman pada peraturan, petunjuk teknis lain yang relevan
serta perinfah lisan pimpinsn yang berstfat insidentil, jugs merupakan dasar
dalam pelaksanaan pengamanan.

Selain dukungan administrasi yang sudah begjalan, Bagian Pengamanan
mengpunakan dokungan anggearan yang sudah dialokasikan dalam anggaran rutin,
serfa pengajuan tambahan anggaran Iain yang diperlokan untuk keperluan antara
lain unfuk pengamanan konsinyir serta monitoring selama pelaksanaan libur
bersama pada hari besar.

3.2.2. Pelaksanaan Tugas Bagian Pengamanan

Sub Bagian Pengamanan Lingkungan dan Instalasi merupakan subbagian
pengamanan yang mewadehi petugas pengamanan yang diteropatkan di selurub
pos jaga. Petugas pengamanan sub ini ditempatkan pada 11 pos jaga utama dan 5
pos jega bantuan, Kekuatan rego pada pos jaga utama, dan pos jaga baninan
disesuaikan dengan medan dan status kedinasan dari obyek penjagamn.
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Pengamanan lingkungan dan instalasi sebagat saiah safu satuan
pelaksana pengamanan fisik memiliki tugas pengamanan yang difitik beratkan
kepada pengamanpan bangunan dan gedung, sarana pendukung tugas , ketertiban
wilayah, pengamanan lokasi, istalasi, sarana dan prasarana yang berkaitan dengan
kegiatan perkantoran sehari-harl. Pengamanan lingkungan dan instalasi berfungsi
sebagai garda terdepan dalam penegakan ketertiban merupakan salah satu sarana
pendukung  kelancaran administrasi perkantoran dengan menerapkan pola
pengamanan yang harus mencari dar menemukan kemungkinan adanya
hambatan, ancaman dan gangpuan serta mengolahnya uniuk dijadikan bahan
informasi/keterangan bagi pelaksanaan fugas pokok dan fungst Deparfemen .

Gambar 3.5 | Struktor Kewenangan Sub Bag Pam Lingkangan & Instalasi
(Sumher Bagian Pengnmanan 2645}
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Dani strukfur organisasi ini diterangkan bahwa setiap pelaksanaan fugas
tetap berpedoman kepada organisasi pengamanan, dimana komando dan
penanggong jawab operasional dalam setiap melaksanakan pengamanan terhadap
obyek adalsh komandan pengamanan lingkungan dan instalasi yang kemudian
dalam pelaksanaan operasional dilapangan didelegasikan kepada para komandan
regu atau petugas yang ditunjuk,

Pelaksanaan pengamanan lingkungan dan Instalasi dilakukan selama

selama 24 jam meliputi @
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Tugas pengamanan pada Pos Penjagaan Utama Gedung Utama Departemen
Hukum dan HAM RI Kuningan jakaria Selatan, dilaksanakan oleh 27
personil yang terbagi dalam tiga regu dengan kekuatan personil 9 orangfregn
dengan waktu berfugas selama 24 jam.

Tugas pengamanan pada Poz Penjegaan Utama Gedung Badan Pembinaan
Hukum Nastonal Cililitan Jakarta Timur, dilaksanakan oleh 6 personil yang
terbagi dalam 3 regu dengan kekuoatan personil 2 orang/regy

Tugas pengamanan pada Pos Pepjagsan Utama Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia di Cinere Depok Jawa Barat, dilaksanakan oleh 12
personil yang terbagi dalam 3 regu dengan kekwatan personil 4 orang/regu
Tugas pengamanan pada Pos Penjagaan Kediaman Dinas Pejabat Eselon I
Departernen Hokem dan HAM RI di Lebak Bulus Jakaria Selatan,
dilaksanakan olch 6 personil yang terbagi delam 3 regn dengan kekuatan
persomil 2 orang/regu.

Tugas pengamanan pada Pos Penjagaan Utama Geding Direktorat Jenderal
Hak Kekayaan Intelektual di Tangerang Banten, dilaksanakan ofeh 15
personil yang terbagi dalam 3 regu dengan kekuatan personil § orang/regu.
Togas pengamanan pada Pos Penjagasn Utama Gedung Ditjen HAM dan
Balitbang HAM di Kuningan Jakarta Selatan, dilaksanskan oleh 3 persenil
yang terbagi dalam 3 regu dengan kekuatan personil 1 orang/fregu.

Tugas pengamanan pada Pos Penjagean Ulama Kediaman Dinas Menterd
Hukum dan HAM RI di JI Denpasar Raya Jakarta Selatan, dilaksanakan oleh
6 personil yang terbagi dalam 3 regu dengan kekuatan personil 2 orang/regu
Tugas pengamanan pada Pos Penjagaan (tama Kediaman Mantan Sckretarts
Jenderal Ibu Soejetty Wardhante di Permata Hijau Jakesta Selatan,
dilaksanakan oleh 3 personil vang ferbagi dalans 3 shift secarn bergantian
setiap hartnya,

Pos Peniagaan Utama dengan Status Personil mobilisast pade Kediaman
Pribadi Menten Hukum dan HAM RI di Cibubur Jakarta Timur,
dilaksanakan oleh personil mobilisasi dalam situasi insidentil
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j.  Tugas pengamanan pada Pos Penjagaan Utama dengan Status Personil
Mobilisasi pada kediaman Dinas Menteri Hukum dan HAM RI selaku
Anggota DPR di Kalibata Jakarta Selatan, dilaksanakan olch personil
mobilisasi dalam situast insidentil.

k. Tugas penpamanan pada Pos Penjagaan bantuan pada Kediaman Mantan
Menteri Hukum dan HAM RI Bapak Yusril Thza Mahendra, dilaksanakan
oleh 3 personil.

Gambar 3.6. Kewenangan Pos Jaga Bag. Pengamanan
{Sumber : Bagian Penpamanan 2009}
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323. Personil Bagian Pengamanan
Sampai dengan 31 Desember 2007 jumlah personil pada bagian

pengamanan berjumlah 132 orang pada periode yang sama di tahun brikuinya
berjumlah 107 orang, dengan demikian terjadi penurunan jumiah pegawai sebesar
18,1 % pada tahun 2008, (belum termasuk pegawai yang mendapat tugas dinas).

Pada periode Desember 2004 jumlah pegawai adalah 113, dan pada tahun
2006 adalah 125. kemudian jika dihitung dari periode 2004 s/d 2008 terdapat
penambahan pegawai sebesar 46 pegawai non staf, dan pada periode yang sama
juga terjadi mutasi, tugas dinas dan pemberhentian pegawai dengan akurnulasi
befjumlah 52 pegawai. Dengan demikian pengurangan pegawai pada periode
2004 s/d 2008 sebesar 9,46% jumlah tersebut mendekati signifikansi dan
berpengaruh terhadap kinerja Bagian Pengamanan. Adapun data pegawai
pengamanan pada periode Desember 2008 sebagai berikut:

Tabel 3.2 Klasifikasi Pegawai Pengamanan
(Sumber : Bagian Pengamanan 2009)

NG TANGGUNG JAWARB TUGAS JUMLAH FEGAWAI
1 KEPALA BAGIAN PENGAMANAN 1
2 KASUBBAG PAM PIMPINAN 1

3 KASUBBAG PAM LINGKUNGAN 1

4 KASUBBAG PAM DOKLURINFO 1

5 STAF PENGAMANAN/PAM TERTUTUP 4
6 PERSONIL DIPERBANTUKAN PADA KPPDX 1
7 PERSONIL DIPERBANTUKAN SEBAGAI 3

PENGEMUDI
] PESONIL OPERATOR CCTV 2
9 PERSONIL TUGAS KHUSUS LT VH 3
10 | PETUGAS PENGAMANAN LINGKUNGAN 79
11 | PENGAWALAN KHUSUS 9

JUMLAH 107
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BAB 4

TEMUAN PENELITIAN

4.1 Badan Pembinnan Hukum Nasional
4.1.1  Snob Bagian Rumah Tangga

Kegiatan peoyslenggaraan pengamanan fisik mavpun  pengelolaan
rumeh tangga di Badan Pembinan Hukum Nasiona! dilakekan oleh Bagian
Rumah Tangga dan Perlengkapan. Meskipun fugas pokok dan fungsinya tidak
terdapat dalam strukfur organisasi di BPHN, fungst keamanan dilakukan oleh
Bagian Rumsh Tangge karena masth termasuk dalam kegiatan kerumahtanggaan.
Untuk pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Sub Bagian Rumab Tangga
Banyaknya kegiatan diluar masalahh keamanan membuwat Sub Bagian Rumah
Tangga memiliki tanggung jawab yang cukup besar. Beberapa kegiatan yang
berhasil kami himpun yang harus dilakukan Sub Bagian Rumeh Tangga ini antara
lain :

a,  Pemeliharasn barang inventaris Kekayaan/Milik Negara;

1. Melakukan pemelibaraan AC sentral, AC Split dan AC

Windows pada gedung kantor.

Melakukan pemeliharasn Instalasi Alr berikut perangkat

meésinnya.

Melakukan pemehibaraan gedung kaator.

Melakukan pemeliharaan Instalasi fistrik.

Melakukan pemelibaraan generator set( genset )

Melakukan Autar Jemput pegawai.

Melakukan pembayaran rekening listrik dan felepon secara

rutin sesuai dengan batas tanggal pembayaran.

Melakukan pembenaban karakter pegawai/staff’ Sub Bagian

Ruraah Tangga dongan mengedepankan kekeluargaan dan

keberzamaan,

9. Melayani keperluan dinas khususnyz vang bersifst non
formal serta formal pada Rurnah Dinas Kepala BPHN,

10. Melakukan pembelian bahan bakar solar guna keperdvan
Generator Set.

11. Melakukan perawatan telepon.

12. Melakukan pengecatan gudang genemator set (gen set) dan
kantin.

13, Melakukan persiapan ruangan aula dalam rangka kunjungan
dari civitas skademi/Universitas-universitas yang akan
melakukan stadi banding.
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14. Melakukan persiapan ruangan anla dalam rangka kunjungan
dari Sekolah.

15, Mempersiapkan tempat uniuk  kegiatan Sholat Jum’at
berjamaah.

16, Melakukan persiapan ruangan untuk kegiatan CLE.

Pengawasan kebersithan linghkungan (luar dan dalam) gedung
kantor BPHN,;

1. Melakukan pengawasan kebersthan lantel gedung kanotor
{termasuk kamar-kamar kecil dan ruangan — ruangan kantor).

2.  Melakukan pengawasan kebersihan halamen sekitar gedung
kantor.

3. Melakukan pengawasan kebersihan gedung  poliklinik,
Wartel, kantin dan koperasi.

4, Melskukan kebersthan ruang kerja rutin setiap harifam
kantor pada pagi hari dan sore hari pada Gedung Induk,
Annex dan SIDL

5. Melakukan pengawasan kebersihan Musollah,

6. Melakukan pemotongan ramput di gedung kantor dan rumah
dinas Kepala BPHN.

Pelayanan Umun Kesejahteraan Pegawai BPHN;

1. Melakukan pelayanan/penyediaan air minum pegawal setiap
hari kerja.

2. Melakukan peiayaaazz k&n&m&n aniar jerput pegawaz dan
kendaraan operasional dalam rangka dinas pegawai pada hard
jam kantor.

3. Melskuokan persiapan sarana senam dan olah raga pada setiap
hari jum’at rutin pagi bari untuk keschatan.

4.  Penyedizan Dokter pada poliklinik BPHN, koperasi serta
wartel.

5.  Melakukan buka tutup pintu ruangan kerja baik rutin seiap
hari mauvpun hari libur bila ada lembur.

Pelayanan kegiatan pertemuan, rapat-rapat, penyediaan ruangan

rapat dan Aula baik secara rufin maupun kegialan yang sifamya

non regular lainnya <

1. Melakukan pengaturan tempat/ruangan beserta perlengkapan
peralatan  pendukungnya yang diperlukan dalamn rangka
kegiatan pertemuan dan rapat-rapat lainnya serta kegiatan
lainnya.

2. Melakukan pengaturan bungafkembang sebagai pelengkap
pada kegiatan rapat dan seminar-seminar.

3. Melakukan penyediaan den pembagian Koran, majglah dan
warta perundang.undangan.
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e. Pengamanan gedung kantor baik fisik dan Instalasi Listrik, Telepon
dan lainnya;

1. Melakukan kegisten pengawasan secara regular pada instalasi

listrik terutams pada malem hari melalui piket teknisi yang

dijalankan secara bergiliran,

2.  Moenyalakan dan memadamkan lampu setiap lantai kantor
sebelum dan sesudah jam kerja.

3. Menyslakan den memmdamkan lampu penerangan, lampu
taman pada sore dan pagi hari.

Melakukan pemanasan generator set secara rotin

Melakukan penjagaan fistk kantor batk pada siang maupun
peda malam hari wntuk menghindari hal-hal yang tidak
diinginkan bekerasama dengan satuan pengamanan yang
dikoordinir oleh Sekretariat Jenderal.

W

f. Pengurusan adminisirasi;

1. Melakukan proses administrasi dalam rangka keperluan
sehari-hari/rutin pada Sub Bagian Rumah Tangga terutama
pada tagihan rekening listrik, air dan telepon serta
perpanjangan STNK Kendaraan Dinas.

2. Melakukan proses administrasi/konsep jatah BBM uatuk
kendaraan dinas baik operasional maupun antar jemput secara
rutin.

3. Membuat konsep perianilan kontrak dengan rckanen

menyangkut hubungannyva dengan pekerjaan kanfor,

Melakukan Renovasi Lantal 1 Gedung fnduk.

Melakukan pembenahan kearsipan dan file pekerjaan kantor

pada komputer.

6. Melakukan pengetikan dengan komputerisasi.

S

Seperti dikutip dani Kepala Sub Rumab Tapgga BPHN bahwa :

™ kegiatan yang menjadi tanggong jawab sub ini cukup besar,
dari beberapa kegilatan yang ada, diperlukan teknisi<eknisi yang
selalu siap dan mampu dalam pemeliharaan mesin maupun alat
vang ada di BPHN, hal ini karena keterbatasan jumlah SDM
nya yang ngerti seluk beluk instalasi yang ada di gedung
BPHN",

Banyaknya kegiatan yang harus dilakukan Sub Bagian Rumah
Tangga tentunya tidak dapat dikatakan muxieh. Diperlukan tenaga yang
memiliki kemampuan dan keablian yang membidangi mesin dan
instalasi banguran. Mesin-mesin yang terdapat di gedung BPHN,
diperlukan perawatan khusus  untuk menghindari adapya gangguan
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pada mesin atau instalasi yang memiliki potensi kemacetan, Namun
menurut Kepala Sub Bagian Rumah Tangga BPHN:

“Pemeliharaan khususnya kegiatan perawatan/perbaikan kurang
dilakukan secara rutin padahal sebagian besar peralatan, sarana
dan prasarana gedung kantor sudah tua selain itu anggaran yang
tersedia sangat terbatas. Hanya AC saja yang pemeliharaannya
dilakukan dengan sistem kontrak servis oleh rekanan, itupun
hanya pemeliharaan kecil ™.

Kekawatiran ketiadaan pemeliharan rutin seperti yang
diungkapkan, tentunya menjadi beban tersendiri bagi pengelola rumah
tangga ini. Beberapa pengajuan anggaran sebenarnya sudah dilakukan
namun realisasinya tampaknya sulit. Sehingga untuk menekan anggaran
tersebut sub ini melakukan pemberdayaan pegawai semaksimal
mungkin. Hal ini juga sempat disampaikan oleh Kepala Bagian Rumah
Tangga dalam mengantisipasi kegiatan perawatan dan perbaikan
kedepan bahwa:

“Fungsi pemeliharaan untuk masa yang akan datang seharusnya
ditingkatkan melalui kegiatan perawatan/perbaikan secara
terencana dan teratur yang tentu saja disesuaikan dengan dana
yang tersedia.... sedapat mungkin pelaksanaannya didasarkan
pada hal yang prioritas. Untuk menunjang kegiatan yang bersifat
prioritas ini, dana yamg dibutuhkan tentunya harus segera
direalisasikan. Oleh sebab itu hal ini perlu koordinasi sedini
mungkin antara Sub Bagian Rumah Tangga dan Bagian
Keuangan.”

Bila dilihat dari prioritas kegiatan yang ada, kegiatan perawatan
dan perbaikan pada beberapa mesin tertenfu merupakan hal yang
penting. Oleh sebab itu anggaran yang ada harus benar-benar seefektif
dan seefisien mungkin penggunaannya. Namun apabila hal ini menjadi
kendala terus menerus pemanfaatan pegawai yang ada menjadi solusi
sementara terhadap penanganan alat atau mesin yang mengalami

kerusakan.
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Tabel 4,1
Daftar Pegawai Sub Bagian Rumah Tangga BPHN 2009
{Snmber : Bagian Perlengkapan & RT 2009)

NO NAMA KEAHLIAN
4 Hidayat, SH Kangls Sub RY
2 | TriSadewo Y Cahwanio, 8T Lishik Piket
3 | M Fidaus, SH Listik Piket
4 i Rasimzm Rasyanio Supir
5 | Subroto Listrik Piket
6 | M. Siddik Piket
7 | Sumidi Piket
8 | Syahriah
g | Sutamo Piket
i0 | Harsono stk Piket
11 | Remiya Supir
12 | Suhanda Supir
13 | Supami
14 | Sayudi lsmar
15 | Darti
16 | Saik Rusmana
17 | Satuni Supir
12 | M Syanf Supir
19 | Saiman Bupir
20 | Bahnudin
21 | Teguh lrawan Listrik Piket
22 | Heru Trizwan Listrik Piket

Dari daftar tabel 4.1 iorlihat pegawai yang memiliki keahlian
fertentu sangat terbatas. Regenerssi pegawai teknisi sulit dilakukan
mengingat keahlian ini pembinaannya harus dilabukan secara rutin dan
berkesinambungan.

Pemberlakuan  piket pegawal merupakan termasuk alternatif
pengamanan instalasi dan mesin yang ada di BPHN. Salab satu bentuk
pengenalan terhadap struktur instalasi memungkinkan petugas piket
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dapat lebib meningkatkan keahlian dan mengetahui seluk beluk mesin
terscbut. Kegiatan piket yang dilakukan olch satu orang dalam semalam
dilaksanakan bergantian setiap hari oleh stef di Sub Bagien Rumah
Tangga. Tugass dar piket ini selain membantu tugas pengamanan,
mercka juga moelakukan pengecekan terhadap penguncian pintu-pinte
seluruh ruangan kantor, pemeriksaan instalasi Hetrik dan afr. Petugas
piket tersebut harus mampu metakukan perbaikan pada sctiap mesin atau
instalasi. Denpan adanya kebersdaan piket pegawal ini dibarapkan
adanya gangguan pada instalasi dapat ditekan.

Tabel 4.2 Contok Daftar Piket Teknisi
{Sumber : Bagian Perlengkapan & RT 2809)

R Rt

. il
# -

A g
PR B

A '

K ¥ et PP R Bt

Terbatasnya jumlah pegawal Sub Rumah Tangga vyang
memahami perawatan dan perbatkan alat menuntut perhatian pimpinan
mengenal perlunya pelatihan dan imsentif tambahan bagi pegawsi
Seperti vang diutarakan Kepala Sub Bagian Rumeh Tangga BPHN

bahwa :
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“Hendaknya para piket tekmisi ini diberdayakan dan diusulkan
agar kesejahteraan mereka ditingkatkan, karena ada beberapa
orang diantaranya memegang “dobel job”. Selain itu teknisi perlu
dilakukan pelatihan  dan studi banding pupa meningkatkan
pemberdayaan sumber daya manusianya. Sebenarnya ada beberapa
SDM di lnar bag rumah tangga yang terbilang ahli mesin sehingga
sebaiknya perlu pembenahan penempatan pegawat / karvawan agar
pegawai tersebut dapat ditempatkan sesuai dengan keahliannya.”

Adanya pelatihan dan studi banding bagi pegawai memungkinkan
pegawal akan lebih memiliki kemampuan sehinggzs mendorong
semangatnya untuk lebih memahami instalasi dan mesin yang ada di
BPHN.

4.1.2. Pandangan Sab Bagian Rumah Tangga BPHN Terhadap Petugas

Pengamanan

3. Kewenangan
Wewenang merupakan hal vniuk melakukan sesuatu atau

memerinish orang lain unfuk melalaukan atau tdak melalakan sesuam
agar tercapai tujuan tedenta (Handoke :1995). Kewenangan merapakan
hal yang penting dalem mengatur seHiap pelaksanaan tugas. Adanya
permtah dari pimpinan merupgkan kewajiban yang harus  dijalankan.
Namun pada pelaksansan pengamanan yang ada hal ini menjadi i(endaia
ketika pengamanan tersebut tdak dalam satu lokasi vanpg sama.
Terpisahnya antara bawahan dan atasan langsung mengekibatkan fungsi
pengawasan menjadi tidak ofekiif. Baik pengawasan ferhadap petugas
maupun pada pelaksanaan kegiatan pengamanan. Sulimya pimpinan di
BPHN dalam membenken perintah tidek seda merta dipatubi oleh
petugas yvang ada. Kondisi ini terjadi karena kewenangan petugas bukan
dibawah BPHN dalam arti bukan pada lint atau garis perintah atasannya.
Akibatnya Sub Bagian Rumash Tangga BPHN tidak dapat berbuat
banyak terkait wewenang tersebut, meskipun sub imi merupakan
koordinator maupun penanggung jawab keamanan fisik dan gedung
BPHN,
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Perbedaan alur kewenangan yang dimiliki petugas
tersebut membuat  Petugas Keamanan kurang mengikuti
keinginan pimpinan di BPHN. Dar iemuan dilapangan
kecenderangan Petugas Keamanan  yang “kurang patuh”
terhadap kebijskan vang dibuat pimpinan di BPHN sangat
terlihat. Hal ini dapat terlihat dari minimnya koordinasi
masalah keamanan diantara kedvanya bisa dikatskan tidek
terlihat saty sama lain. Dari pihak BPHN sendiri, kurang
perhatian terhadap pelakzana Peiugas Keamanan juga dapat
dirasekan, Akibat permasalahan ini koordinasi pun tidak
dilakukan dengan semestinya, masing-masing bekerja sesusi
perintah atasannya masing-masing.

Perbedaan alur kewesnangan tersebut memang sudah
menjadi kendala sejak lama dan hingga kini sulit dibenahi
mengingat kurangnya koordinasi kedua bagian pade muosalsh
keamanan. Schingpa pelaksansan pepgamanan terkesan jalan
sercliri-sendiri tanpa ada yang mengatur. Minimnya koordinasi
antars petogas pengamanan dan pihak BPHN juga feriadi pada
kegistan-kegiatan yapg ada di BPFHN, seperfi rapal, seminar,
lembur pegawai, lomba hukum ataupun kegiatan lainnya yang
mendatangkan massa hal ini bukan tidak mungkin membuat
ancaman keamanan tidalke dapat di prediksi untuk melakukan
pengendalian  kcamanan, Seperti yang diungkapkan oleb
Kepala Bagian Pengamanan di Departemen bahwa “Kurangnya
kesadaran dart Bagian lain untuk menyampaikan informasi ke
bagian pengamanan, terutama informasi femtang kondisi
pelaksansan kedinasan intern pada saat jam kerja berlangsung
menjadi kendala tersendini™.

Selain ity dalam menuniang koordinasi dengan petugas
keamanan, dari pibak BPHN sering tidak memberiken
mformasi tertulis mengenai kapan waktunya, jenis kegiatannya,
tempatnya, junlah pesertanya dan siapa yang menghadini.
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Informasi ini sangat dibutuhkan sebagai langksh antisipasi
mengenal pengamanan gerbang masuk dan keluar, pengamanan
dan pemantavan pelaksanaan kegiatan, serta laporan yang harus
disampatkan,

b}. Jumiah Petagas Yang Terbatas

Dengan luas wilayah 2000m® serta 3 gedung berlantad
jumlah petugas keamanan yang ada dirasa kurang. Ditambah
lagi dengan jumlah pegawai 284 orang yang memiliki kawkier
berbeda, cukup menambah beban pengamanan. Sebenarnya hat
ini sudah sering ditindaklarputi melalul pengajusn fambahan
pengamanan, Namun karena ferbatasnye jumish petugas
pengamanan yvang sda, disamping penilaian bahwa wilayah
BPHN fidak terialy rawan, jumiab fersebuf tidak pernah
ditambah.

Petugas keamansn yang begumlah dua orang dalam
sehari tentunya terlalu minim dan sulit untuk mengantisipast
ancaman dan ganggoan secara maksimal. Keterbatasan jumlahk
petugas pengamanan ini menjadi hambatan ketiks salah
seorang diantara mereka ada vang berhalangan hadir atav ada
keperluan lain. Selain #ta halangan dapat berupa jtka salah satu
dart pefugas sedang in kuligh, sakit, kepentingan keluargs,
atau memang petogas tersebut alpho. Bertugas seorapng din
membuat petugas sulit untuk  melskukan tugas pengamanan
sesuai prosedur vang ada, bila hal ini tefjadi tidak jarang pos
jaga terlihat kosong atau diisi cleaning service ssat petugas
tidak ada yang berjaga.

Dengan jumlah petugas yang terbatas keluar masuk
pedagang  keliling, siswa magang dan tamu pegawal
merupakan hal yang harus diawasi setiap wakiu. Meskipun
jumlah mereka tidok terlaly banyak, namun hal im tidak dapat
dilakukan dengan jumish petugas vang sangat terbatas.
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Beberapa kasus kehilangan yang pernah terjadi i BPHN
dilakukan oleh oknum pedagang keliling, Dari pantauan
peneliti dari jumlah yang tercatat dalam buku jurnal harian
keamanan masih banyak dari mereka yvang luput dard perhatisn
pefugas pengamanan, Kekurangan jumlah petagas pengamanan
tidak saje dialami oleh unit BPHN namun dad keterangan
Kepala Sub  Bagian Lingkungan dan  Instalasi
bahwa"Kurangnya juntlah petugas jaga pada § Pos penjagaan
di wilayah DKY Jakarfa dan Tangerang memang diaku
membuat kurang optimalnya tugas pengamanan yang sesuai
dengan prosedur pengamaan ™

Tabel 4.3 Jumlah Petugas Keamanan Di Pos Jaga Utama
{Sumber : Bagian Pengamanan Depkumbam 2609)

O POS JAGAUTAMA FUMLAK PEGAWASL

1 GEDUNG DTAMA KUNINGAN 28

2 BADAN PEMBINAAN HUKUM é
NASIONAL

3 BADAN  PENGEMBANGAN  SUMBER ¥z
DAYA MANUSIA

4 KOMPLER RUMAH  DINAS PEJABAT 6
FEELON

5 KANTOR HEI TANGERANG 15

§ EANTOR DIfIEN HAM & BALITBANG 3
HAM

7 KEIHAMAN DIVAS MIDIERD HURIM 4
DANHAM I

& KERIAMAN MANTAN SELEN b 3
Sucieity Wurdanta

9 KEDIAMAN MENTER! HUKIM DAN Porsoni Maobilisag
HakM Rl

10 | KEDIAMAN  DINAS  MENXKUMHAM Personil Mobitisesi
SELAKL ANGGOTA DPR
HIMLAH 79
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4.1.3 FPegawai
a. Tata Tertib

Dalam menunjang kegiatan pengamanan ferhadap pegawai,
Sekretaris Badan sebagai pimpinan dalam pengelolann rumah tangga
memiliki kewenangan dalam memberikan arghan-araban serta kebijakan
berupa tata tertib yang waiib ditkuti oleh pegawai dalam mengantisipasi
adanya ancaman keamanan di lingkungan BPHN. Kebijakan tersebut
sebenamya sudah terdapat dalam peraturan mengenal disiplin pegawai
namun apabila divasa kurang adanya peraturan lain secara lisan kepada
pegawai akan diberikan. Tata tertib sebagai langkah awal dalam menjaga
keamanan bagl pegawal, memungkinkan timbulnya kerugian yang
diakibatkan oleh pegawai skan dapat di antisipasi.

Penerapan taia tertib pads pegawsi merupakan persoslan yang
tidak mudah. Hal i dapat terlihat adanya kekurang patuhan pegawai
kepada tata tertib itu sendinl. Akibamya banyak hal yang dilakukan baik
sengsia mavpun tidak disengaja dilakukan pegawai untuk melanggar tata
tertib. Meskipun hal tersebut terkesan sepele namun hal yang keeil bila
dibiarkan sakan menjadi suatu ancaman besar yang akan sulit difanggulangi
karena jumlah pelanggaran meupun kualitasnva  Beberapas  kasus
kriminalifas yang pernab terjadi di BPHN merupakan contoh awal dari
ketidaktertiban dan pelangparan kecil-kecilan yang berasal dari pegawaj
atau petugas pengamanan iy sendirl.

Kasus kehilangan barang merupakan bal yang kerap terjadi di
BPHN kejadian tersebut penuntasan masalahnya — tidak pemnah
ditanggulangi dengan baik. Beberapa kasus kehilangan sebelumnya
ditindak lanjuti dengan melaporkan pada petugas pengamanan yvang ada.
Narmun karena petugas terlihat kurang menanggapi dengan bhaik, hal ini
membuat pegawal  enggan melapor kepada pefugas pengamanan.
Keengpanan melapor pada petugas juga disebabkan oleh petugas yang
cenderung dalam melihat kejadian dengan selalu menyalahkan pegawat
scbagai kelalaian yang bersangkutan, Sebenamya hal tersebut terkadang
berawal dari kelalaian pegawai itn sendiri. Penataan barang dan cara
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pengamanan vang kurang balk dimanfaatkan oleh oknum yang tidak
bertangpung jawab. Dari beberapa kasus yang terjadi adanya kehilangan
baru diketahui ketika pegawai yang bersangkutan akan mengpunaken
barang tersebut, ternyata sudah tidak berada ditempataya. Dari informasi
vang diperoleh  informan kami kasos-kasus tersebut diindikasikan
dilakokan oleh orang dalam sendiri. Sulitnya pembuktikan menjadii
kendala bagi pengungkapan kasus secara tantas. Sebenamya kasug
kehilangan ini dapat ditekan jumlahnya apabila adanya pengawasan dan
pepataan barang yang baik dari pegawal saat meninggalkan fompat
kerjanya,

Dalam penerspan fata tertib terhadep masing-masing individu
pegawal  BPHN yang berjumiah 284 orang tidak dapat dikatakan mudah.
Keberadann pepawal yang melanggar atwran tata teriib dalam suatu
organisasi sudah fentu ada. Namwn hal tersebut tentunya memiliki batasan
sesual astoran yaog berdaku, Meskipun adanya sanpsi scbagai jawaban
pelanggaran fata tertib sudah ada pamun  hal tersebut belum dapat
menjadikan BPHIN bebas dari gangpoan keamanan yang dilakokan oknum
pegawainya sendiri. Bagian kepegawaian tentunya {idak dapat melaloukan
pengawsasan terhadap pola prilaku pegawal satu persata. Namun apabila
tortangkap tangan dan terbokfi melanggar aturan dan tata tertib maka
kejadian tersebut akan diproses bagian kepegawaian BPHN sesuai
peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil.

b. Lembur Pegawai

Kegiatan lembur dilakukan pegawai karena adanya keterbatasan
wakin kerja atau banyaknya pekerjasn yang harus diselesaikan dalam
waktu rejatif singkat. Namun hal ini menjadi bemtuk pelanggaran tata
tertib ketika kegiatan lembur pegawal dilakukan tanpa prosedur yang ada.
Kadang kegiatan lembur tersebut menjadi harus dilakukan pegawai ketika
kegiatan ini merupakan perintah pimpinan yang mendesak.

Dalam ketentuan yang ada di BPHN setiap kegiatan lembur
diwajibkan melaporkennya dan kemudian diberi surat ijin dari bagian
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rumah tangga. Dalam gambar 4.1 surat ijin tersebut tertera waktn dan jenis
pekerjaan yang akan dikerjakan dalam lembur tersehut. Namun pada
praktcknya masth ada pegawai yang tidak melaporkan kegiatan lemburnya

kepada pefugas pengamanan.

Gambar 4.1 Contoh Surat Liin Lembur Pegawai
(Sumber : Bag Perlenghkapsn & RT BPHN 200%)
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Dalam mengantisipasi kegiatan lerabur yang tidak memiliki ijin
bagian rumah tangga melakukan tepuran kepada pegawal yang
bersangltan atan kepada atasannys agar menjadi perbatian. Hal yang
sama juga dilakukan oleh petugas pengamanan yang joga saat ify, namun
hal ini kadang menjaci konflik antara mereka karena pegawai merasa lebih
penting akan pekerjaannya tersebut, Bila hal ini terjadi bissanya petugas
pengemanan  akan mengalab, terutama bila pegawal tersebut berdalih
perintah pimpinan dan mendesak.

Adanys peraturan tsta tettib fentunya barns dipatuhi demi
kenyamanan mauwpun keamanan pegawai dalam bekera, Hal ini diartikan
perlunya peran serta dalam memberikan ioformasi  kegiatan pegawal
sehingps petagas keamanan turat menjaga kegiatannya tersebut. Namun
apabila kegiatan lembur tersebut fidak memiliki ijin, pegawai yang
lerabur atau cleaning service dikawatirkan Tupa mengunei pintu.

Kejadian seperti ini pernah tedadi pada pepawal yang melakukaan
lembur tanpa ijin. Saat itu pegawai tersebut lembur dan keesokan herinya
terjadi kasus kehilangan barang, Kemudian petugas keamanan melakukan
pelusuran pada pegawal yang melakukan keglatan terakhir sebelumnya,
Seperti dikutip pada pegawai bernama A umur 34 tabun

“ Baat itu saya lembur untuk kerjaan kantor, memang sih gak
pake suxat lembur habis tanggung cuma sebentar ... padahal saat itu
tidak terlalu malam........ eh besoknya ternyata ada kejadian barang
hilang .....akn dimbrograsi cukup larea dan sejak saat itw aku jadi
males lembur ....takut dituduh macam-macam, ©

Setelah kejadian ini pegawal tersebut mengaku kapok dan menjadi
melakukan kegiatan lembur meskipun pegawai fersebut bekedja ditempat
yang dituntut untuk bekerja exira diluar jam kantor.

¢ Ydentitas Pegawai

Pepggunaan seragam pegawal yang baik sangat menunjang
ketertiban. Penggunaan seragam dan atribut yang baik dapat membanta
petugas pengamanan dalam mengidentifikasi tamu atau pegawai dengan
cepal. Adanya pegawal yang tidsk menggunakan seragam dan atribut
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dilvar ketentuan yang sudah ditetapkan membuat petugas pengamanan
menjadi sulit mengidentifikasi pegawai. Disamping itu keengganan
petugas dalam menegur pegawai yang tidak menggunakan seragam
membuat pegawai tersebut cenderung akan mengulanginya kernbali.
Beberapa kejadian ketegangan pemnah tejadi karepa petugas salah
menegur pegawai yang dikira pedagang, karena pegawai tidak
menggunakan seragam.

d. Parkir Pegawai

Lahan parkir yang terdapat di BPHN memiliki lgahan yang cukup
lvas. Luasnya lahan parkir tersebut menjadi kendala bagi petugas
pengamanan dalam melakukan pengawasan yang intensif. Hal yang sulit
ini terjadi ketika konsentrasi parkir vang tidak dalam satu tempat. Selain
diakibatkan oeh ketidaktertiban pegawai penggunaan lahan parkir yang
tidak pada tempainya juga diakibatkan tidak jelasnya aturan marka jalan
yang melarang atau memperbolehkan suatu tempat menjadi tempat parkir.
Hal perparkiran ini secbenarnya sudah sering dilakukan penertiban namun
tidak berlangsung lama.

e. Pandangan Pegawai BPHN Terhadap Petugas Pengamanan
Sebagai pengguna jasa pengamanan, pegawai BPHN merupakan
salah satu faktor pendukung dalam menciptakan kondisi yang aman.
Dalam setiap kegiatannya pegawai selalu merasa ingin aman. Adanya
kasus kehilangan barang yang terjadi merupakan lemahnya kepedulian
pegawai pada keamanan itu sendiri. Seringnya menaruh barang
sembarangan saat ruangan kosong menjadi alasan terjadinya kasus
kehilangan tersebut. Bagi pegawai keberadaan petugas pengamanan bisa
dirasakan apabila telah terjadi suatu kejadian. Keterangan ini bukan tidak
beralasan jarangnya petugas melakukan keliling kantor pada jam kerja
setiap hari membuat pegawai merasa tidak dilindungi kegiatannya.
Kalaupun ada biasanya dilakukan petugas tertentu yang sudah “akrab”

dengan pegawai. Bila tidak ada kejadian menurut salah seorang pegawai
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dalam situasi normal petugas pengamanan hanya berjaga di pintu gerbang
sambil mengawasi keluar maguk pegawai atau tamu.

4.1.4 Kegiatan Di BPHN

Beberapa kegiatan yang terdapat di BPHN banyak mengundang
masyarakat dari luar, Adanya perpustakaan hukum dan undangan dari rapat-rapat
tim memungkinkan banyaknya masyarakat luar dan civitas akademika yang
keluar masuk. Perpustaksan milik Pusat Dokumentasi Hukum merapakan salah
satu tempat yang sering di kunjungi oleh pakar hukem, mahasiswa atau akademisi
vntuk mencart informasi hukum.

Banyakoya tamu vang keluar masuk ke BPHN menjadi kewaiiban petugas
pengamanan dalam mengawasi dan kewajiban pegawal dalam melavani tamu
tersebut, Untuk kepiatan jenis ini kegiatan pengamanan harus dilalkan dengan
seramah mungkin agar citta BPHN fetap baik dimata masyarakat. Tutur kaia
petugas pengamanan yang baik akan membust penilalan tamu terhadap BPHN
menjadi baik pula, hal ini barus dilakukan walau sekedar menunjukan lokasi
perpustakaan, Meskipun pengawasan sudah dilakukan dengan ketat, namun tidak
jarang pula banyak tamu yang tuput dari perhatian petugas pengamanan. Unituk
mengantisipasi hal tersebut, peningkatkan pengamanan di perpustakasn dilakukan
dengan melakukan koordinasi dengan pegawai di perpustakaan. Sehingga petugas
pengamanan dapat memastikae {amu yang datang tersebut sudah tercatat dalam
buku tamu ataw buku jurnal keamanannya.

4.1.5, Gedung dan instalasi

Dengan luas gedung dan tanah 2000m” , BPHN memiliki 3 (liga)
gedung utama dan beberapa bangunan penunjang. Gedung tersebut antara lain
gedung utama, gedung Annex den gedung Pusat Jaringen,  Gedung-gedung
tersebnt  memiliki usia yang berbeda-beda. Gedung utama merupakan gedung
terfua yang dibangun tahun 1977, Beberapa instalasi yang terdapat di gedung ini
tidak pernah dilskukan perbatkan atau pembenahan vang menyeluruh. Beberapa
perbaikan pada instalasi Hstrik dan kabel data dilakukan dengan membuat instalast
baru tanpa merobenahi instalasi lama yang ada. Pembuatan instalasi yang
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demikian membuat penumpukan material deel tabun ke ishun. Hal ind
diungkapkan oleh Y petugas teknisi yang biasa menangant kabel Hsirik dan
telepon: “Kabel yang diatas plafon itu sudah terlaly banyak....kalo di kiloin sudzh
jadi duft kali...dakutnya ada konslet aja ... kale sudah konslet kifa juga yang
repot..”.

Kekhawatitkan ini bukan tidak menjadi alasan banyaknya penumpukan
material listrik dapat mengakibatkan arus pendek yang menjadi penyebab
kebakaran.

Penanganan instalasi pada gedung Annex dan Pusat Jaringan Dokumentasi
tidak jauh berbeda dengan gedung utama. Meskipun struktur bangunan dibangun
lebih muda, namun mengalami perlakuan yang sama. Perbedaan terletak pada
jumlah penumpukan material pada instalasi fama. Perbaikan instalasi vang
terdapat dalam pedung dilakukan oleh pegawai bagian rumah tangga yang sudah
mermahami dalam menangand instalasi vang ada. Saat ind seperti telah dijelaskan
jumlah pepawal yang memiliki kemampuan menangani instalast sangat sedikit
sekali, Dalam rotinitasoya pengecekan terbadap ingtalasi dilaladan oleh pegawai
bagian rumah tangga yang bertugas piket. Perawatan dan perbatkan penambahan
instalasi cenderung bersifat sementara dan kurang sempurna. Hal ini terjadi selain
karena minimnya dana perbaikan juga ferbatasnys pegawal vang mengetahui
seluk beluk instalasi. Banyaknya tambal sulam dan penggantian sementars pada
instalasi meropakan apcaman yang harus diwaspadai, Teradinyz hubungan
pendek arug listrik tidak mustahil akan mengakibatkan kebakaran pada gedung
yang sering terjadi akhir-akhir ini, Sumber-sumber kebekaran akibat buwruknya
instalasi tersebut perlu diwaspadai oleh pegawai di bagian rumah tangga dan
pelugeas pengamanan,

a4 Kondisi Alat Pemadam Kebakaran

Antisipasi terjadinya kebakaran suatu gedung merupakan hal yang
sangat penting diperhatikan. Minimnya sarana pemadam kebakaran yang
dimiliki oleh BPHN kurang mendapat perbatian yang serius baik
penggunaan maupun kelayakan, Alat pemadam api ringan yang tersedia
jumiahnya tidak sebanding dengan luas gedung yang ada. Selain itu baik
instalasi Aydran pemadam kebakaran maupun alat pemadam yang ada
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tidak dilakuken pengecckan secara rutin. Sehingpa kemungkinan akan

terjadi kemacetan pada alat tersebut sangat tinggi sekali. Seperti dikutip

dari X salah satu teknisi Rumah Tangga mengatskan :
"Banyak slank pemadam kebakaran yang sudab kering dar
mungkin tidak dapat difungsiken lagi karens tidak pernah
dilakukan pengecekan....kalae kebakaran juga pepawai
sepertinya gek fau harus apa.karena di BPHN tidak pernah
diadakan sosialisasi penggunaa APAR (alat pemadam ringan)...
Mesin pompa hydran untek slang pernadam yang digunakan untuk
menarik air dari It dasar ke tangki penampungan lantai 7
menggunakan switck (pengatur) bila akan digunakarn untuk slang
pemadam kebakaran™

Keterangan ini menjelaskan bahwa penggunaan fasilitas pemadam
kebakaran tidak disesuaikan fungsinya. Dan pendapat mengenal porspa
fedran ini juga diungkapkan oleh Y salah satu teknisi:

“Mengenai masalah pompa untuk pemadam kebakaran adanya
kesalaban instalasi, scharusnya pompa tersebut disambung ke
mezin genset ... tapi ini malah disambung ke listrik ... kalo terjadi
kebakaran dan listiknya mati..owmka pompa hydran tidak bisa
digunakan...”.

Adanya penanggulangan kebakaran dilakukan sebagai upaya atau
tindakan yang dilakukan wntuk menanggulangi terjadinya kebakaran serta
membatasi besarnya kebakaran dengan mengaiasi sejak awal kebakaran,
Sosialisasl penanggulangan kebakaran merupskan hal yang harus rutin
dilakukan. Sesialisasi seperti ini tidak pemah dilakukan di BPHMN.
Anggapan tidak mungkin terjadi kebakaran di BPHN merupakan hal vang
biasa terdengar, meskipun beberapa kall teradi kasus kebakaran kecil
akibat puntung rokok yang dibuang sembarangan, Perlunya sosialisasi
pada pegawal akan membantu menckan kemungkinan kebakaran yang
akan tergjadi, Tidak adanya sosialisasi menpgakibatkan kurangnya
pengetahuan tentang cara-cara menghadapi kebakaran yang nyata, apabila
terjadi keadaan daruraf kebakaran mungkin kebakaran fersebut sulit
ditanggulangi secjak awal oleh pegawal manpun petugss pengamanan,
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b. Elevator

Mesin-mesin yang terdapat dalam suatu gedung merupakan
bagian yang tidak terpisahkan kegunaannya dari gedung itu sendiri.
Lancarnya kerja mesin elevator memberikan kenyamaan bagi pengguna
gedung yang menuju lantai atas.  Perawatan mesin merupakan hal
penting mengingat usia mesin yang ada saat ini sudah cukup tua.
Perawatan pada mesin elevator di BPHN tidak pernah dilakukan. Namun
bila terjadi kemacetan pthak BPHN baru menghubungi teknisilelevator
tersebut. Dengan usia mesin yang cukup tua kemacetan pada mesin
tersebut tidak dapat dihindarkan. Beberapa kejadian kemacetan pada
mesin ¢levator saat digunakan pegawai kerap terjadi. Seringnya kejadian
ini sangat menggangu kenyamanan aktifitas bagi beberapa pegawai
terutama pegawai wanita. Ketakutan seperti ini bukan tidak beralasan,
beberapa kasus putusnya tali elevator dapat mengakibatkan kecelakaan
yang berakibat kematian (Suara Merdeka.com).

c. Mesin Pendingin

Mesin pendingin ruangan yang terdapat di BPHN memiliki satu
mesin utama yang terletak di atap gedung serta beberapa mesin
pembantu pada tiap lantainya. Kondisi mesin pendingin baik yang utama
maupun yang terdapat disetiap lantai sudah sangat tua dan
memprihatinkan. Udara dingin yang dihasilkan tidak merata di seluruh
lantai. Adanya keluhan dari pegawai atas ketidaknyamanan ini kurang
ditanggapi serius oleh bagian rumah tangga. Akibatnya sejumlzh
pegawal memasang mesin pendingin atau kipas angin sendiri sebagail
tambahan demi kenyamanannya Keadaan ini membuat beban listrik
bertambah melebihi kapasitas peruntukannya. Selain akan menambah
tagihan listrik, kurangnya perawatan pada mesin pendingin yang ada

akan menjadi ancaman kerusakan yang lebih besar dikemudian hari.
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d. Generator Set { Genset )

Genset di BPHN merupakan alat pengganti bila pemadaman
listrik dari PLN terjadi. Fungsi genset sebagai alat pemasok listrik
pengganti sangat vital sekali. Perawatan genset secara teratur akan
berpengaruh pada kinerja genset. Jika setiap komponen genset dilakukan
perawatan dan dijaga kondisinya, maka kinerjanya menjadi lebih baik
sehingga tidak memufus proses bekerja yang menggunakan listrik.
Perawatan genset di BPHN dilakukan oleh pegawai yang biasa
menangani genset namun kurangnya perawatan berkala serta kurangnya
pegawal yang megngerti tentang genset menjadi kendala tersendiri. Tidak
jarang genset tersebut sulit dihidupkan atau memakan waktu yang lama
dalam mengantisipasi pemadaman yang ada.

Bila melihat kondisi mesin dan instalasi yang ada tentunya
pegawai terkait dalam hal ini teknisi yang ada harus mampu
mengidentifikasi instalasi yang memiliki kerawanan. Selain pegawai
teknisi dari BPHN tentunya peran petugas pengamanan juga harus
mempelajari hal ini. Namun tentunya hal ini tidak mudah mengingat
petugas pengamanan memiliki jadwal rotasi yang terbatas dalam
memahami dan mempelajari instalasi yang terdapat di BPHN.

4.1.6 Lingkungan Sekitar BPHN

a. Warga Sekitar

Lingkungan di BPHN terdiri dari tanah serta benda yang berada
diatasnya seperti gedung, pegawai dan tamu merupakan kewenangan
serta tanggung jawab pimpinan di BPHN. Dari perpaduan elemen
lingkungan tersebut dapat diihat apakah lingkungan itu memiliki
kelemahan dalam masalah keamanan yang dapat menimbulkan ancaman
atau gangguan. Lokasi BPHN yang terletak di J] Mayjend Soetoyo
Cililitan  Jakarta Timur dikelilingi oleh perumahan penduduk,
perkantoran serta tempat-tempat umum seperti pemberhentian bus,
pasar dan mall. Dengan kondist lingkungan di luar BPHN tersebut pola

interaksi manusia yang ada menjadi kompleks dan dapat menjadi suatu
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ancaman tersendiri. Kemudahan akses dari semua tujuan menjadi celah
bagi pelaku tindak kriminal dalam melakukan gangguan kedalam
lingkungan BPHN.

Keberadaan masyarakat sekitar diharapkan dapat membantu
kondisi aman di lingkungan BPHN. Penilaiaan masyarakat sekitar
terhadap petugas pegamanan saat ini dapat dikalakan baik dan tidak

mengalami masalah. Keadaan ini terus dijaga hubungannya oleh petugas
maupun masyarakat sekitar. Adanya pemberian ijin penggunaan lahan
untuk bermain bola dan menitipkan mobil merupakan hal yang sulit
ditolak. Menurut petugas sejauh tfidak ada yang menggangu ftugas
pengamanan hal ini tidak terlalu merepotkan meskipun petugas tetap
extra hati-hati dalam mengawasi keberadaan warga disekitar BPHN.

b. Pedagang
Pedagang di lingkungan BPHN terdiri dari dua bagian. Adanya
pedagang yang memiliki lokasi berada diluar batas pagar dan pedagang
yang keluar masuk gedung BPHN. Mereka yang dilvar lokasi BPHN
berdagang dari pagi hingga malam hari. Petugas dan pedagang tersebut
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saling mengenal karena mereka sudah cukup Jama berdagang di  daerah
tersebut, Jumish mereka yang tidak terlalu banyek dan sudah dikenal ini
tetap diawasi keberadaan dan diminta bantuannya oleh petugas
pengamagan untuk urut menjaga kondisi aman di lingkuagan BPHN

Pedagang yang keluar masuk BPHN merupakan persoalan rumit
bagl petugas pengamanan. Disatu sist mereka mencari pafkah disisi lain
mereka merupakan hal vang dapat mengganga keamanan dan kenyamanan
pegawai, Dalam hal menggangu keamanan, beberapa kasus pencurian
vang fertangkap dilakukan oleh pedagang keliling. Sebenarnya hal tersebut
dapat ditekan apabila petugas pengamanan selektif dan mengawasi dengan
benar pedagang keliling tersebut.  Dalam hal menggangu kenyamanan,
ferkadang merska tidek melihal siapa atau sedang apa pegawal yang
ditawarkan dagangannya tersebut. Terlebih lsgi bila mereka berusaha
memaksa dagangannye kepada pegawai. Dalam kondisi ini bissanya
pegawai langsung menghubungi petugas pengamanan agar pedagang
tersebut dikeluarkan.

¢ Tamu Pegawai

Dalam tugas mengawasi tamu yang masuk, petugas melakukan
susuai prosedur tetap yang ada. Tamu yang masuk diberikan tanda
pengenal lalu difanya tujuannya kemudian dapat memasuki gedung.
Namun hal ini tidak selalu diterapkan pada tamu yang menggunakan
kendaraan yang langsung masuk ke iokasi gedong, Anggapan petugas
terhadap tamu tersebut adalah pegawal atau keluarga pegawal vang sering
ke BPHN sehingga segan untuk dithentikan,

4.2. Bagian Pengamanan Biro Umum

Biro Umum Sekretariat Jenderal merupakan penentu  kebijakan
pengamanan serta atasan langsung dari Bagian Pengamanan. Biro Umum bertugas
melakukan pembinaan dan pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga di
Depkumham. Sebagai salab satu fungsinya, Biro Umum melaksanakan urusan
pengamanan dalam vang dilaksasakan oleh Bagian Pengamanan,
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4.2.8  Koordinasi

Kewenangan Kepala Biro Uonin dalam hal meningkatkan koordinasi
kepada unit eselon satu  antara lain memberikan intruksi-introksi yang
menyangkut peningkatan kewaspadaan di wilayah unit esclon satu. Bentuk-bentuk
introksi ini biesanya bersifat insedentil. Dalam bal ini sebagal contoh
kewaspadaan pasca kejadian bom di Kuningan beberapa wakin yang Iafu. Kepala
Biro Umum akan membuat memo kepada Bagian Pengamanan uniuk selanjutnya
melalui Sub bagian pengamanan lingkungan di berikan ke pos-pos jaga den
ditembuskan ke unit eselon satu wilayah tugasnya, Seperti dikutip dari Kepala
Biro Umum : “Diharapkan sctiap Bagian Rumah Tangge masing-masing unit
dimohonkan bantuannya, dalam memback-up pelaksanasn tigas dengan saling
berkoordinasi dengan Bagian pengamanan, dalam rangka memberikan pelayanan
vang maksimal, pengamanan aset, sertz pelaksanaan tugas sehari-hari”

Adanya peningkatan kewaspadaan foi dilakvkan oleh petugas jaga agar
lebth diintensifkannya pengawasan keluar masuk oreng maupun barang, Selaku
pimpinan pelaksana dilapangan Sub Bagian Penpamanan Lingkungan mengawasi
langsung kegiatan yang dilakukan petugas pengamanan di unit-unit eselon satu.
Pengawasan dilakukan dengan melakukan konjungan langsung ke pos jaga atau
dengan memonifor kepiatan petugas melalui radic komunikasi. Pengawasan
dilakukan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh petugas
pengamanan di wilayah untuk segera dapat memberikan pemecaban masalah yvang
ada. Dari keterangan yang didapat pengawasan dilakukan cenderung lebih banyak
melalui komunikasi radio. Kemudahan pengawasan melalui komurskasi radio
digunakan untuk mengefisiensikan biava kunjungan langsung, Namun kurangya
kunjungan dari atasan langsung cenderung membuat petugas pengamanan yang
ada bertugas tidak maksimal.

422 Perckrutan dan Pembinaan

Perekrutan Petugas Keamanan di Departemen Hukum dan HAM RI
dilakukan melalui kerjasama Biro Umum dengan Bire Kepegawaian. Penentuan
kriteria Petugas Kearmanan diajukan oleh Bagian Pengamanan dengan kriteria
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tertentu. Dalam pelaksanaannya Biroc Umum dalam hal ini mengajukan usulan
mengenai jumlah pegawai serta kriteria petugas pengamanan. Berdasarkan
keterangan yang ada bahwa jumlah yang disetujui masih terlalu jauh dari jumlah
kebutuhan yang diinginkan. Hal ini menjadi wajar karena Departemen harus
melakukan prioritas pegawai yang diterima bagi kepentingan subtansinya.
Menurut Kepala Sub Bagian Pengamanan Dokumen dan Jalur Informasi:

* Proses perckrutan yang dilakukan calon pegawai petugas
pengamanan memiliki kriteria khusus yaitu postur tubuh, tinggi badan
serta tidak menerima calon pegawai petugas pengamanan wanita
Setetah diterima sebagai calon Pegawai Negeri Sipil, petugas baru
tersebut melakukan orientasi lapangan. Selama masa orientasi calon
Petugas Keamanan mendapatkan pembinaan kemampuan dibidang
pengamanan. Dengan pemberian materi, teori-teori pengamanan, petugas
diharapkan akan mengetahui lingkup tugas dan mengenal lapangan
secara lebih baik untuk bekal ketitka mereka akan bertugas nanti.
Sebelum ditempatkan pada pos jaga yang utama dalam masa orientasi
tersebut calon Petugas Keamanan ditempatkan di pos jaga yang tidak
strategis seperti di kediaman Menteri atau Kantor Pusat. Penempatan
awal dilakukan pada tempat yang relatif aman, dan calon petugas juga
dapat mulai belajar dari petugas senior yang ada. Setelah dirasa cukup
matang, calon petugas pengamanan dibekali Surat Perintah yang berupa
jadwal penempatan-pada pos jaga utama, Setelah diangkat menjadi
Pegawai Negeri Sipil, pendidikan khusus diberikan kembali sebagai
upaya peningkatan kemampuan, Pendidikan diberikan melalni BPSDM
dengan istilah pendidikan ulang ”

Dari Tabel 4.5 dapat diketahui jumiah seluruh petugas keamanan yang
ada di Bagian Pengamanan. Dari jumlah tersebut merupakan jumlah total dan
sudah termasuk petugas yang terdapat di pos-pos jaga. Minimnya jumlah petugas
yang berasal dari pendidikan khusus pengamanan membuat pimpinan di bagian
ini harus selalu mengawasi kegiatan pengamanan secara rutin. Hal ini selain dapat
membantu meningkatkan mental petugas, pimpinan juga dapat langsung melihat
dan merasakan kegiatan yang harus dibhadapi dalam suatu wilayah tertentu.
Sehingga minimnya petugas akan ditangapi secara lebih baik mengingat keadaan

yang mendesak.
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Eabel 4.5 Petugas Keamanan Berdasarkan Angkatan Penerimaan Pegawai
(Sumber : Bagian Pengamanan Depkumhbam 2009)

NO ANGKATAN TAHUN JUMLAH PEGAWAIL
1 ANGKATANPRAI 1
2 ANGKATAN 3 1986 1
3 ANGKATAN 4 1989 2
4 ANGKATAN 5 1993 8
5 ANGKATAN 6 1998 11
6 ANGKATAN 7 2002 27
7 ANGKATAN & 2004 10
8 ANGKATAN 9 2005 15
9 ANGKATAN 10 2006 29
10 NON ANGKATAN 3
JUMLAH 107

Idealnya selain pendidikan yang dilakukan dani dalam Departemen,

seharusnya diadakan juga kerjasama dengan instansi lain di bidang pengamanan.

Hal ini dilakukan untuk saling berbagi informasi dan bertukar ilmu antar Bagian

Pengamanan. Sebenarnya sudah ada beberapa surat penawaran untuk melakukan

pelathan bersama. Penawaran tersebut selain dari instansi pemerintah,

perusahaan swasta juga melakukan penawaran pendidikan jasa pengamanan.

Namun karena keterbatasan dana yang ada, Biro Umum tidak dapat menerima

tawaran tersebut. Penawaran kerjasama dari swasta dan lembaga pemerintah dapat

dilakukan dengan memperhatikan alokasi anggaran dan waktu pendidikan yang

tersedia. Penawaran kerjasama diterima bila anggaran yang dikelvarkan sudah
dialokasikan pada tahun sebelumnya. Akibatnya kegiatan ini tidak pernah
terlaksana hingga saat ini. Hal ini seperti diungkapkan oleh Kepala Sub Bagian
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Pengamanan Dokumen dan Jalur Informasi bahwa : “Pendidikan kesamaptaan
terhadap seluruh personil pengamanan diberikan satu kali yaitu pada saat mereka
sebelum diangkat menjadi PNS, dan tidak pernah dilaksanakan pendidikan
penyegaran kesamaptaan hingga saat ini”.

Dalam meningkatkan kemampuan pengamanan terdapat beberapa jenis
pelatihan yang bersifat wajib dan tidak wajib. Wajib dalam artian harus
dilaksanakan dan memiliki sangsi bila tidak dijalankan. Tidak wajib dalam artian
tidak memiliki sangsi namun apabila petugas ingin melaksanakan sebagai
peningkatan kemampuan personalnya maka setelah mendapat ijin pimpinan,
petugas dapat mengikuti pelatihan dimaksud. Tapi hal ini belum pernah dilakukan

oleh petugas pengamanan.

4.23  Peningkatan Pendidikan

Selain peningkatan kemampuan fisik petugas pengamanan, Biro Umum
juga memberikan kebijakan mengenai ijin bagi petugas pengamanan untuk
melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Adanya kebijakan tersebut
membenikan kesempatan petugas agar selain memiliki kemampuan fisik
pengamanan juga memiliki pengetahuan wmum secara {ebih luas. Sehingga selain
trampil petugas juga memiliki kecerdasan dalam berfikir yang tidak kalah dengan
pegawai reguler. Jumlah petugas yanpg saat ini tercatat sedang melaksanakan
pendidikan di Akademi Ilmu Permasyarakatan adalah befjumlah 2 (dua ) orang.
Bagi petugas yang sedang menjalankan pendidikan sekolah lanjutan yang dibiayai
oleh Departemen mereka diberikan status bebas fugas. Namun untuk yang diluar
departemen mereka harus tetap melaksanakan tugas sesuai jadwal.

Menurut penuturan Kepala Sub Bagian Pengamanan Lingkungan dan
Instalasi, adanya petugas yang melanjutkan pendidikan sekolah diluar
Departemen memang menjadi dilema sendiri. Namun bila hal ini kerap terjadi
kejadian ini dapat ditanggualangi dengan petugas dari tempat lain yang sedang
tidak bertugas.
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Tabel 4.6 Jumlah Petugas Pam sesuai Strata Pendidikan
(Sumber : Bagizn Pengamanan Depkambam 2009}

KRG STRATA PENDIDIKAN JUMLAM PEGAWAL

i STRATA2 4

2 STRATA L 12

3 SLTA &g

4 bt ¥ 2
JUMLAR i

Dari hasil wawancara penulis dengan petuges senior tidak sedikit dari
petugas pengamenan lingkengan melanjutkan sekolghnyva, Dari jumlah tersebut
mayaoritas petugas pengamanan yvang melanjutkan pendidikan tersebut atas biaya
sendiri. Dari pendapat beberapa petugas alasan mercka melanjutkan sekolah
adalah setelah mereka penyetaraan mereka akan masuk ke dalam strukiveal,
Menurt mereka jenjang karler 41 bidang pengemuanan sangat sulit sekali.
Sedikitnya jumiah jabatan di pengamanan membuat mereks berpikir dua kali
untuk tetap di pengamanan, Selain itu dari pengalarnan rekan mereka yang sudah
dilvar pengamanan juga menjadi alasan lain. Hal ini dibenarkan juga ofeh Kepala
Bire Umum delam wawancara dengan penulis babwa @ “Bagi Petugas masuk
pengamanan mungkin hanya sebagal batu loncatan ssija ...namun kita memiliki
aturan setelah 10 tahun mercka baru dapat pindah... . Memwut pendapat
beberapa petugas keamanan, bila dilihat dari beberapa pegawal yang pemah
bekerja di pengamanan banyak dari mereka yang saat ini memiliki kehidupan
yang lebih mapan..

4.2.4  Disiplin Petugas

Disiplin petugas pegawat pengamanan merupakan hal yang tidak dapat
dipiszhkan dari pelaksanaan pengamanan ifu sendiri. Disiplin petugas yang rendah
dapat mempengaruhi kualitas sistem pengamanan. Darl beberapa kasus yang
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pernah ada, penyelesaian pada kasus-kasus petugas pengamanan memiliki tahap
yang tidak jauh berbeda dengan pegawai biasa. Adanya pelanggaran disiplin yang
dilakukan oleh petugas dilakukan tindakan berupa wrutan antara lain ¢

a. teguren lisan

b. teguran tertulis/kartu cela

c. BAP

Setelah kefiganya dilewati, kemudian dilaporkan ke Bire Umaor melalui
Kepala Bagian Keamanan, lala oleh Biro {Umum dilanjutkan untuk diproses oleh
Inspektorat Jenderal. Beberapa faktor terjadinya pelanggaran disiplin menurut
Kepala Bagian Peongamanan yang kami kutip : “Adanya masa kegja pegawai
bagian Pengamanan yang telah berdinas terlalu lama schinggz wmenyebabkan
timbulnya kejenuhan yang berpengarch terhadap penegakan disiplin dalam
melaksanakan fupas”.

Penerapan digiplin petugas keamanan dilekukan sebagal langkah awal
tentang penjelasan hak dan kewajibannya sesuai peraturan  perundang-undangan
yang berlaku. Tindakan disiplin dilaksanzkan sesuai Peraturan Pemerintah
fentang hak dan kewajiban PNS merupakan juga scbagai pembelajaran untuk
mencapal kinerjz yang lebih baik. Kemudian penilatan disiplin tersebut dijadikan
sebagai bahan masukan dan pertimbangan sebelum diusulkan kenpatkan jenjang
pangkat atau peningkatan karter masing-masing personil/pegawai.

42.5 Pedoman Pelaksanaan Tagas

A, Prosedur Tetap

Petugas pengamanan yang terdapat di BPHN merupekan
Pegawai Negeri Sipil layaknya pegawal yang terdapat ¢i BPHN namun
mercka memiliki tupoksi berbeda dibawah Bagian Pengamanan Biro
Umnn Sekretariat Jenderal Depkumbam yang ferletak di Jalan Rasuna
Said Kuningan Jakariz Seclatan. Dalam setiap tugas pengamanan
BPHN memiliki 2 (dua) petugas keamanan yang bertogas jaga selama
24 {dva puluh empat) jam. Pedoman yang dimiliki oleh petugas
pengamanan mengacu pada buku pedoman Prosedur Tetap Strategi
Pencegahan Gangguan Keamanan (PROTAP) yang dimilikd oleh
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Bagian Pengamenan di Biro Umum. Meskipun dalam setiap
melaksanakan tugasnys, petugas pengamanan telah memiliki standar
operasional yang disebut Prosedur Tetep{PROTAP) sebagai pedoman
baku yang mengikat setiap kegiatan pengamanan. Namun pejaksanaan
dilapangan protap tidak dapat sepenuhnya dijalankan secara optimal.
Hal ini discbabkan petugas tidak memiltki rasa percaya diri yang
tingpi karena merasa fidak memiliki kemampuan, Akibatnya banysk
yang pelanggaran tata tertib vang dilakukan oleh oknum pegawai atan
pedagang yang melakukan kegiatan di BPHN dengan semaunya tanpa
afuran,

b.  Surat Perinteh Pelaksanaan Tugas/ Jadwal

Surat Perintah pelaksanaan tugas personi] pengamanan dibuat
oleh Kepala Bire Umum. Dalam surat perintah ini diatur mengenai
jadwal pelaksanaan seria lokasi pos penjagaan persondl pengamanan.
Jadwal pelaksanaan tugas merupakan bentuk perintah vang wajib
dijalankan dan bersifat tfidak memberikan jangka waktu batas akhir.
Selain sebagal rencana pengamanan yang ada tidak saling tumpang
tindih antara kegiatan satu sama lain, adanya svrat perintah ind
merupakan kekuatan bagi petugas pengamanan dalam melgkukan
kegiatan pengamanan. Dalam keadaan tertentu jadwal pelaksanaan
tugas dapat di ubah apabila dirasa perlu. Jadwal baru diberikan sebagai
penyegaran kepada petugas atau dapat diberikan sebagai bentuk
hukuman apabila ada petugas yang melakukan kelalaian atau sedang
terjadi adanya konflik dengan rekan sekerja di unit tempat tugasnya.
Untuk kasus tersebut Kepala Bagian Pengamanan mengajukan
pembuatan jadwal bare kepada Kepala Biro Umuim untuk selanjotnya
mombuat surat perintah yang berisi jadwal baru.

Bagi petugas pengamanan adanya jadwal merupskan
perubahan lokasi jaga ditetapkan oleh surat perintah. Baik tidaknya
lokasi baru memniliki pandangan berbeda bagi petugss pengamanan.
Dalam kondisi tertentu penentuan lokasi tugas dapat diajukan secara
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sepibak kepada Kepala Sub Pengamanan Lingkungan. Dengan
menghadapi lokasi baru diharapkan petugas memiliki semangat dan
motivasi. Walaupun pandanpan petugas peogamanan berbeda-beda
terhadap lokasi barunya, mercka harus tetap siap menjalankan tugas
uniuk ditempatkan dimans saja.

<. Pelaksanaan Tugas Di BPHN

Petugas pengamanan di BPHN berjumlah 6 (enam) orang yang
telal ditentukan oleh bagian pengemanan. Dibagi dalam tga regu,
sehinpga jumish scfiap regu terdapat 2 (dug} orang dalam schari,
Kegiatan mereka setiap hari dimulai dengan kehadiran pada jam 7:30
wib setiap harinya. Awal kehadiran dilakukan dengan melakukan serah
terima tenggung jawab pengamapan yang disertai laporan harian.
Laporan harian ini dilakuken untuk mencatat kejadian yang sekiranya
dapal menjadi bahan kegiatan leporan mereka. Seperti misalnya
mencatat wakia keluar alan masulk kepala BPHN. Selain ifu petugas
Juga melakukan administrast terhadap keivar masok bacang ataw surat
vang diterima melalui petugas melalui buku expedisi. Apabila sudah
menjelang berakhirnya kegiatan kantor pemigas melakukan pengecekan
ferhadap konci dan lampu yaong masih menysla. Kegiatan ini rutin
dilakukan setiap hart schagai tugas wajib yang barus dilaksanakan.

4.2.6 Angparan

Angparan merupakan kebutuban yang tidak dapat dipisahkan dalam
kegiatan. Scherapa besar anggaran yang diterima kegiatan tersehut harus  tetap
berjalan meksipun tidak optimal. Delam menyikapt minimnya anggaran bag
petugas pengamanan, Bire Umum tetap memberikan pendidikan dan pelatiban
dasar khusus bekerjasama dengan Badan Peningkatan Sumber Daya Manusia
vang dimiliki oleh Departemen, Dengan adanya kerjasama antar unit ind
diharapkan bisya dapat ditekan dan pefugas pengamanan akan memiliki tambahan
kemampuan pengamanan meskipun tidak optimal,
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Permazalahan anggaran yang ada di bagian pengamanan juga termasuk
tidak tersedianya biaya koordinasi dengan pihak kepolisian dan instansi militer,
serfa instansi terkait lsinnya dalam rangka penanganan dan penyidikan terhadap
kasus yang terjadi dalam pelaksanaan tugas. Hal ini menjadi salah satu kendala
vang belum mendapat respon baik. Padshal bhal ini penting untuk tegas
pengamavian difuar tugas rutin dan insidentd,

Hal lain yang terkait pada masalsh anggaran adalah masalah
kesejahteraan. Perbaikan kesejahteraan bagi Petugas Keamanan merupakan hal
yang diharapkan. Akibat minimnys inseotif yang ada, adanya perbedan insentif
pada lokasi jaga sangat diharapkan setiap petugas. Dengan insentif vang cukup
selain menambah penghasilan yang ada jupa akan meputupi biaya kebutuhan
makan dan minum selama berfuges. Kumangnya penambahan anggaran untuk
makan dan minuman sebagat penambah daya tahan tubvh petugas pengamanan
disebabkan karena anggamn tersebut tidak mencukupi kebutuban jumlah petugas
pengamanan yang ada. Kurangnya penambah daya tahan tubuh ini juga diskui
juga oleh para petugas keamanan dengan melakukan pembelian makanan atau
sekedar “ngopi™ dengan cara berhntang. Meskipun kecil penambah daya fersebut
penting diutamakan untuk menjaga stamina kegja dilapangan.

Besaran insentif yang diterima petugas di BPHN memang tidak terlalo
besar dibanding unit lainnya. Akan tetapi hal ini berbeda dengan pendapat petugas
vang sedang kuliah. Seperti vang dituturkan salab seorang petugas bernama F
34 tehun, “bila dibandingkan dengan unit esclon satu yang lain, di BPHN
insentifnya kecil.....tapi kalau untuk yang sedang kuliash disini bagus, karena
ganguan keamanan jarang tedjadi © .

Beberapa rincian besaran uang yang diterima dari bagian pengamanan
selain gaji pokok yang diterima adalah :

a. Uang lembur personil yang diterime schbanyak Rp. 100.000,- per

bulan / personil, yang diterimakan secars rapel selama 3-4 bulan
sekal,

b. Usang makan personil yang diterima sebanyak Rp. 10.000 / hari kerja /
personil, yang diterimakan secara rapel selama 3 bulan sekali,

¢. Uang insentif tambahan dari Unit BPHM sebesar Rp. 175.000/bulan
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4,27 Sarana dan Prasarana
Sarana meropakan segala sesuatu yanp dapat dipakai sebagai alat
pengamangn dalam mencapai maksud atau tujuan pengamanan. Adanya sarana
yang mendukung kenyamanan petugas keamanan adalah tempat berteduh yang
baik, Dilihat dari kondisi sarana yang ada di BPHN saat ini kondisinya kurang
mendapat perhatian dari pihak BPHN. Ruang jaga depan terlihat kamuh dan tidak
tertata dengan baik membuat berkurapgnys rasa nyasman. Hal ini sebenamya
sudah dikordinasikan ke pibak BPHN pamun karena alasan anggaran yang belum
tersedia hal tersebut belum dapat direalisasikan. Adanya pos jage yang bersih dan
teratur membuat - sarana tersebul memiliki kewibawaan, schinpga hal ini
membuat tamu segan dan melapor bila ingin masuk lingkongan BPHN.
Selain sarana yang terdapat di BPHN, pengajuan terhadap kurangnva
sarana Kelengkapan bagian pengamanan secara kesclurvhan sudah dilakuken,
Kurangnya serana yang ada memungkinkan terjadinya kendala dalam pelaksanaan
tugas anggota di lapangan. Beberapa penganjuan sarana yang sudab dilakukan
tedibat pada Lampiran ‘
Pragarana merupakan faktor yang tidak kalah pentingnya dalam
menunjang pelaksanaan pengamanan yang ads di lingkungan Departemen Hukum
dan HAM, Adanya prasarana merupaken penunjang utama terselenggaranya suato
proses pengamanan. Beberapa prasarana vang seharusnya dilakukan antara lain -
4. Sosialisast Prosedur Tetap Straiegi Pencegaban Gangguan Keamanan
Piepartemen Hukum dan HAM RI

b, Bimbingan Teknis Pengamanan Pimpinan unfuk Unit Pusat dan
Kantor Wilayah

¢. Bimbingan Tekniz Pengamanan Lingkungan dan instalasi uptuk Unit
Pusat, Kantor Wilayah dan Unit Pelaksanan Teknis (UPT)
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BAR 5
ANALISA

Suatu konsep pengamanan yang baik tergantung dari pefugas pengamanan,
anggaran, peralatan serta meanajemennya. Setelah itu terpenuhi kits diharapkan
mengenali ancaman dari musuh, mengenali petugas pengamanannya dan harus
mengenali peralatan yaog digunakan (Irsan, 2009). Hal yang sama juga
diutarakan oleh Prof Leavit dalam bagan evolusi sekuriti bahwa perlu adanya
kerjasama dan keseirnbangan dalam menghadapi suatu ancaman. Kerasama ini
meliputi adanys strukiur organisasi yang kuat, adanya petugas keamanan baik dari
segl kualitas maupun jumlab yang didukung oleh sarana tekmologi yang memadai
dalam mengembao tugas pokok untvk menghadapi ancaman dan gangguan
Hadiman (2608).

Gambar 5.1 Bagan Evolusi Sekuriti
{ Sember : Hadinan 2008)
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Hakekat pencegahan suatu kejghatan pada dasamya melakukan antisipasi
sebelum masalah teriadi. Penanganan pencegahan dilakukan dengan melihat dari
hulu permasalahan yang ada. Perlunya pengenalan dan penanganan potensi
penjahat, korban dan potensi peluang melakukan kejahatan, yaite dengan
mendeteksi kerawanan serta pola antisipasi dan pola dalam menghindari kejahatan
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itu sendiri. Adanya penilaian yang melemahkan masalah keamanan fentunya akan
menjadi hambatan tersendiri dalem menganfisipasi  resiko keamanan dan
mengidentifikasi kelemahan / kekurangan yang mungkin terjadi. Menurut Umar
(2008) yang dikutip dari Virginia Crime Prevention Association “crime
prevention is the anticipation, recognition, and appraisal of a crime risk and the

iniliation of some action to remove or reduce i,

Gambar 82 Resiko Keamanan
{Sumber : Simon 2608)

Feramsianigoals, bafier,
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Penilaian resiko keamanan ini tentunya penting untuk kesnmgkinan dapat
mengurangi atau mitigast kelemahan / kekurangan tersebut. Keamanan atay
sekuriti erat hubunganya dengan resiko, predictability (peramalan), probability

{kemungkinan}, convenience (kenyamanan) Simon (2008).

3.1  Manajemen Pengamanan

Manaiemen merupakan sarana mencapal fujuan  organisasi  denpgan
memanfaatkan alat vang tersedia semaksimum mungkin, Dalam mencapai tujuan
organisasi harus memperhatikan secara optimal terhadap kepentingan-kepentingan
vang menyangkut kepentingan organisasi, Kegiatan pokok manajemen dilakukan
seorang pimpinan, sebagal manajer untuk dapat reengolah input menjadi output

melalui proses mangemen, bila digarabarkan sebagai berikut
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Gambar 5.3 Proses Manajemen

INPUT PROSES MANAYEMEN OUTPUT
. MELALUI PLANNING JAD
Manusia ORGANIZING FIASIL OPTRMAL DARI
Uang » ACTUATING » BERBAGAI
Material CONTROLING KEPENTINGAN

Dengan melihat gambaran  proses input menjadi cutput, proses
manajemen (kegiatan pengelolaan) merupakan tugas seorang manajer. Mansjer
mengatur pelaksansaan kegistan planing, organizing, actuating, daun comrolling
melahd peranan veng dilakukan antar pribedi (hubungan interpersonal) hal ini
sangat membantu dalam rmelaksanakan tugas pekerjaan, pemberian informasi
kepada pihak yang berkepentingan dengan pekerjaannya teratama informasi
mengenai kebijakan organisast. Peranan ketiga vang harus dilakukan seorang
manajer yang tidak kalah pentingnya adalsh cara manajer menghmplementasikan
suatu keputusan orpanisasi {decision role) di dalam sebiap kegiatannya,

Pelaksanaan manajemen sekuriti tidak jauh berbeda dengan prinsip-prinsip
manajemen pada umumnya. Manajemen sekuniti diawali dengan perencanaan,
penggorganisasian pelaksanaan dan pengawasan serts pengendalisn terhadap
upaya sekuriti fisik dilingkungan Depkumham kbususnya BPHN. Hal ini
dilalkukan dengan penyelenggarasn maupun kegiatan yang ioeropakan satu
kesatuan yang roenyeluruh dan saling berbubungan satu sama lain di dalam
menduiung kinerja BPHN

5.1.1 Perencansan

Fungsi perencanaan  pengamanen dalam manalemen merupakan fungsi
dasar dari fungsi-fungsi vang lainnya, perencanaan merupakan fujuan, arah,
strategi, aturan maupun program yang zkan selalu menjadi bagian penting dari
pelaksanaan fungsi manajemen lainnya. Pada dasarnya perencanaan akan selatu

dilaksanakan organisast karena perencanaan yang dibuat fersebut biasanys
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menjadi pepeptu arah dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan organisasi.
Dengan berpedoman pada perencanaan peéngamanan yang baik, organisasi dapat
melakukan penghematan pengeluaran yang kurang penting tanpa mengabaikan
kedinamisan organisasi yang selalu berkembang. Perencanaan dapat dijadikan
gebagai sarana untuk melakukan kontro! terhadap penyimpangan yang dilakukan
pegawai maupun perubahan dalam oranisasi schingga kelanjutannya dapat lebih
baik terarah dan hemst.

’é.gar dapat mengevaluasi sistem pengamanan secara bertahap perlu dibuat
jangka waktu suatu perencanaan. Janpgka wakiu tersebut dapat dibagl menjadi 3
bagian yaitu perencanasn jangka pendek, menengah maupun jangks panjang
dimana ketentuan kapan perencanaan disebut sebagal perencanaan jangks
pagjang, menengah atau pendek terscbut tergantung pada si pembuat rencana,
namun Secara Umum perencanasn yang jangka waktunya melebihi S tahun
biasanya disebut perencansan jangka panjang. Sedangkan kalau peréencanaan yang
mempunyai 1angka wakio lebih dart satu tabon tetapi kurang dari S tahun disebut
perencanaan jangka menengah dan bila jangka wakiunysa kwang dan satu tahun
disebut sebagai perencanaan jangka pendek. Dengan adanye jangka waktu dalam
perencanaan suatu sistem pengamanan tersebut dapat melakukan evaluasi pada
tahap-tahap tersebut uniuk melakukan perbaikan kedepannya.

Perbuat keputusan dalam hal imi pimpinan  dipengamanan  perlu
melaksanakan perencanaan pengamanan karena pembust keputusan memerlukan
pemikiran vang rasionmal agar suatu perencanaan bisa dijalankan den dijadikan
sebagal pedoman dalam mencapat tajuan. Pengambilan keputusan dalam fungsi
perencanaan agar dapat disebut tindakan yang rasional harus dapat: (s}
menganalisa dan menilai dari berbagai alternatif yang sesuai dengan tujuan
organisasi yang hendak dicapai; (b) mempunyai kemauvan yang teguh dan optimis
untak  vakin  akan kebethasilan  peleksanaan  perencanaan.;, (c) dapat
memperkirakan kekurangan yang terjadi dan mengantisipasinya.

Pada perencanaan sekuriti scperti yang dikutip darl Surat Keputusan
Kapoli No738/X/2005 fentang Pedoman Sistem Pengamanan Objek Vital
Nasional bahwa dimulai dengan merencanakan dan memprogramian kekuvatan
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dan kemampuan yang akan digunakan terhadap sasaran-sgsaran terfentu sesuai
dengan tujuan dan harapan, Pedoman penyusunan rencana melipot

¢ Adanya pernyataan dari otoritas objek pengamanan tentang pentingnya
keamanan dan hal ini harus mendapatkan dukungan;

s Pemyataan pimpinan yang menjelaskan hubungan kegiatan pengamanan
dan tujuan ohjek merupakan aset yang paling berharga;

+ Lingkungan pengamanan; Menjelaskan kesimpulan hasil analisa
terhadap suatu ancaman, baik secara umum maupun secara spesifik atas
sistern pengamanan yang felah disepakati;

s Sasaran; Penjelassn secara rinci fentang rencana disain pengamanan
berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai;

= Sirategi dan Jangkah yang diambil; menjelaskan upaya penanggulanagn
berkaitan dengan sistem pengamanan yang ditetapkan;

¢ Jangka waktu ; menjelaskan teniang jangka wakin yamg diperlukan,
dalam perencanaan masda berlakunya sistem pengamanan yang telah
ditetapkan; :

+ Pembiayaan; menjelaskan rincian kebutuhan anggeran keamanan yang
enyangkut biava penanggulangan keamanan,

a. Pengadaan Pegawai

Adanya penyelenggaraan rekmiitmen mengemban keinginan-
keinginan tertentu yang harus dipenuhi, sepaya organisasi dapat eksis,
Program rekruitmen ideal merupskan program dimana sejumlah
pelamar yang berkualitas dapat ditarik dan menempati posisi tertenfu
yang dilakukan secara efisien. Kebijakan rekruitmen yvang difokuskan
pada penempatan posisi-posisi vang dilsi dengan mempertimbangkan
biaya serta pengisian lebih cepat merupakan cara recruitmen masa lalu,
Saat ini pola penerimaan pegawai harus lebih menekankan pada kualitas

pegawai.

Dalam pelaksanaan manajemen sekuriti perckrutan petugas
pengamanan merupakan hal yang penting untuk mendapatkan kualitas
petugas vang bailk. Perekrutan yang dilakukan oleh organisasi
pemeriniah  seringkali tidak sesmai dengan kebutuhan permintaan
pegawai. Banvaknya ketidaksesuaian yang sering fergjadi  dalam
organisasi pemerintah sering dijadikan alasan para pimpinan instansi
pemeniniah untuk melakukan rekrotmen baru atauy mengontrak icpaga

honorer, meski sehenarnya banyak di antara pepawal yang ada di
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instansinya setengah dan bahkan sepenvhnya mengangpur. Kadang suatu
instansi menyebuinya kekurangan pegewal, yang sebenarnya tefjadi
disebabkan tidak adanya klasifikasi dan persyaratan jabatan, schingga
pengembangan pegawai menjadi tidak terencana secara baik, Hal yang
mungkin ferjadi seperti yang  dialami bagian pengamanan di
Depkumnham,  Jumlah yang ada bila dilakukan penatasn yang baik
scbenarnya tidak akan terjadi kekurangan tenaga di BPHN,

Adanya keterbatasan jumlah petugas keamanan akibat pola
rekruitrmen vang belwn sempuwma berdampak pada kuantitas glokasi
personil pada pos-pos jaga. Penilaian mengemai tingkat kerawanan di
BPHN untuk menentukan jumiah yang dibutulikan tidak dapat
sepenubnya benar. Akan tetapi seharusnya jumlah tersebut dikondisikan
sesuai fungsi vapg dibutuhkan. Seharusnya jumlah minimal yang
disarankan adalab 3 (tige) orang. Setidaknya bila seloh satu ffin masih
ferdapat dua orang yvang dapat mengambil keputusan dengan
pertimbangan yang lebih baik.

Dalam organisasi Departemen kita saat ini permintaan pengadaan
pegawal baru lebih didasarkan pada ketersediaan dana untuk belanja
pegawai di APBN, bukan kebutuhan nyata. Kebutuhan pegawai per jenis
keahban sulit dikitung, sehingga kualifikasi pegawai yang akan direkrut
akhirnva hanya ditetapkan secara global

Krisis ekonomi vang melanda Indonesia scjak tahun 1997 telah
memaksa pemerintab uniuk menerapkan kebijakan minus growsh, dalam
arti jumlah rekrutmen baru tidak melebihi jumlah PNS vang pensiun
secarn alami. Namun, jumlah PNS yang memasuki usia pensiun setiap
tahun tidak begitu besar (Gumelar). Dampak tersebut mengakibatkan
kurangnya pegawai di deparifemen-departeman lermasuk Depkumbam.,
Pegawai merupakan sumber daya yang paling penting dalam organisasi.
Pegawai yang baik dan memenuhi standard kualifikasi, hanya akan dapat
diperoleh melalmi wpaya rekruitmen vang efektif Suvpaya dapat
melakukan proses rekruitmen secara efektif, harus tersedia informasi

skurat dan berkelanjutan mengenal jumlah dan kualifikasi individu yang
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diperlukan untuk melaksanakan berbagai tugas pokok dan fungsi
organisasi. Deskripsi tentang jumlah dan kualifikasi pegawai hendaknya

mampu menggambarkan organisasinya.

Melihat sulitnya mendapatkan sumber daya pengamanan yang
baik disamping pentingnya kegiatan pengamanan bagi organisasi
merupakan dilema tersendiri. Namun apabila aktifitas petugas
pengamanan yang in house tersebut tidak mencapai kinerja yang
diharapkan karena manjemen buruk maka dapat dipertimbangkan
penggunaan ouf sourcing atau pegawai yang dikontrak untuk waktu
tertentu.

Out sourcing pada individual activities mencakup posisi yang
dikerjakan diluar subtansi organisasi, karena Depkumham khususnya
BPHN memilild tujuan organisasi yang berbasis kegiatan hukum hal ini
kurang sejalan dengan kegiatan pengamanan fisik dilapangan. Sehingga
peiaksanaan manajemen  pengamanan kurang diperhatikan  dan
menyebabkan  performance pengamanan menjadi buruk. Sehingga
kinerja pengamanan menjadi turun dengan demikian posisi kondisi
tersebut perlu dipertimbangkan out sourching. Dengan ouf sourcing
mudah dilakukan pertanggung jawaban yang jelas. Misalnya jika
dilakukan out sourcing, maka fungsi SDM yang menghendaki aktifitas
yang spesifik akan menghasilkan yang spesifik pula. Meskipun
penggunaan ouf sourcing ini mahal namun anggaran tersebut dapat
diprediksi selama kegiatan outsourcing berlangsung. Selain 1tu

keuntungan yang didapat antara lain :

* Organisasi akan mendapat keahlian baru yang dimungkinkan
karena pihak jasa owut sourcing memiliki spesialisasi
pengamanan yang lebih baik serta memiliki kompetensi yang

lebih tinggi

e Qrganisasi memiliki petugas keamanan yang terlatih dan

berpengalaman dalam hal prosedur dan teknologi baru yang
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ada saat ini, Dengan out sowrcing maka manajemen dapat
lebih banyak memfokuskan strategi yang berhubungan
dengan tujuan subfanst yang utama

b. Anggaran
Terbatasnya anggaran pada suatn organisasi temtunya tidak
dapat selalu dijadikan alasan bagi fidak terlaksananya suatu kegiatan,
Namun anggaran yang cukup ilupun bukan berarti tidak dibutubkan.
Permasalahan anggaran perlu dipecabkan bersama antar pengambil
kebijakan dalam departemen. Menurst Djamin  dalam situs Ickiorg
bahwa :
"Smsadaran oimpinan  insiansi pemerintah di Indonesia
mengenal security masih sangat rendah yang mengakibatkan N /

kerngian yang sangat besar dari pencurian intern, penggelapan.
pemalsuan, perampokan dan pengrusakan sampai pada kornupsi,
kolusi dan nepotisme. Pemimpin insiansi menganggap security
sehagal cost karenanya berusaha menekan biaya serendah
mungkin, Sedangkan sebenarnya security adalah investment
uatak menekan kerugian serendal mungkin®.

Dalam menyadari pentingnya masalah keamanan kedepan,
pemberian anpgaran dapat dilakokan dengan pengawasan pada kineria
petugas pengamanan yang efisien dan efektif. Menurut Drucker,
efektifitas yaitu menjalankan pekerjaan yang benar dan efisien berarti
menjalankan pekerjasn dengan benar (Stoner,1982:133). Dalam hal ini
dapat dilibat terkait kalimat yang dikutip dari Hadiman (2008) “Aman
its memang mahal pamub tidak aman lebih mahat ™.

Alasan tidak tersedianya dana bagi anggaran pembinaan
pengamanan i departemen memang sudah menjadi hal yang biasa.
Proritas anggaran yang ada selalu dialokasikan bagi bidang-bidang
utama lain yang merupakan subtansi kegiatan Depkurnham. Namun
minimnya anggaran mungkin dapat diusahakan melalui peran serta
unit eselon yang menjadi wilayah tugasnya. Untuk unit BPHN
anggaran bagi kegiatan pengamanan fisik digabung dengan dana rutin
pengamanan fisik gedung BPHN hal ini dilakukan sebagai langkah
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efisiensi noit dalam pengelolsan anggaran pengamanan. Akibatnya
nilal insentil yang diterima petugas keamanan menjadi kecil. Hal ini
berbeda dengan sast berlakunya Keputusan Menteri Kehakiman
Nomor M..08.PR.07.10 Tabun 1983 bahwa : * Pada pokoknya
anggaran pengelolaan SATPAM yang meliputi biays pembinaan dan
biaya operasional SATPAM dibebankan kepada unit yang mengelola
SATPAM. Secara garis besar anggaran vang diperlukan ialah :

a.  pengadaar perlengkapan dan kelengkapan SATPAM;
b.  Biaya pendidikan dan latihan SATPAM;

¢.  Lauk pavk;

d. Pengadaan Asrama;

e¢. Lain-lain

Pekerjaan pengamanan merupakan pekerjaan yang mengandung
tanggung jawab yang besar sekali. Disamping itu bahaya vang
dihadapi bisa berujung pada cacat seuraur hidop atau kemnatian. Selain
kemafian ancaman pada kesehatan badanpun harus menjadi perhatian,
Dengan kondisi sering tidak tidur malam dan mengkonsumsi kopi akan
menyebabkan gangguan kesehatan vang fatal dikemudian hari.

5.1.2 Organisasi

Organisasi merupakan salah satu sarana untek mencapal tujuan melalui
pelaksanaan fungsi-fungsl manajemen yang dilakukan seseorang pimpinan atau
manajer. Departemen Huokum dan Hak Asast Manusia merupakan organisasi
pemerintah yang formal yang memiliki pedoman fegas yang diatur dalam
Keputusan Menteri Nomor M.O9-PR.07.10 Tahun 2007, tanggal 20 April 2007,
tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Qrganisast ini dibentuk dan mempunyal tujvan yang disadari pula memiliki sistem
fugas, hubungan wewenang, tanggung jawab maupun pertangungjawaban yang
telah dirancang agar pekerjaan dapat dilaksanakan sesvat dengan peraturan yang
telah disgpakat} bersarna. Dalam organisasi semua hubungan kewenangan maupun

responsibility akan terlihat dalam bagan struktur organisasi pemerintah, dimana
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pada bagan akan diperlibatkan seberapa besar  wewenang dan tanggung jawab
yang harus dipikul untuk masing-masing pekerjaan yang merupakan bagian dari
pekerjaan yang lebih besar dengan sasaran yang tercapai sesuai tujnan organisasi
yang teiah ditetapkan.

Adanya struktur organisasi harus dapat dipahani dan dimengerti
schingga dalam menjalankan tugas atau pekerjaan vang telah menjadi bagian
masing-masing tidak terjadi kebimbangan. Hal penting dalam stroktar organisasi
in! anfara lain adanya wewenang, tanggung jawab, koordinasi maupun
pendelegasian wewenang, Upaya penyusunan kebutuban organisesi diatur dan
dialokasikan olch para pengambil keputusan dalam organisasi, agar tujuan
oIganisasi itu dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Hal serupa seperti diungkapkan oleh Hadiman dalam zonasecurity.com
organisasi pengamanan vang baik memiliki enam unsur yaita

» pembagian kerja yang jelas
» hubungan oforfias vang jelas
s ruang lingkup yang jelas

* kegetaraan komando

s langgung jawab

o kerjasama dan komunikasi

Orpanisasi menjadi hidup dan berkembang sangat tergantung dari
mgmusia-manusta vang ada didalam organisasi itu, baik yang menjadi pimpinan
maupun yang menjadi bawaban, Pengorganisasian fugas sesuai dengan fungsi,
kekuatan dan kemampuan, dimilild tiap-tiap unit operasional. Adanya pembagian
pekerjaan oleh pimpinan merupakan pemecahan suatu tugas keria, sehingga setiap
orang vang menjadi bawahan dalam organisasi bertanggung iswab afas
pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

~Kelengkapan suatn orgenisasi apabila sistern organisasi tersebut
memiliki bagian keamanan yang jelas, tugas, fungsi dan peranannya. Bagian
pengamanan dapat terdiri dari unsur pimpinan, staf dan unit-unit satan
pengamanan yang secara fungsional bertanggung jawab atas pengelclaan

keamanan gunz mengamankan kinega organisasi, Dengan pengertian bahwa
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pengamanan ity adaleh tangguog jawab organisasi linl, ¥u berarti babwa tidak
hanya orang-orang yaug langsung mengemban fungsi pengamunan saja vang
harus merasa berkepentingan terhadap adanya langgung jawsb pengamanan
instanst. Akan telapi juge semua yang berada pada organisasi lini di instansi itu
ikut berkepentingan dengan tanggung jawab terscbut. Pemahaman terhadap
organisasi dapat dilikat dari struktur, prosedur tetap dan sumber daya manusia.

a. Struktur Organisasi

Sejak tahun 1984 hingga tzhun 2009 kewenangan bagian
pengamanan dilakukan sepenubnya oleh Bagian Pengamanan Bire Umnm
Sekretarial Jenderal vang terleiak di Kuninpan Rasuna Said, Hal ing
dikuatkan melali Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Ri
Nomor ; MU3.PROZ10 Tabhun 2007 tanggal 20 Apnl 2007, teotang
Orpanisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
RY.. Adanya pemusatan kewenangan ini merupakan salah satu bentuk
penyeragaman standar pengamanan di masing masing unit Depkumbam.
Dalam kerangka teori bentuk struktur organisasi Depkuniham menyerupat
bentuk péda gambar 2.3, Namun pada Depkumnbarn bentok ini merniliki
kelemahan di mana selurch keputusan dan kebijakan umt organisast tidak
dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh unit yang tidak terdapat dalam lokasi
vang sama, hal inl membuat renfang walda dalam memutuskan hal yang
bersifat insidentil. Dilihat derd sisi lain beptuk i memungkinkan
pimpinan di pusat tidak hares pusing-pusing pada permasalahan yang
timbul akibat perbedann pengambilan keputusan, karena selurub keputusan
dan kebijakan dikooxdinir scluruhnya oleh pemeriniah pusat. Padahal
dalam kondisi tertemtu lokasi vang berbeda memiliki penganan yang
berbeda pula. Dar hasil pepeliian alasan pemusatan kewenangan
memungkinkan adanya penghematan anggaran yang berupa pengurangan
biaya pelatihan, biaya duplikasi kegiatan dan pengurangan biaya
administrasi. Biasaoya pimpinan lebih suka jenis organisasi yang bersifat
sentralisast kareng akan memiliki kekuasaan tertinggi. Seperti dikuatip dari
Hoessein  {2003:2) pemusatan atau sentralisasi  berperan  untuk
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menciptakan  keseragaman  dalam  penyelenggaraan berbagai fungsi
organisasi, sedangkan desentralisasi berperan unfuk  menciptakan
keberagaman dalam penyelenggaraan berbagal fungsi organisasi sesuai
dengan keberagaman kondisi magyarakat

Sebenarnya pendelegastan kewenangan perth bukan tidak pernah
dilaksanankan. Pada tahun 1983 sesuai Keputusan Menteri Kehakiman RI
No.M.08.PR.07.10 Tahun 1983 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan
Pengaumanan  dalam  Lingkungan Departemen  Kehakiman member
penjclasan bahwa pelaksanasn pengamanan dilakukan dimasing-masing
unit, Pada keputusan tersebut kewenangan penuh padz kegiatan
pengamanan yang dibebankan pada unit eselon sate yang dikelola oleh
Kepala Bagian Umuom. Dari kerangka teori hal ini sesuai pada gambar 2.4,
secara lebih luas pendelegasian wewenang dalam membuat keputusan dan
kebijakan dilakukan manajer kepada orang-orang yang berada pada level
bawah {petugas keamanan) dalars strukiur organisasi.

Melihat kondisi kearnanan seat ind bentuk struktur organisasi ahun
1983 sebeparnya dapat diterapkan sesuai dengan keadaan saat ini. Adanya
perbedaan kondisi lingkungan memungkinkan wnit eselon satu BPHN
harus menentukan bentuk pelaksanaan pengamanan yang sesuai. Pada
bentuk organisasi dalam gambar 2.5, penggunaan  kewepangan yang
terintegrasi dapat meningkatkan efektifitas organisasi. Dengan sistem ini
sebagian besar keputusan dan kebijskan yang berada di unit Iain dapat
diputuskan di enit tersebui secara cepat dan tanpa adanya birokrasi yang
berbelit. Dengan kewenangan yang terintegrasi tersebut dapat digunakan
untuk melatih manajer dalam mengambil keputusan, memunculkan iklim
kompetisi antar pimpingn unit dan kepuasan kerja dari pimpinan unit.

Pelaksanaan pengamanan yang ferintegrasi dapat  dilalukan
dibawsh kewenangan Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga. Dua alur
garis perintah pada gambar 5.7 mepggambarken bahwa bagian rumah
tangga dapat melakukan perintsh langsung kepada petugas keamanan.
Untuk menguatkan aturan ini perlu adanya kerjasama mengenal penilaian

{DP3} yang dilakukan bekerjasama antara Bagian Pengamanan dengan
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Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga mengenai penilaian individu
petugas keamanan.

Gambar 5.4 Bentuk Alternatif Pengamanan Terintegrasi

REPAM A BADAN PEMBIHAAN HUKUN MASIONAL

SEKRETARIS
1
KABUSRENBANGKUMIAS | S

KASUBESG PERLFHGEARAN

KASH.

RASUSEMS RUAN TANGGA

;.- e Potugas Keamanan

. O a

Dengan memiliki strukbur organisasi yang baik kemudahan
koordinasi dapat ferjadi antara manajer level terlinggl maupun manajer
terhadap bawahannya. Koordinasi amtar umit eselon satu merupakan
kewenangan Kepala Bire Umum, Dengan adanya koordinasi yang baik
pada tingkat yang lebih tinggi, bawaban akan segera melaksanakan
perintah dengan lebih cepat sesuai petunjuk pimpinan tersebut.

Selain koordinasi kedalam, koordinasi kelvar oleh Bagian
pengamanan di kantor BPHN harus dilakekan dengan instansi terkait serta
aparat keamanan disekitar wilayah kerjanya. Hal int dilakukan sebagai
antisipasi dukungan pengamanan disamping sebagai upaya kerjasarsa
dalam satu lingkungen.. Koordinagi dilakukan untuk saling berbag
informasi bagi kegiatan yang sedang atau akan direncanzkan kemudian,

Minimnya koordinasi yang ferdapat dalam maenajemen pengamanan
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raembuat lemahnya sasaran yang akap dituju bersama. Dari  hasil
penelitian ditapangan kegiatan koordinasi baik kedalam atau keluar kurang
dilakukan secara rutin. Kalaupun ada teriadi hanya pada Kepala Bagian
Pengamanan dengan Kepala Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan di
BPHN yang memiliki tingkat sederajat. Koordinasi pada tingkat yang
sama biasanya sulit dalam mewujudkan suatu perubaban, Sehingga bentuk
koordinasi yang ada saat ini sebatas intruksi-intruksi berupa memorandum
dari Kepala Biro Umuun tentang peningkatan kowaspadaan kejadian-
kejadian yang saat ini banyak terjadi

Koordinasi kedalam juga terksit perlunya petugas keamanen
mengenal seluk beluk gedung beserta instalasi scrta bagian lain yang
memungkinkan ferjadinys gangenan keamanan. Namun kegiatan yang
dilakukan petugass keamanan ini tidak dapat berlangsung lama karena
keterbatasan wakty pada petugas keamanan berkaifan dengan jadwal rotasi
yvang dimiliki. Seclain itu adanva -kecenderungan bahws BPHN bukan
merupakan wilayah tetapnya membuat petupas keamanan kursng peduli
terhadap kondisi yang ada di gedung BPHN.

Beberapa koordinasi yang sudah ditetapkan oleh Bagian
Pengamanan adalah bentuk koordinasi dalam mengantisipasi keadaan
darurat vang cukup berat, bapian pengamanan felsh membuat alur
koordinasi yang diharapkan membuat pefugas maupun pibak yvang sedang
menghadapi keadaan darurat segera dapat bertindak bersama dengan cepst.
Namun koordingsi ini menjadi lemah ketika alur koordinasi tersebut tidak
disosialisasikan kepada unit-unit untuk dapat memahami alur tersebut.
Pentingnya koordinasi yang baik tentunya dibarapkan dapat memperlancar
tugas pengamanan sesual standar yang telah ditentukan. Dengan memiliki
standarisasi kegiatan prosedur yang digunakan organisasi dapat menjamin
keseragaman, ketepatan dan konsistensi pekerjsan dan kegiatan yang
harus dilaksanakan oleh seloruh unit organisasi Depkumham.
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Gambar 5.5 Alur Koordinasi Terhadap Kerusuhan
(Samber Bagian Pengamam mgiazmbam)
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Gambar 5.7 Mekanisme PAM Unjuk Rasa

manan Depkamham)
Sl B ey

T ?f‘c 3

T z P LA
AN ST b E e
AN ST
LT Gl el e e e T
VT N AR A T AN S S <

Koordinasi-koordinasi  yang digambarkan tersebut  merupakan
keriasama antara pimpinan unit pengamanan dengan instansi pengamanan

seperti Polri dan TNL Hal ini dilakukan guna pengaturan tekeis maupun
pelaksanaan tugas agar dapat mengetshui dan memonitor perkembangan
situasi keamanan dan ketertiban di lingkungen/ kawasan kega di
Depkumham.

b. Prosedur Tetap {FROTAP)

Prosedur fetap atau Protap merupakan dokumen penting yang
dibuat dengan melihat gambaran visi bagian pengamanan dan bertampu
pada pelugas pengamanan maupun pegawal yang kita lindungi. Dalam
Protap tersebut diterangkan suatu proses kerja, siapa yang bertanggung
jawab, dokumen yang digunakan dan keiteria yang harus diperuhi. Protap
dibuat untuk kesammasn tindakan mempertahankan kusalitas yang telah
dicapai menghindan saling lerpar tanggung jawab dan tertib administrasi
dokumen. Namun dari penilaian petugas pengamanan, prosedur @i sangat
sulit untuk diterapkan. Banyak faktor penunjang vang harus dipenuhi

uniuk mepunjang pelaksanaan prosedur secara sisfematis. Disamping itu
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terbatasnya kemampuan pstugas pengamanan ferkait pada peningkatan
kemampuan personel sangat minim sekali.

Prosedur-prosedur opetasional standar yang terdapat dalam bagian
pengamanan digunskan wpntuk memastikan bshwa  setiap keputusan
langkah, dan tindekan dan pengunaan fasilitas pemrosesan  yang
dilaksanakan petugas pengamanan dalamn suatu organisasi berjalan secara
efektif konsisten, standar dan sistematis,

. Sumber Daya Manusia

Masalah-magalah sumber daya manusia sccara historis dapat
ditinjau dar! perkembangannya. Bahkan masalah sumber days manusia
yang kelibatannya hanya merupakan masaleh intern dari suatu organisasi,
sesungputinya mempunyai hubungan yang erat dengan perikehidupan
manusia dan masyarakat yang telah menimbulkan berbagai konsepsi
tentang sumber daya manusia dan statusnya dalam masyarakat dimana
organisasi itu berada,

Sursber daya manusia  yang fidak berdaya adalab sama balnys
dengan tidsk adanya sumber daya manusia pada organisasi tersebut atau
juga dapat dikatekan organisasi tidak dapat berdaya, walaupun sumber-
sumber lainnya fersedia seperti : ueng, peralatan dan perlengkapan,
metode, mesin dan pasar. Disamping i, tidak berlebihan apabila
dikatakan, apskah artinya peralatan dan pelengkapan serba modern dan
lengkap, tetapt sumber daya manusianya tidak mempunyal atau memilki
kemampuan untuk memberdayakan atsu mengoperasionaikannya. Bukii
dari suatu perusshaan yang sehat bukan strukturnya yang bagus, terang
atau sempurnanva organisasi fetapi adalah prestasi orang didalamnya
(Drucker 1982;570).

Potugas pesgamanan telab berkembang sedemikian rupa sesuai
kebutuhan dari berbagal instansi, baik pemerintah maupun swasta dalam
rangka memelibara keamanan, keselamatan dan ketertiban lingkuogan
masing-masing. Keberadaan petugas pengamanan yang dapat diandalkan
merupakan suatn Keharusan, karena itu berbagal upayz peningkatan
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kemampuan satpam perlu ditingkatkan. Sense of security dan security
awareness merupakan tuntutan bagi orang yang bekerja diarea ini. Sikap
ini dicerminkan oleh moral kerja, kedisiplinan, dan prestasi kerja.
Indikator kepuasan kerja dapat diukur dengan kedisiplinan dan moral
kerja maka secara relatif kepuasan kerja baik.

Untuk menjaga situasi aman tersebut tugas pengamanan tentunya
tidak dapat dianggap ringan. Sekecil apapun pelanggaran atau kelalaian
yang dilakukan oleh petugas keamanan akan dapat menggangu kinerja
pegawai yang ada. Bila dilihat dari sisi keamanan biasanya kejadian
tersebut terjadi karena petugas keamanan tidak mengantisipasi kejadian—
kejadian kecil sebelumnya. Dari beberapa kejadian yang pernah terjadi di
BPHN, respon pengamanan biasanya ada setelah adanya kejadian. Seperti
diungkapkan oleh Sarwono dalam zonasecurify.com, mengatakan dari
beberapa peristiwa yang terjadi pengamanan dilakukan setelah adanya
kejadian, seharusnya pengamanan dilakukan sebelum ataupun setelah
peristiwa terjadi.

Profesi sebagai petugas pengamanan mungkin suatu pilihan yang
kesekian kalinya bagi siapa saja yang sedang mencari pekerjaan. Status
sebagai petugas pengamanan mungkin akan lebih baik apabila kodisi dan
lingkungan kerja yang lebih baik daripada yang kita lihat sehari-hari.
Terlebih pada kenyataannya bahwa masih banyak instansi/perusahaan
dimana petugas keamanan tersebut bekerja belum mau mengakui tugas
dan fungsi pentingnya satuan pengaman bagi perusahaan dan menganggap
kelompok ini sebagai pelengkap. Profesionalitas petugas pengamanan
tidak dapat dilepaskan dari pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki
oleh masing-masing personil serta manajemen yang baik dard
pengelolanya, hal terrsebut bukanlah hal mudah dilakukan.Untuk itu
dituntut kemampuan profesionalitas yang tinggi dari setiap petugas
pengamanan yang bukan hanya sebagai pelengkap saja.

Adanya pimpinan dan bawahan merupakan bagian integral sumber
daya manusia yang sangat menentukan maju tidaknya perkembangan

sebuah organisasi (Mandacan, 2008). Keberadaan manajemen
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pengamanzn dalam organisasi Depkumbam tidak terlepas dari gambaran
organisasi pegawai negeri sipil. Petugas pengamanan vang merupakan
pegawai negerl sipil sangat dituntut kerja yang maksimal bagi kenyamanan
organisasi yang menjadi lingkup tugasnya. Pegawai negeri sipil sebagai
suenber daya manusia sesuai perau & kedudukaonya yang sangat strategis
mepgharuskan  adanya wupayz sistemik untuk mendayagunakan &
mengembangkan kualitas pegawal neger sipll dalam  lingkungan
kefjanya. Mangjemen yang dimiliki herus mampu mendorong para
pegawal tersebut untuk memberikan pelayanan prima yang barmanfaat
bagi pihek-pihak yang menerima pelayanan.

Adanya suatu manajemen pads pegawal negeri sipil harus dapat
menjamin  penyelénggaraan fugas pemerintaban  dan  pembangunan
secara berdayaguna dan berhasil guna. Untuk itu diperlukan pegawai
negeri sipil yang profesional dan bertanggung jawab, jujur, dan adil
melaiui pembinaan yang berkesinambungan.

Dampak ¢itra buruk pegawai negeri sipil bukan merupakan isapan
jempol. Beberapa literatur dan kajian sudah cukup membuktikan
mengenai kinerja pegawal negeri sipil dineger ini. Keberadaan petugas
pengamanan di Depkumbam tidak terlepas darl organisasi pegawal negeri
sipil. Beratuya tugas penpamaran sccara fisik tentunya tidak dapat
disamakan dengan pegawai biasa pada umumnya.

Namun seperti diketahui sulitnys pengembangan diri manajemen
pegawal negen sipil tersebut tidak Input dan buruknya manajemen yang
dimiliki, sehingga kualitas yang dimiliki pegawai negeri kita tidak
maksimal. Menwui Umar (2008) biia dikaitkan dengan petugeas
pengamanarn adanya penvimpangan prilaku dari individu seorang petugas
pengamanan dalam melakukan tugas pengamanan merupakan bagian dari
masalah sosial yang ada. Masalah sosial adalah penyimpangan perilaku
individu mavpun lembaga dari dalam masyarakat sebagal akibat dari
kebijjakan atau penerapan kebjjakan tidak tfepat dalam mengelola
masyarakat sehingga menimbulkan patologl sesial. Akar permasalaban
sosial tersebut diakibatkan oleh sistern kelembagaan, fungsi Iembaga,
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peranan lembaga, sarana dan prasarana, pengorganisasian lembaga dan
manajemen lembaga. |

Beberapa indikator umum yang mencerminkan buroknya potret
kinerja pegawai negerd sipil di Indonesia antara lain adanya perilaku malas
dalam  mengambil inisiatif diluar peraturan serta masith  kusinya
kecendernngan untuk menunggu atasan (Daryanto, 2007). Selain itu
menurat World Bank dalam Daryanto (2007), pegawsi negeri sering
mencari alasan atas kinerja yang buruk, absensi dan praktek korupsi
dengan menyatakan bahwa mereka tidak dibayar dengan cukup. Hal ini
diperkuat dengan kajien yang dilakukan oleh Bappenas, sistern paji
pegawai nogeri sipil hingga saat ini tidak mempertimbangkan kebutuhan
hidup layek dan prestasi kerja. Disamping itu, sistem penggajian belum
tegas mempertimbangkan pegawai dengan tingkat pendidikan, prestasi,
produktifitas tinggi dan disiplin tngpgi. Akibatmya pegawai negeri sipil
produktif atau tidak produktif dipastikan memiliki gaji yang sama apabila
mempunyai  golongan, masa kerja dan ruangan pangkat yang sama.
Kondisi ini akan menurunkan semangat dan prestasi kegja pegawai saat ini
maupun dimasa yang akan datang. Dari kajian LPTUI (2009} dijelagkan
bahwa diperlukan sosok pegawai pegeni sipil yang mampu melaksanakan
tugas pemerintaban dan pembangunan secara profesional dan bertanggung
jawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Kebutuhan ini tentu
sala  menuntut  dilakekannys penvempurnaan  pada  upaya-upays
pengelolaan PNS. Berdasarkan apa yang dikemukakan dalam undang-
undang yeng ada, disimpulken bahwa ada desakan yang cukup besar uniuk
mengembangkan PNS vang ada sekarang (dan yang akan direkrut) agar
dapat menjadi PNS yang profesional. Konsekuensinya, pengelolaan PNS
sudah harus meninggalkan paradigma administrasi personalia/administrasi
kencgawaian (Personnel Adminisiration) menjadi pengelolaan sumberdaya
manusia (Human Resource Management).

Menurut Thoha(2008:126) sebaiknya sistem pengembangan kacier

PNS ada beberapa alternative pola pengembangan, antara ain :
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¢ Sistem terpadu, tidak tersentralisasi dan juga tidek
terdesentrslisasi, Mengingat Indonesta ini terdiri dari
wilaygh-wilayah yang Juss dan tersebar, maka sentralisasi
amat menyulitkan penataan  kepegawaian, Sebaliknya
dengan sentralisasi juga bisa mengkhawatirkan bisa
berjalan sendiri-sendiri.

e Sistem terbuka pengisian jabsian-iabatan vang kosong
sebaiknya berlaku secara terbuka, bisa diisi oleh PNS dari
fvar organisasi (departemen) atau dari pemerintah dacrah
asalkan prestasi dan kompetensi nya dipenuhi. Demikian
pula system selcksinya terbuka tidak rahasia seperti
sekarang ini. Pejabat vang mengangkal dan yang diangkat
sangat rahasia dan feriutup.

Ada kejelasan dan kepastian karier PNS, artinya setiap calon
pegawal begity masuk menjadi PNS harus mengetahui  kepastian
kariernya asalkan prestasi dan kompeicpsinya bisa mengetahui ialur
pengembangan kariermya. Dalam hal ind masuk diketahui jabatannya
keluar diketahui kepastiannya dan sciama didalam diketshui pula akan
jadi apa.

1. Disiplin Petugas Pengamanan

Disiplin merupakan prosedur yang mengoreksi atan
menghukum bawahan karena melanggar peraturan atau prosedur.
Disiplin  merupakan bentuk pengendalian disi pegawal dan
pelaksanaan yang teratur dan menunjukan tingkat kesungguhan
pegawai dalam organisasi.

Penerapan disiplin pegawai pefugas pengamanan in
haras benar-benar diterapkan. Hal ini menyangkut tugas
pengamanan vang turut menerapkan disiplin pada pegawai woum
uang dijaganys. Scbagai contoh dalam menghadapi pegawai yang
melakukan pelanggaran  tata tertiby, petugas pengamanan
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seharusnys tegas. Tegas dalam ariian teguran vang disampaiken
memang benar dilskukan dan pantas dijatubkan pada pegawal
yang bersangkutan, Penerapan disiplin oleh petugas pengamanan
adalah terhadap tamu. Pengamanan terbadap famu yang masuk
memerfukan kehati-hattan. Adanya tamu yang diundang dan
yang tidek diundang harus dapat diidentifikasi secara benar.
Kesalahan mengidentifikasi tamm mengakibatkan citra yang
kurang baik bagi BPHN. Karena kesan pertama yang diterima
tamu ketika masul suaty instansi ditentukan oleh pendekatan dan
penampilan petugas keamanan yang menyapanya.

Prilaku petugas pengamanan vang tidak jauh sama
kesejabteraannya denpan pegawal pegeri bissa membuat sulit
melakukan pengembangan diri. Menurut Thoha (2008;121)
dengan sistern yang baik orang yang kurang batk akan menjadi
baik, tetapi kalau orangnya baik bekeria dalam sistem yang jelek
akan ikt jelek .

Pada dasamnya faktor peneptu prilaku sulit dibatasi,
karena prilake merupakan hasil dari banyak faktor baik internal
maupun external dari  individu. Penentn prilake dapat
didefinisikan sebagai berikut

+ DPengetahuan mempakan peginderaan terhadap suatu
obyck dapat dites melahui tes tulis dan lisan. Pengukuran
pengetabuan dapat dilakukan dengan wawancara atau
angket,

s Pendidikan adalah suatu proses penvampaian bazhan
/materi pendidikan oleh pendidik kepada sasaman
pendidikan guna mencapal perubshan prilaku  ateu
merupakan pengubahan sikap dan tatalake seseorang atau
kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia
melalui upaya pengajaran dan pelatihan  merupakan

tahapan pengembangan kemampuan dan perilaku
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manusia dan juga proses penggunaan hampir selurah
peagalaman kehidapan

s Pelatthan ditujuken untuk meningkatkan pengetzhuan
sikap dan kemampuan/ketrampilan dimana ketiga hal
tersebut merupakan kualifikasi tenaga pengamanan.
Pelatihan juga bertujuan untuk menutup kesenjangan
antara kecakspan dan kemampuan petugas dengan
funtuten fugasnya dan efistensi pekerjusn vang telah
ditetapian. Pelatihan adalah merupakan bentuk proses
pendidikan dengan melalui training, sasaran pendidikan
akan memperoleh pangalaman belajar yang akhimya akan
menimbulkan perubahan prilake mereka.  Dengan
pelatihan menunjukan adanya penambahan pengetahuan
dan ketrampilan petugas untuk dapat melaksananakan
pekerjaan dengan batk dan efektif serta menyiapkan
mereka untuk pengembangan sclanjutaya

» Masa kerja vang dimaksudkan adalah lamanys seseorang
bekerja alan mempunyai pengalaman kerja dibidang
pekerjaananya. Seseorang yeng sudah lama bekerja akan
mempunyai wawasan yang lebth luas dan pengalanan
yang lebih banyak sehingpa memegang peranan dalam
pembentukan perilaku petugas

Penerapag disiplin inf ada kalanya perlu memperhatikan
para petugas pengamapan  yang tidak produkdf dengan
memilki kinerja yang rendah, dan menanyakan mercka atau
saling koreksi secara terbuka, mengenai mengapa mereka
raemiliki produktifitas vang rendah. Hal ini dapat dilakukan
melatui pendekatan yang dilakukan oleh atasan pengamanan

langsung,
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2. Penilaian

Untuk meniiai kinerja petugas pengamanan yang juga
merupakan pegawat neger sipil, pemerintab telah memiliki
standar. Dalam hal kaitannya untuk menjamin adanya
abjektivitas dalam pembinnan pegawsai negeri sipil, pemerintah
menerapkan sistem penilaian kerja atas pelaksanasn tugss dan
kewajiban pegawal negeri sipil sehari-bari. Hasil penilaian
tersebut dituangkan dalam svatu daflar yang dibuat setiap akhir
tehun yang disebut Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan
{DP3). Daflar tersebut mempakan implementasi dasi Undang-
undang Nomor 8§ Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 43
Tahun 1998. Pasal 20 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, vang
berbunyi ,” Untuk lebih menjamin objektivitaz dalam jabatan dan
kenaikan pangkat diadakan pentlaian prestasi kerja,”

Bagi pegawal penilaian merapakan umpan balik tentang
berbagai hal seperti kemampuan, ketelitian, kekurangan, dan
pofensi yang ada pada dirinya; bermanfaat untuk menentukan
tajoan, jalur, réncana dan pengembangan kariernya. Apabils hasil
dari penilaian tersebut memberikan hasil nilal yang positif, maka
diharapkan dapat memberikan motivasi untuk dapat bekega,
mengembangakan, den menigkatakan kompetensinya dengan
lebih baik, pads mmsa yang skan datang. Sedangkan bila hasil
negatif, maka diharapkan pegawal vang bersangkutan dapat
mengetahui kelemahan dan kekurangannya schingga diharapkan
pegawal tersebut segera memperbaiki, balk kinefa rmaupun
perilakunya pada masa yang akan datang.

Untuk organisasi adanya penilaian bia itw baik atsu
positif maka akan membantu pimpinan dalam mengambil
kepulusan  untuk  kemungkinan  melakokan  program
pengeinbangan yang tepat bagl pegawai bersapgkutan sesuai
dengan bakat dan kemampuannya. Selamn ite berguna pula untuk
memberikan  kompensasi, kenaikan pangkat, dan promosi
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jabatan. Sedangkan apabila hasil penilaian tersebut kurang baik
atan megatif, akan berguna bagi pimpinan untuk identifikast
hubungan program pendidikan dan pelatihan, penempatan dan
lain-lain.

Dalam menilai prestasi kerja yang baik bukanlah perkara
mudah. Ada banyak fakior dari dalam mauvpun luar yang akan
mempengaruhi  penilatan  terbadap prestasi kerja  pegawai
Perbedaan lingkungan dan bemtuk organisasi gerta kurangnya
kemampuan dan motivasi penilai dalam melaksanakan penilaian
dapat mempengaruni penilsian yang dilakekan sehingga dapat
mengakibatkan bias dalam penilaian,

Dari dalam lingkungan organisasi adanya karskteristik
masing-masing  organisasi itu sendin akan mempengaruhi
pentlaian kinerja pegawai. Dalam struktwr organisas: tersebut
akan meneniukan siapa yang akan bertanggung jawab untuk
menilai. Dalam struldtur organisasi yang bersifat rantai komando
sepertl organisasi Depkumham maka atasan Jangsung menjadi
penilai bawshanpya,

Dari lingkungan luar organisasi dad hari ke harl akan
terus menempatkan tmtutan-tuntuian ferhadap organigasi dan
pegawainya  untuk  meningkatkan produktivitas  kerjanya.
Linglamegan zkan semaldn kompetitif dalam berbagai bidang,
karena berbagai perubshan yang demukian pesatnya, sehingea
adanya kineria organisasi vang memiliki tingkat keunggulan skan
menjadi svatu hal yang sangat penting,

Secara teoritis, kenaikan pangkat diberikan kepada
pegawal vang berprestasi baik. Namum, sudah menjadi rahasia
umum, pengukuran prestasi pegawai melalui DP3 amat tidak
obwvektif (Gumelar). Dalam lingkungan pegawal negeri sipil
sebagel  organisasi  yang besar, penyosunan  pangkat
menggambarkan kualifikast yang didasarkan pada teori investasi

saumberdaya manusia  dan  asas  sendoritas.  Senioritas
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menggambarkan pengalaman kerja. Pengalaman kerja sampai
jangka waktu tertentu dianggep dapat meningkatkan kemampuan
kerja sescorang(Simanjuntak, 2003;138).

Dalarn Hngkungan pegawai negerd sipil banyak segi
sumber daya manusia diatur atas dasar hak prerogatif pimpinan
yang berwenang memutoskan., Kepufusan tersebut  sering
dirasakan oleh pihak-pihak tertentu sebagai sangat subyektif,
pilih kasih, Hke and dishike, dan sebagainya. Penetapan suata
kebijakan beropa keputusan tentang orang sering menimbulkan
perbedaan persepsi  terhadap  kebijaksansan afau  keadilan
pimpinan kepada bawshan termasuk di dalarmmya pesilaian
kineria PNS vang dilakukan dengsn menggunskan Daflar
Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3), karena belum ads
ukuran  yang obyektif sebapai patokan vang dimengerti.
Seringkali pula perbedasn ity membawa akibat yang merugikan
bagi pihak yang dinilgi berdasar okuran yang berbeda tersebut.
Padahal penilaian kinerja bapi pegawai / karyawan organisasi
sangat penting dan bermanfeat wuntuk mengotahui prestasi
kerjanva dan langkalvlangkah positif ke depan dalam rangka
menifi karir (penempatan, promosi dan suksesi).

Format penilaian yang ada sekarang terkesan kurang
fleksibel untuk mengekspresikan hal-hal yang menjadi karakter
khusus yang membedakan suatu profesi satu depgan profesi
lainnya seperii petugas pengamanan. Unsur-unsur yang dinilai
{seperti kesctizan, tanggung jawab, Ketaatan, kejujuran dan
prakarsa} fumpang tindih satm sama lainnya, standar yang
digunakan tidak jelas dan interpreiable serta cenderung pada
penilaian techadap ciri-ciri atau karakteristik kepribadian. Hal i
tentunya solit diterapkan pada petugas keamanan yang bekerja
hingga larut malam, mereka tidak ada yang menilai atas kerja
mereka. Padahal untuk dapat menilal karakteristik kepribadian,
para penilal seharusnya mempunyal pengetahuan yang cukup
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tentang ilmu jiwa dan perilake manusia (psikologi). Dalam
kondisi seperti ini sapgst penting untuk mempertimbangkan
perbaikan, atau penyempurpsan carg penilaian  dalam menilai
pelaksanaan  pekerjuan pegawai  keamanan di  lingkungan
Depkomhbarm agar benar-benar berfungsi schagai instrumen
penilaian yang valid.

3.  Pelatihan dan Pengembangan SDM

Dalam prakteknya tidak serta merta kondisi aman yang
dirasakan akan lerciptz, konsep fersebut harus duiwtz oleh
pengawasan deri pimpinan serfa petupas pengamanan yang
memiliki sease of security yang tinggi. Dalam meningkatkan
secity  awargness  ersebut  manajemen  harus  dapat
memperkerjskan, membekali mereka denpan pengetahuan vang
cukup untuk  melaksanakan  tugssnya.  Pelatihan  dan
pengembangan meiﬁpakan cara digunakan oleh organisasi untuk
mempertahankan, menjaga, memelibara  pegawal  dalam
organisasi dan s&kail\igns meningkatkan keahlian para pegawai
antuk kemudian dapat meningkatkan produkdifitasnya. Pelatihan
mengenai pengamanan biasanya dimulal dengan orientasi yekni
saatu proses dimana parz pegawal dibert informasi dan
pengetahnan tentang sistem pesgamanan, dan harapan-harapan
untel mencapal performance keamanan yang ferbaik. Dalam
pelatihan  diciptakan suatu lingkungan dimasa pare pegawal
dapat memperoleh dan mempelajari sikap dan keahlian, dan
prilaku yang berkaitan dengan cara pengamanan.

Pelatihan dan pengembangan merupakan tanggung jawab
bersama dan pimpinan serta mendapat dukungan dari berbagat
pihak. Pimpinan mempunyai fanggung jawab atas kebijzkan-
kebijakan umum dan prosedur vang dibutohkan untuk
menerapkan program latihan dan pengembangan. Komitmen
pimpinan sangat penting agar berlangsung secara efekfif | baik
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dan perencsnpan, proses serta tujuan daxi pelatihan dan
pengembangan. Selain pelatihan dan pengembangan dari dalam
untuk meningkatkan keasblian yang setara dengan diluar
organisasi, pimpinan dapat meniungkatkan koordingsi antar
instansi terkait masalah pengamanan. Seperti hal yang telah
dilakukan Pemda DKI bekefasama dengsn Depkumhbam yaitu
pendidikan BALAKAR. Selain itu pembinaan kesamapiaan juga
dilakukan olch Depkumhbam bekerja sama dengan pihak terkait
THI dan POLRI. Pembinaan awal yang diterima berupa latihan
dasar kemiliteran {(Latsarmil) vang telah dilaksanakan dirasa
masth kurang. Masih banyak jenis pembinasn berupa pendidikan
yang memiliki karakteristik tinggi untuk menghadapi gangguan
keamanan dengan teknologi canggih.

Meskipun pelatithan diharapkan mampu mengembangkan
pegawai, akan telapl hal tersebut kadang-kadeng mengalami
kegagagalan. Kepagalan dapat disebabkan oleh cara pelatihan
atan metode pelatihan ita sendiri serta tidak dievaluasi kineria
pegawai  keamanan ketika pegawai telah kembali ke
pekegjaannya. Sebuah program pelatihan yang didasarkan pada
kebutuhan untuk meningkatkan kinerja seharusnya pada akhimya
dievaluasi dalam hubungaosya dengan pencapaian  fujuan
program.

Peningkatan kualitas petugas pengamanan merupakan
bapgian yang penting bagi peningkatan sumber daya manugia
kegiatan pengamanan. Peningkatan kualitas yang berbentuk
pernbinaan atau pendidikan khusos keamanan harus dilakoken
secara ratin dap berkesinambungan agsr dapat meningkatkan
kemampuan dan mengasah cara berfikir petugas pengamanan,
Penmgkatan kualitas tenaga pengamanan secara rutin dilakukan
seiring meningkataya bentuk-bentuk kejahatan baru  dengan
teknologi canggih.
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4.  Pendidikan i

Pendidikan berbeda dengan pelatihan, tujuan pendidikan
lebih luas, yaitu mengembangakan individu. Di lingkungan
pegawat negeri sipil, pangkat tidak selalu mencerminkan
kompetensi atau prestasi, karena panpgkat ditetapkan berdasar
ijazah tertingpl yang dimiliki pegawai serta masa kerja di
pemerintahan, Sebagal conioh, tamatan SD diberi pangkat awal
Va, tamatan SLTA Il/a, dan tamatan S1 WV, dengan tidsk
membedakan jenis keahlian yang mereka miliki, Setelah ity
setiap eropat tahun, pangkat mereka naik ke jenjang lehih tinggi
sampai ke pangkat puncak, atau pangkat tertinggi yang dapat
dicapainya,

Biasanya pendidikan dianggap sehagal pendidikan
formal disekolah, akademi atav perguruan tinggi, sedangkan
pelatiban lebih berorientasi pada kejtroan dan berlangsung dalam
lingkungan organisasi, Jemjaog pendidiken vang lebih tinggi
menjadi soatu kebutuhan bagi pegawal negeri sipil dalam
meningkatkan pengabdian, mutu, keshlian dan ketrampilan,
menciptakan sdanya pola berfikit yang sama, menciptakan dan
mengembangkan  metode kera vang lebih baik serta untuk
membina kavier pegawai negeri sipil. Dengan adanya kebijakan
melanjutkan pendidikan seperti ini diharapkan suatu instansi
akan memiliki kualitas pegawai yang baik.

Petugas pengamanan jugs memiliki hak dalam kebijakan
ini. Namun melthat jenis pekerfaannya sebenamya hal ini salit
diterapkan. Sebagai perbandingan adalah di instans: Polri telsh
ditentukan bahwa bagi mereka yang akan melanjutian
pendidikan mereka harus melepaskan jabatan. Andaipun bila hal
ini di rangkap maka tanggung jawab sebagai anggota Polrl harus
didahulukan. Dari uraian tersebut jelas organisasi sebesar Polrd
mengatahui tidak efektifnya kepiatan pendidikan bila disatukan
dengan pekerjaan sehari-hari. Hal ini dapat merugikan instansi
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dimana scharusnya dia lebih mengabdi. Terlebih lagi dalam
bidang hal pengamanan, karena dalam suatn kegiatan
pengamanan bila terjadi kelalaian akan membahayakan banyak
orang. Namun berbeda dengan petugas pengamanan yang
memiliki status pegawai negeri. Mereka dapat mementingkan
pendidikannys ketimbang tugas schari-hari sebagai petugas
keamanan. Status mereka sebhagal pegawai negeri sipil memboat
mereka tidak takut akan senksi yang akan diterima. Karens
sangsi yang mereka terima tidak aken sampai pada pemecatan
dalam hal ini pelanggaran yang mereka lakukan adalah tidak
mentaati kefentuan jam kerja. Hal seperti inilah yang membuat
tugas pengamanan menjedi lemah. Seringnya ketidak hadiran
menyehabkan berkurangnya jumlah petugas jaga. Disamping itu
dari sekian banysk petugas vang melanjutkan pendidikan
dijelaskan diatas hanya 2(dua) orang vang dibiavat oleh negara
selebihnya tidak. Hal ini fenfunya menjadi permasalaban
tersendiri, bagi mereka yang scdang berkeluarga mereka menjadi
beban tambahan karena harus memikirkan biaya kuliah dan
keluarga dirumah.

8  Kesejahteraan

Kesejahtersan merupakan pengharapan bagi pegewal
dalam bekerja. Tingginya kesgjabteraan  vang  didapat
memungkinkan terdorongnya metivasi kerfa menjadi lebih baik.
Namun hal ini tdak meniad: alasan mutlak, mengingat
kesejahteraan merupakan bagian dari pengelolasn anggaran yang
ada. Setiap pimpinan sangat memperjuangkan kesejahteraan anak,
buahnya. Hal ini seperti yang sering di ungkapkan pimpinan Sub
Bagian Pengamanan Lingkungao dan [nstalasi kepada pihak
BPHN agar selalu “memperhatilan”™ petugas pengamanan yang
berjaga disana. Diharapkan usaha tersebut akan meningkatkan
loyalitas petugss pengamanan dalam bekerja. Kesejahteraan tidak
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harus selaln insentif tapt kesehtersan mervpakan bagaimanan
perusahaan menjamin kelangsungan hidup dengan rasa nyaman
vekeria di tempat tersehut.
a) Jaminap Kesehatan
Jaminan  kesehatan  dan keselamatan kenja
merupakan bentuk kesejahteraan dimaksud, Dalam UU
No. 23/1992, tentang Kesehatan Bab II1 mengenai Hak
dan Kewajiban pads Pasal 4 * Setiap orang mempunyai
hek yang sama dalam memperoleh derajat keschatan
vang optimal”. Jaminan yang ada saat Ini dirasa kurang
memadai bagl petugss keamanan membuat petugas
tidak termofivasi untuk keria meksimal { cenderung
tidak mau ambil resiko ). Gangguan keschatan seperti
sulit idur, dap gangguan pencernaan vang terjadi dan
hanya di obati dengan obat warung yeng tidak terjamin
kualitasnya. Kalaupun mereka menggunakan Asuransi
Kesehatan yang mereka miliki mereka cenderung tidak
mengambiliya dengan alasan lama afan fidak ada
wakty, Selain ftu sepertl diketahui jam kerja petugas
pengamanan sangat berbeda dengan pegawai btasa. Jam
kerja yang adalah 1 x 24 jam dengan di berikan libur 2
hari setelahnya, Atwran jam kega inl jelas melanggar
ketentuan pada Kepuiusan Bersama Menteri Tenaga
Keria Republik Indonesia, Dan Kepala Kepolisian
Republik Indonesia Nomor @ Kep.275/Men/1989
No.Pol: Kep/(04/V/1989 Tentang Pengaturan Jam Keija,
Shift Dan Jam Istirabat Serta Pembinazan Tenaga Satuan
Pengamanan {Satpam). Dalam hal penctapan bahwa
“Pimpinan Perusahasn dan Badan Hukum Jainnya
mengatur jam kerja termasuk waku istirahat bagi setiap
Tenaga Kerja Satpam secara bergilian di masing-
masing shift depgan jumliah jam kerja skumulatif tidak
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lebih dari 40 jam semingpu™. Hal penetapan berikuinya
adalah bahwa “Setiap Tensga Kerja Satpam yang
bertugas melebihi jumlah jam kerja delapan jam sehard
atgu melebihi jomlab jam ketje skumulatif 40 jam
senminggu, harus sepepgelshuan dan dengan  Surat
Perintah tertulis dari Pimpinan Perusashaan dan Badan
Hukum lainnya yeng diperhitungkan gebagai jam
lembur™. Perhitungan lembur pada petugas pengamanan
sudah diterapkan nparmun  besarannya  javh  dari
kelayakan karens scbeparnya bisa dikatakan itu
merapakan insentif ssia.

Namun pada dasarnya aturan ini sulit diterapkan
pada kesehsian petugas ftu sendiri. Adanya kekurangan
tidur gkibat kelebiban jam kerja sangat menggango
keschatan. Kekurangan tider tidak persah  bisa
digantikan, Kita dapat tidur sesual jadwal keesokan
malamanya tetapi tetap tidak dapat menggantikan
kekurangannya. Meskipun tubuh  dapat  beradaptasi
paling dengan fidur sclama dua atay tiga jam,
Kebutuhan tidur setiap orang tidak sama, 8 jam sctiap
malam adaigh jumlah jam yang disamnkan vatuk tidur
setiap malam. Bila tidur kurang dari 6 jam semalam,
dapat mempengaruhi kesehatan Anda, baik fisik
maupun  mental {www.depkes.go.id).  Selain i
menurtt  Soetfipto akibat udur terganggu  agkan
mengakibatkan kelelahan, sulit berkonsentrasi, reflex
melambat, rasa lemah, gangguan memori, iritabilitas
dan cenderung mengalami kecelakaan lala lintas.

b}  Insentif

Insentif merupakan kompensasi yang diberikan
tergantung dari basil yang dicapai yang berarti
menawarkan sustu insentif kepada pekerja untuk
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mencapal hasil yang lebih baik. Hal ini dimaksudkan
untuk memberikan upah atau gaji yang berbeda. Jadi
dua orang pegawai yang mempunyai jabatan yang sama
bisa menerima upah yang berbeda dikarenakan prestasi
kerja yang berbeda. Disamuping itu insenfif sebagai
sarana motivasi sebagal pendorong yang diberikan agar
dalam did mereka timbul sespangat yang lebih besar
untuk berprestasi bagi organisesi. Berdasarkan pendapat
tersebut maka tjuan dari pemberian insentif, yaitu:

¢ Bagi orgaunisasi : Tujuan pelaksansan pemberian
insenfif kepada pegawali dimaksudkan unfuk
meningkatkan kinerja dengas cara mendorong

ry

mereka agar bekerja disiplin dan semangat yang
lebih tinggi dengan tojuan menghasitkan kualitas
kerja yang lebih baik serfa dapat bekerja dengan
menggunakan  faktor produksi seefektif dan
seefisien mungkin,

« Bagi pegawal: Dengan pemberian inseptif dari
organisasi maeka diharapkan pegawai memperoleh
banyak keuntungan, geperti misalnys mendapatkan
upah atau gaji tambahan yvang lebih besar, mendapsat
dorongan untuk mengembangkan dirinya dan
berusahs bekerja dengan sebaik - sebaiknya,

Untuk menekan adanya insentif tersebut
sebenarnya dapat dilakukan beberapa perbaiksn pada
sistem penggajian pegawai negeri. Menurut beberapa
kajian, perbaikan sistern penggailan dan struktur gajt
pegawal negeri sipil dilakukan agar dapat meningkatkan
derajat pegawai negeri sipil. Seperti yang dikatakan
oleh ahli Personal Administration Paul Pigors bahwa ©

Manajemen kepegawaian itu tujuannya selain pegawal
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mencapai hasil yang lebih baik. Hal ini dimaksudkan
untuk memberikan upeh atau gaji yang berbeda. Jadi
dua orang pegawal yang mempunyai jabatan yang sama
bisa menerima upah yang berbeda dikarenakan prestasi
kerja yang berbeda. Disamping itu insentif sebagei
sarapa motivasi sebagal pendorong yang diberikan agar
dalam diri mercka timbul semangat yang lehiht besar
untuk berprestasi bagi orpanisasi. Berdasarkan pendapat
tersebut maka tujuan dari pemberian insentif, yaita:

s Bagi organisasi : Tujuan pelaksanaan pemberian
insentif kepeda pegawai dimaksudkan untuk
meningkatkan  kinerja dengan cara mendorong

>

mercka agar bekerjs disiplin dan semangat yang
lebih tinggi dengan tujuan menghasilkan kualitas
kerja vang lebih baik serta dapat bekera dengan
menggunakan  faktor produksi  scefektif dan
seefisien mungkin.

« DBagy pepawai: Denpan pemberisn insentif dan
orpanisasi maka diharapkan pegawal memperoleh
banyak keuntungan, seperfl misalnya mendapatkan
upah atau gaii tambahan yang Jebih besar, mendapat
dorongan untuk mengembangkan dinnys dan
berusaha bekerjs dengan sebaik — sebaiknya.

Untuk menekan adanya insentif tersebut
sebenarnya dapat dilakukan beberapa perbaikan pada
sistem penggajian pegawai negeri. Menurut beberapa
kajian, perbaikan sistern penggailan dan strukiur gail
pegawal neger sipil dilakukan agar dapat meningkatkan
derajat pegawai neperi sipil. Seperti vang dikatakan
oleh ahli Personal Administration Paul Pigors bahwa

Manajemen kepegawaian ite tujuannya selain pegawal
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ftu efektif dalam bekerfa dan karemys dijamin
berkembang maksimal, maka kesejahtersannnya dan
gajinya dijamin mencukupi kehidupannys” (Thoha
2008:126). Untuk memperbaiki hal ini fentu fidak
mudah ferutama dalam penerepannya kepada pegawai
pegerd. Dalam kondisi ini Depkumham sebagai
organisasi pemerintah yang memilki alokasi anggran
yang sudah ditetapkan biassnya memberikannya dalam
beniulk :

Pemberian gelar {iitle) secara resmi

Pernberian tanda jasa / medali.

Pemberian piagam penghargaan,

Pemberian pujian lisan maupun tulisan secara resmi
{di depan umum) ataupun secara pribadi,

Ucapan terima kasih secara formal maupun informal
Pernberian promosi (kenatkan pangkat atau jabatan).
Pemberian hak untuzk menggunakan atribut jabatan,
Pemberian perlengkapan khusus pada ruangan kerja.

Bagi seorang pimpinan kesejahterazn pegawal
memang harus mutlak diperhatikan. Namun sebenarmya
bukan masalah besar atau kecilnya insentif vang
diterima, tetapi kesesuaian dan kepantasan aias reward
dari pckerjaan  mereka sendiri. Yang penting mereka
dapat beli makanan yang mengandung empat schat lima
sempurpa serta vitamin pendukung untuk menjaga
kesehatarmya,

d. Budaya Organisasi

Sebush orpanisasi, tidak dapat dilepaskan dari pengaruh varian
Jokalitas budya vang berkembang. Organisasi seperti birokrasi termasuk
tidak lepas dari pengaruh itu, schingga dalam aktifitasnya senantizea akan
secara intensif diwarmai pola-pola interaksi yang terbentuk di dalamnya.
Disinilah lantas antara budaya organisasi dengan kebudayaan saling
mengisi dan berpengaroh sat sama lain, Pegawai negeri kita memiliki
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bagian dari budaya masyarskat yang ada. Seperti dikutip menurut
Roberstone, Sub budaya adalah “scbuah kelompok yang bersama-bersama
menganut seluruh budaya masyarakat tetapi juga nilai, norma dan gaya
hidup tersendiri” (Thibault, Lynch & Bride, 2001:22). Potret pegawai
negeri kita merupakan gambaran budaya organisasi yang kurang baik
dimata masyarakat, Prilaku yang ada merupakan suata budaya yang sulit
dihilangkan karena sudah lama terbentuk dan mengakar. Menurut Taylor,
budaya merupakan keselurvhan sistem vang meliputi pengetahuan,
kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat, kebiasaan dan kapabilitas
lain yang dipelajati oleh manusia schagai anggota dari suatu muasvarakat
{Thibault, Lynch & Bride, 2001:22).

Dalam suatu kegiatan organisasi yang bailk sdanya budaya dapat
membantu mevarudkan fujuan yang telah ditetapkan. Setiap organisasi
sebenarnya mempunyai kebudayaan yang berbeda-beda sasaran dan nilaj,
gayae mangjemen dan porma-norma unfuk melaksanzkan  kegistan-
kegiatan mereka.  MNamun organisasi tersebut haros  mempunvai
kebudayaan vang kuat yang baik, yang menarik, mengimbali(reward) dan
mempertshankan kesefisan para pegawar dalam melaksanakan berbagai
peranan dan mencapal sasaran-sasaran.

Menurut Kast & Rosenzweig (2002:952) kebudayaan organisasi
adalah perangkat nilai, kepercayasan dan pemabaman yvang penting yang
sarma-sama dimiliki oleh para anggotanya. Kebudayaan memberikan pola
cara-cara berpikir, merasa dan menanggapi yang menunfun para peserta
organisasi dalam mengambil keputsan dan dalam kegiatan-kegiatan
organisasi lainnya, Organisasi yang sukses fampak memiliki kebudayaan
yvang kuat yang dapat menarik, memelibara dan menghadiahi (reward)
orang yang berhasil melaksanakan perasnannys dan meéncapal sasaran.
Suate perspektif lain kebudayaan organisasi merupakan sistern nilal (apa
vang penting} dan kepercayaan{ bagaimana hal-hal bekega) yang dianut
bersama yang berinteraksi dengan orang-orang suatu perusahasn, strukiur

organisasi dan sistem pengawasgan unfuk menghasiikan norma-norma
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perilaku (cara kita mengerjakan hal-hal disini) (Kast & Rosenzweig, 2002:
956).

e, Peralatan

Dari kutipan Keputusan Kapolri No,738/X/2005 teotang Pedoman
Sistemn Pengamsanan Objek  Vital Nasional dijelaskan  mengenai
sarana/prasarana pepgamanan adalah pos keamanan merupakan gerbang
terdepan penyeleksian keluar masuk orang dan barang ke dalam objek
gedung.  Kualifikasi pos keamanan meliputi (a} bebas pandang; (b)
berfungsi sebagai tempat penyeleksian (Fonf office); (€) memiliki fasilitas
MCK ; (4) memiliki mang istirahat dan temapat ibadah. ;(5) perlengkapan
tugas satuan pengamanan ;{6) alat komunikasi ;(7) sistem pemantagan; (8)
peralatan  pertolongan kecelakaan, Dard pendangan fersebut tentunya
kriteria pos pengamanan yang terdapat di BPHN dapat memenuhi kriteria
secara kelengkapan namun hst inl masib jauh dard kuvalitas suata pos
pengamanan yang baik.

Untuk menuniang keamanan alat komunikasi merupskan sesuatu
yang vital menurst Keputusan Kapolri diatas jugs menyangkut alat
komunikasi terdiri dari @ {1} radio trunking ; (2) radio panggill (handy
taliy); (3) ielepon {(lelephone) dan (&) telepon genggam (mobile phone).
Alat transportasi / Patroht : (1) Kendamaan bermotoer roda 4 (empat); (2}
kendaraan bermotor roda 2 {dua} dan (3) sepeda. Sementara Hu alat yang
dimiliki petugas keamanan di BPHN terbatas digunakan untuk
berkonrunikasi hanya dengan pimpinannya saia. Padehal komunikasi jugs
dibutubkan antar pefugas pengamanan dengan pegawai BPHN yang
ditonjuk untuk saling memantau dan wemonitor kegiatan tiap lantai di
gedung BPHN.

Pengainan mengenal minimnya alal yang dimiliki  bagian
pengamanan sebenamya selalu dilakukan. Namun permasalahan anggaran
yang tersedia tetap menjadi kendala mengingat adanya prioritas anggaran
lain yang dianggap lebih mendesak membuat pengajuan ini tidak pernah

terealisasi.
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513 Arshan

Arahan atau actuating merupakan kegiatan yang khususmya ditujukan
untuk mengatasi dan mengarahkan bawaban sehingga seorang pimpinan secar
manusiawi bisa mengikat bawahan unfuk bekerja sama secara sukarela
menyumbangkan tenaganya seefisien mungkin dan seefektif mungkin untuk
mencapai tujuan organisasi. Ada banysk cata seorang pemimpin bisa
mengarahkan bawshannya dimans bawaban dapst melaksanakan pekerjaan
dengan tenang tanpa adanya sikap mendua karena pertentangan atasan dari
berbagai bagian. Adapun cara yang biasa dikenal adalah :

» Pengarshan dilakukan dengan cmra memberikan informasi yang
diperiukan terutama yang berhubungan dengan masalah yang dikadapi
petugas pengamanan dilapangan.

o Pengarahan dengan cara memberikan perintak vang harus dilakukan oleh
bawahan. Perintah terschut dapat dilakukan dengan cara tertulis ataupun
lisan dimana perintah tersebut periu untuk dimengerti secars baik oleh
atasan. Jadi atasan harus dapat menyesuaikan kapan atasan memberikan
perintah secara formal atan tertilis mauvpun perintah secara lisan dan
kapan atasan harus memberikan perintah yang harus dilakukan seluruh

bawshan (omum)

Pgranan seorang atasan dalam kegiatan pengamanan sangat diperfukan
dalam memberikan pengarahan kepada bawshan karena dengan perapan atasan
yang fleksibel diharapkan bawahan dapat bekerja secars efisien lanpa rasa
keengeanan dimuncuikan. Sebagai contoh  adanya hubungan vang baik antara
atasan dan anak buah misalnya memberikan motivasi bagi orang-orang dalam
organisasi seperti menjenguk jika ada yang sakit, menanyakan kabar, memberi
hadigh, melontarkan pujian, dan ssbagainya. Dalam svafu kegiatan organisas
atasan di pepgarnanan tidak perle ragu untuk melakukan pendekatan personal,
perhatian dan empeti pada kebutuhannya dan kesusahannya, Hal-hal ini mungkin
kedengarannya remeh tetapi sebenarmya sofusi yang jitu bagi manajemen
organisasi pengamanan. Pelaksansan pengarahan dalam bidang pengamanan
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terkait pada pelaksanaan jadwal petugas pengamanan i masing-masing unit
Depkumbam. Jadwal atau rotasi kegiatan pada petugas dapat berarti mendapat
suasang dan gagasan baru atau juga merupakaa hukuman. Membuat jangka waktu
rotasi yang seefektif mungkin tidaklah mudeh bagi pimpinan. Adanya perubahan
rotast yang fleksibel atau mendadak sebaiknya dapat difakakan bils ada hal yang
mendesak seperti adanya ketidakcocokan antars rekan sekerja atau merupakan
penyegaran. Dalam kondisi memaksa fleksibelitas penjadwalan tersebut juga
harus dapat menyesuaikan keinginan petugas dalam hal tertentu. Dampak akibat
jadwal votasi berpengaruh pada kebosanan ataupun kemampuan petogas dalam
mengenal wilayah yang diawasi.

Pengenalan wilayah melipuli pengenalan gedung BPHN, pegawai, famu,
instalast gedung dan lingkungan sekitar gedung memakan waktu yang lama serta
harus dicermati seksama secars detil, Hal ini mengingat semua elemen tersebut
dapat menjadi sumber yang potensizl mengpangu keamsnan dalam gedung
BPHN. Adanya rotasi di wilayah tertentu yang telaln cepat membuat petougas tidak
nmepgenali medan dengan baik. Disamping itu adanya petugas pengganti
membuat pengenalan lingikungan harus dilakukan dard awal kembali. Kalaupun
petugas fersebut pernah bertugas ditempat yaag sama kemungkinan tidak
mengingat situasi yang lalu cukup ada karena adanya perubzhan lngkungan,
Rotasi memang merupakan kebijakan pimpinan, naman jadwal tersebut harus
fleksibel pelaksanaanya. Cara pencrapan jadwal rotasi bagi petugas pengamanan
tidak dapat diterapkan seperti di Polri dan TNI Pegawai negeri memiliki
perbedaan penerapan disiplin dan kesejabteraan dengan organisasi Polri atau TNL
Hal ini dibuktikan pada saat perekrutan mercka sudah dilekukan penerapan
disiplin yang tinggi. Dengan kondisi pegawai negeri pada petugas pengamanan di
Depkumham ini dibarapkan pembuatan jadwal ini dapat dibuat sebaik mungkin
dengan tetap mengawasi kinerjanya.

5.1.4. DPengawasan

Pengawasan merupakan proses agar fujuan organisasi dan manajemen
tercapai. Organisasi sangat memerlukan pengawasan untuk menjamin tercapainya
tujuan. Adanya fungsi pengawasan dalam perbaikan kinerja aparat merupakan hal
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penting. Menurut Daryanto yang dikutip dari Balfour (1997) tuntutas perbaikan
kinerja aparst semakin besar jika dikaitkan dengan upaya pemerintah untuk
meningkatkan daya saing negara dalamp persaingan global. Perbaikan kinerja
pegawal petugas pengaman yang ada di Depkumham scharusnya mencapai kinerja
yang maksirnal melindungi setiap pepgawai dalare bekerja .

Pelaksapaan pengawasan haros seimbang dilakukan, hal ini untuk
menghindari prasangka buruk dari obyek yang diawasinya. Pengawasan yang
berlebihan akan menimbulkan birokrasi, mematikan krestififags yang akhimya
merugikan organisasi itu sendirl. Sebaliknya pengawasan yang tidak mencukupi
dapat menimbultkan pemborssan samberdaye dan membuat sulit pencapaian
tujnan, Ustuk melaksanakan sistern pengawasan  pimpinan pengamanan harus
mengawasi  kegiatan-kegiatan dengan benar; memilki ketepatan  waktu;
menggunakan biaya yang efektif dan dapat diteriroa oleh vang bersangkutan.

Bila para bawahan tidak peroazh membuat kesalahan, atasannya dapat
secara sederhana melakukan fungsi pengawasan, tetapi hal ini tidak mungkin
terjadi. Banyak hal-hal kecil yang memang perlu dipethatikan dan diawasi eleh
atasannya secara langsung. Adanys sistem pengawasan memungkinkes pimpinan
mendeteksi kesalaban-kesalahan tersehut sebelum menjadi permasalaban yang
lebih besar,

Sebapai pelaksana teknis dalam melindungi dan  mengamankan
Engkungan/kawasan kerja, fungsi pehgamasaﬁ dari pimpinan pengamanan sangat
dibutuhkan. Wewenang petugas keamanan di lingkungan Depkumbam memiliki
wewenang terbatas secara preventif, preemtif dan proaktif dalam rangka menjaga
keamanan dan ketertiban ¢ lingkungan Depkumhbam.

o  Pencegaban(preventif) yaitu melaksanakan kegiatan mencegah setiap
bentuk gangguan keamanan dengan melakukan pengaturan, penjagaan,
pengawalan bendaharawan dan patroli serfa kegiatan lainnya yang
dipandang perlu, guna menciptakan keamanan dan ketertiban di
lingkungan Depkumham dan BPHN khususnya. Upaya pencegahan
tersebut melalui antisipasi yaitn mencegah dengan menggunakan
aturan yang berupa ketentuan-ketentuan peraturan peruadang-
undangan, prosedur dan lain-lain;
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»  Preemtif vaitu mencegah dengan menggunakran piranti keras yang
berupa pemasangan pagar besi, kunei, gembok dan lain-lain Upaya
preemtif yang sudah dilaknkan BPHN aotara lain membuat pagar
keliling kantor serta membit tralis dilantai dasar, Menurot Hadiman
(2008} alat untuk membantu pencegahan Kerugian digupakan juga
pitanti lupak yaitu 1 1.Cheklist, untuk menetukan apakah suatu vsaha
layak beroperasi dan mengetahuwi apakah usaha tersebut sudah
mengeluarkan ketentuan yang bersifat mengatur; 2. Format |, untuk
mengetabud adanva penyimpapgan yang tepiadi di perusshaan; 3,
Prosedure, misalnya pencrimaan tamu dan mengeluarkan barang; 4.
Menggunakan Jadwal misalnya untuk daftar jaga dalam pepentuan
untan wakiunya, 5, Grafik/statistik, untuk mengeiahuil gangguan
keamanan vang ferjadi setiap minpgu atan bulap; 6. Dengan
mengpunalan design teknds, untuk memben uwkwan yang kita
kehendaki

. Progkiif = yaitu mencegah dengan mencari penyebabnya guna
menentukan langkah-langkah selanjutnya.

Memurut Hadiman (2008} untuk mengamankan suatu lingkungan kerja
bisa berpijak pada penggunaan upaya takiis yaitu 1, Dengan membuat cara
sistem perimeter; 2.Menggunakan feknologi tradisional maupun modem;
3.Pemilihan sumber daya manusia yang berfugas rmenjadl  satuan
pengamanan dengan pendidikan dan penyaringan yang baik 4. Dengan
menggunakan rencana  kontijensi yaitu dengan kekuzian  serdin,
pengembangan yang seprofesi dengan masyarakat sekitarnya sesuai dengan
konsep Communnity Development serta koordinasi dengan aparat terkait
seperti Polri dan TNL

a. Pengawasan Pimpinan Pengamanan
Perbedaan lokasi merupakan salah satu hambatan yang terjadi
saat melakukan pengawasan oleh pimpinap keamspan ke BPHN.

Fungsi pengawasan sangat menentukan penyebab kegagalan atau
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keberbasilan organisasi. Pengawasan vang dilakukan pimpinan
pengamanan terbatas pada alat komunikasi. Depgan hanya
mengpunakan alat komunikasi pimpinan tidak dapat melihat kinerja
sesungguhnya dad para petugas keamanan ini. Dengan menggunakan
alat komumikasi tentunya informasi yang diterima menjadi tidak
lengkap dan memungkinkan menimbulkan persepsi berbeda oleh
petugas diapangan. Pentingnya svatu informasi yang akurat akan
berperan penting dalam penentuan pengambilan keputusan. Dalam
pengawasan kedepan dibarapkan pimpinan keamanan dapat selaly
merubah apa vang dikeriskannys atau nterubah standar yang
digupakan sckarang wuntuk mengoker peldksapaan  Kegistan
peagamanan.

b, Pengawasan Pelaksanaan Pengamanan Gedung

Menurat Undang-Undang No 28 Tahon 2002 tentang
Bangunan Gedung adalah bahwa bangunen gedung disclenggarakan
berlandaskan asas kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan, seria
keserasian bengunan  gedung dengan lingkungannya. Adapun
mengenai keselamatan gedung dapat dilibat pada paragraf' 2 tentang
Persyaratan Keselamatan Pasal 17

1, Persvaratan keselamatan bangunan gedung sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) meliputi persyaratan
kemampuan -bangunan gedung untuk mendukung beban
muatan, serta kemampuan bangunan gedung dalam
mencegah dan menanggulangl bshaya kebakaran dan
bahaya petir.

2. Persyaratan  kemampuan bangunan gedung unfuk
mendukung beban muatannya  sebagaimana  dimaksud
dalam ayat (1) merupakan kemampoan struktur bangunan
gedung yang stabil dan kukuh dalam mendukung beban
muatan.

3. Persyaratan  kemampuan bangupan  gedung  dalam
mencegah  dan  menanggulangi  bahaya  kebakaran
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan
kemampuan bangunan gedung unfuk  melakukan
pengamanzn terhadap bahaya kebakaran melalui sisters
proteksi pasif dan/atau proteksi aktif.
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4. Persyaratan kemampuan bangunan gedung dalam
mencegah bahaya petir sebagsimana dimaksud dalam ayat
{1} merupskan kemampuan bangunan gedung untuk
melakukan pengamanan terhadap bahaya petir melalui

sistem penangkal petir.

Bils mengacu pada ketenfuan ini, mengenal kekuatan struktur
gedung BPHN tidak menjadi masalah seperti disebutkan pada ayat
{1} namun bila melihat ayat berikut tentang pencegahan kebakaran
hal ini menjadi pertanyaan. Seperfi felah dijelaskan sebelumnya
babwa fasilitas pemadam kebakaran yang ada kurang mendukung
dan tidak dilakukan perawatan. Padahal dalam undang undang ini
juga menyebutkan bahwsa “Perawatan adalah kegiatan memperbaiki
dan/atau mengganti bagian bangunan gedung, komporen, bshan
bangunan, danfatau prasarana dan sarana agar bangunan gedung
tetap laik fungsi.”

Pada bagian ketiga mengenal pemanfaatan disebutikan bahwa
* Pemeliharaan, perawatan, dan pemerikssan secara berkale pada
bangunan gedung harus dilakukan agar fetap memenuhi persyaratan
latk fungsi”. Aturan sebuah gedung dibuat sebenamya onfuk
menunjang keselamatan orang didalammnya. Sejaubmana  pihsk
BPHN melaksanakan amanat ini tentunya fergantung dari kebijakan
pimpinan di BPHN itu sendiri.

€. Pengawasan Pencegahan Kebakaran

Peristiwa kebakaran dapat terjadi kapan saja dan dimana saja
serta dapat menimbulkan kerugian berupa materi dan korban jiwa
vang tak ternmilai harganya. Masalah pencegahan kebakaran di
gedung tinggi seperti BPHN perlu mendapat perhatian, hal ini
disebabkan gedung tinggi mempunyai beberapa karakteristik yang
membuat usaha penanpanan kebakaran menjadi sulit, Diperiukan
fasilitas penunjang yang dapat mengantisipasi adanya kebakaran.
Fasilitas yang terdapat di BPHN terlihat minim dan cenderung
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kurang perawatan. Hal ini tentunya bams segera dilakukan
pengecekan ulang bagi kelayakan fasilitas perondam kebakaran,

Adanya peta strukbir mengenai gedung BPHN sangat
membatu ketika terjadi kebakaran, Lokasi-lokasi yang sulit akan
mudah dipshami bila terdapat arsip strukiur peta dari gedung
tersebut.  Fasilitas argip gedung vang terdapat di BPHN bisa
dikatakan tidak ada. Keberadaan arsip hanya dapat diketahui pada
gedung baru saja. Scharusnya setiap bangunan yang resmi ada file
yang disimpan pada waktu gedung diajukan dalam hal pengurusan
izin bangunan atan jupa arsip bangunan disimpan pemiliki. Hal ind
dilakukan untuk mengetahui strakfur dan tata letak kondisi bangunan
sebelum ferbakar( Kamil.2007: 43)

Dalam menunjang kesiagaan, ketrampilan dan meningkatkan
efcktifitas penanggulangan bahaya kebakaran secara total dan
terpadu diperlukan suatu strategi baku atau prosedur fetap vang
mudah dipshami. Pemaehaman dan kesamasn persepsi terhadap
prosedur tetap sangat penting guns mendapatkan basil yang baik
optirnal  dalam  pencegshean dan  peénanggulanpgan  kebakaran,
Disarankan untuk melakukan pelatiban penanpgulangan kebakaran
secara rutin terhadap pencegaban dan penanggulangan kebakaran
gedung. Selain itu perlu meningksthan sosialisasi prosedur tetap
terthadap pegawal BPHN maupun pegawal unit lain dalam
mengantisaipasi terjadinya kebakaran di gedung Depkumbam.

5.2  Amalisa Lingkungan {(Community Development )

Kejahatan dapat berbasis individu, masyarakat sampai lingkungan.
Sebagal salah satu bentuk pengamanan terhadap lingkungan adalah melalui
pembuatan disain lingkungan atau biasa dikenal dengan Crime Prevention
Through Enviromental Design (CPTED). Dengan pemberdayaan masyarakat
sekitar (Comunity Developmensy dibarapkan masyarakat sekitar dapat turut serta
membantu keamaran di Hngkungan BPHN. Hal ini terkait pada beberapa kasus
pencurian yang terbukti dilakukan oleh orang sekitar, Dari sini terlibat gambaran

126 Universitas Indonesla
Manajemen Pengamanan..., R. M. Aminulloh, Pascasarjana Ul, 2009



kegagalan sistem pengamanan dalam mengantisipasi gangguan keamanan dari
lingkungannya. Menurut Hadiran (2008) adanya CPTED berfujuan mengurangi
kesempatan-kesempatan yang memungkinkan terjadinya kejahatan, mengurangi
rasa takut terhadap tindak kejahatan (fear of crime), memperbaiki hubupgan
ketetanggaan yang lebih berkualifas serta mengupayakan tempat bekerja vang
Iebih aman dan terlindungi, melalui persbentukan disain lingkungan yang balk
Belwrapa kegiatan di BPHN yang mengacu pada comunify development sutarg
lain adanyn kegiatan sosial yang dilakukan olch Dharma Wanita BPHN bagi
penduduk miskin disekitar, pembagian hewan kuwrban, hingpa adanya iin
menggunakan lokasi BPHN secara terbatas unink perparkiran warga sekitar,
Kegiatan-kegiatan tersebut hingga seat ini masih dilakukan dan diharapkan ada
peningkatan pelayanan terhadap warga sekitar baik knalitas maupun kuantitasnya,
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BABG6

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1  Kesimpulan

Pelaksanaan manajemen pengamanan di Bagian Pengamanan Biro
Umum Sckretariat Jenderal Depkumbam merupakan apaya pencepahan
efektif dan efision untuk melindungi manusia & aset Departemen dari
sebab apapun yang meagakibatkan kerugian atau kehilangan. Lingkup dan
sifat pengelolaan organisasi ditentukan oleh keinginan, kepentingan dan
kebutuhan  organisasi sangal mempengarahi pola pengelolsan  dan
penggunaan petugas keamanan. Hal ini karena fungsi pengamanan yang
diwadahi dalam organisasi ditentukan olsh pemahaman pihak Departemen
terhadap masalah keamanan.

Pelaksanaan  mpanajemen pengamanan  dilakukan  melabui
pendekatan prinsip mangicmen,  Pengelolaan pengamanan di Badan
Pembingan Hukum Nesiopal bagian dart manajemen pengamanan yang
ada di Sekretariat Jenderal Depkumbam, Namun bal tersebut belum
menciptakan kegmanan dan keterGban di BPHN, Sehingps masih tegadi
kasus-kasus yang mnenggangu keamanan dan kenyaman dilingkungan
BPHN. Beberapa hal vang membuat kondisi tersebut antara lain :

a. Adanya kedudukan dan posisi pimpinan keamsnan vang fidak
ditempatkan di unit-unit eselon sat seperti BPHN memungkinkan
petugas keamanan kurang memiliki kewenangan untuk raenetapkan
kebijgksanaan pengamanan secara  mnenyelurnuh,  Sehingga
pelaksanaan pengamanan yang ada menjadi kurang efektif,

b.  Adanya tujuan pemusatan kewenangan merupakan salah satu bentuk
penghematan anggaran maupun penyeragaman standar pengamanan
di masing masing unit Depkumbam. Beberapa kelemchan dari
‘bentuk terscbut adalah di mana selurch keputusan dan kebijakan
organisasi tidak dapat dilaksanakan langsung oleh unit yang tidak
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terdapat dalam lokasi yang sama, sehingga suatu perintah yang
diberikan akan memiliki rentang wakty.

¢.  Koordinasi antar Bagian Pengamanan tidak terjsdi pada tingkat unit
eselon satu menychabkan petugas pengamanan kurang mendapst
“perhatian” dari plmpinan unit ditempat yang menjadi  wilayah
tugasnysa. Kenyataan lain dilepangan jugs menyebutkan koordinasi
dilakukan hanya antara Kepala Sub Pepgamanan Lingkungan dan
Instalasi dengan Kepala Sub Bagian Rumah Tangga namun bal ini
cenderung sebatas usulan-usulan cara pengelolaan pengamanan yang
sehenarnya sulit terwojud karena kerangnya dukungan dari pimpinan

masing-masing bagian.

62 Saran

Untuk mengantisipasi salitnya pengawasan dan koordinasi akibat adanya
perbedaan lokasi, diperlukan kewenangan penuh pelaksanazan pengamanan oleh
Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga BPHN. Bagian i dapat melakukan
pengawasan dan koordinasi sccare langsung sebagal atssan dengan bawahan
dalam pelaksana pengamanan sebagai rantai perintah.

Dalam sistenn penataan pegawal negeri, sulitnya mendapatkan sumber
daya pengamanan yang baik merupakan permasalahan yang harus sepera
dipecabkan, Aktifitas petugas pengamanan yang tidak dapat mencapai kinerja
maksimal perta diperkenatkan sistem omr sourching atau sistern kontrak, Dengan
sistem ini Depkumbam diharapkan akan memiliki petugas keamanan yang terlatih
dan berpengalarmen dalam hal prosedur dan teknologt pengamanan baru yang ada
saat ini. Dengan ow sewrcing manajemen dapat lebih banyak memfokuskan
strategd vang berhubungan dengan tujuan sublansi yang utama dibidang hukum.

Dalam hal pelaksanaan pengamanan fisik, kegiatan kantor BPHN yang
tidak berorientasi pade pelayapan bukan berarti tidak membutubkan sistem
pengamanan yang baik. Nemun sistem pengamanan yang baik tetap perin
dibutuhkan karena BPHN memiliki lingkungan yang memitiki lokast yang cukup
rawan. Diperlukan suatu sistem pengamanan seperti yang dijelaskan Richard J.
Gigliotti & Ronald C. Jasor dalam Hadiman (2008) yaitu pengamanan pada
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tngkatan Level 2 ( Low Level Securiny), Sistem ini dirancang untuk
menghalangi/merintangi dan mendeteksi beberapa gangguan aktivitas dari luar
yang tidak sah. Peralatan pokok antara lain: Basic local alarm system (sistem
alarm $¢derhana), Simple security lighting( penerangan sederhana), Basic security
physical barriers (pengamanan batas/pagar/lampu} dan High security Jocks (kunci
gembok yang handal),
Untuk menunjang hal tersebut beberapa hal perlu diperhatikan kedepan
adalah :
1. Menjalin hubungan dengan pihak-pihak terkait, seperti : Satvan

Pengamanan terdekat, unit Polr! setempat, unit UGD rumeh sakit terdekat
dan unit Pemadam Kebakaran terdekeat.

2. Melaksanakan pengembangan sosial linpkungan melalui bubungan non
formal dengan tokoh masyarakat sekitar.

3. Membantu melaksanakan sosialisasi  atas  kebijekan manajemen
pengamanan kepada pegawai di BPHN,

4. Penegakan aturan organisasi dapat dilaksanakan dengan benar sehingga
kemunpgkinan kerugian yang mungkin tefadi dapat ditekan seminimal
mungkin.

5. Merancang program “Community Development” dan melaksanakannya
bersama institusi BPHN sebagai fakior penting guna mengantisipasi
peayebab munculnya ancamen dari lingkungan dimana institust ind
melakukan aktifitasaye.

Realitas meguajukkan bahwa dengan kerja keras, profesionalisme dapat
tercapai dan organisasi akan menjadi lebih maju. Dan penpetahuan vang terus
bertumbuh, berkembang luas merupakan sebuah motor penggerakan kemajuan
kirerja individu petugas keamanan, yang pada akhimya berdampak kepada
kinerje orpanisasi meniadi lebih baik. Sehingga tercipta kondist yang kondusif di
fingkungan Badan Pembinaan Hukum Nasional pada setiap pegawai yang

berkarys untuk mendapatkan rasa aman dan nyaman.
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Pasal 131

Untuk melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud dalam Pasal 130, Bagian
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4. pelaksanaan pengamanan fisik pimpinan Depariemen;
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¢. petaksanaan pengamanan dokumen dan Keterangan yang bersifat rahasia
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fisik
Pimpinan Departemen dan tamu penting.
{2) Subbagian Pengamanan Lingkungan mempunyai tugas melakukan ketertiban
di
lingkungan Departerpen.
(3} Subbagian Pepgarnanan Dokumen dan Jalur Informasi mempunyai tugas
melakukan
pengamanan dokumen dan keterangan yang bersifat rahasia di lingkungan
Departemen.
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va

bahwa  untuk  meningkatkan  pemeliharaan
keamanan dan ketertiban dalam lingkungan
Departemen  Kehakiman, peru dimantapkan
organisasi dan tata kerja serta pembinaan Satuan
Pengamanan Departemen Kehakiman;

bahwa organisasi dan tata kerja serta pembinaan
Satuan Pengamanan tersebut perlu ditetapkan
dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman;

. Undang-undang Momor 13 Tahun 1961 tentang

Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara;;
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian;
Keputusan Preslden Republik Indonesia Nomor 44
Tahun 1974;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45
Tahun 1974 Lamplran 3 jo Keputusan Presiden
Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1981;
Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia
Nomor M.04-PR.07.10 Tahun 1982;

Keputusan Menterd Kehakiman Republik Indonesia
Nomor M.10-PR.09.02 Tahun 1983;
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MEMUTUSKAN:

Manetankan :

PERTAMA : “ORGANISASE DAN TATA KERJA SATUAN PENGAMANAN
DALAM  LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEHAKIMANY,
sehanaimane  bercantum  dalam  larepiren Surat
Keptusan ind,

KEEMPAY : Surat Keputusan i ewilal berigku sefak tanggel
sitstaokan,

Sitetankan di 1 JAKARTA
Pada tanggal © 11 Juni 1983

MINTER] KEHAKIMAR R.L
TiD

ALL SAID, SH
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ORGANISAST DAN TATA KERJA
SATPAM DEPARTEMEN KEHAKIMAN

Entuan Pengamanen unluk selanjulnya disebut SATPAM mempunyai
ugas pokok  menyelenggaralen  keamanan dan kelertiban  df
Hngkungen/satusn kerjanya, khususnya yang berhubungan dengan
pengamansn fisik.

Pengarnanan dJdelsm bidang sk meliputi oreng yeng mengingat
kendaan perlu diamankan, gedung kantor, bangunan penting, instatas]
dan peralatan vang melekat dengan gedung 2iau bangunan tersebut
serta Hngkungan dad setiap porhuatan atau tindskan yang dapat
menimbuikan gangguan,

Untuk menvelengoarakan tugas polkok tersebut SATPAM mempurysl
fungsi melaksanakan segala wsaha dan kegiatan melindungl don
mengamankan orang, dan segala hal sebagaimana terssbut dalam
Butir 7 distas dart setiap gangguon dan ancaman dan ketertiban serds
pefanggaran hukum, Fungst SATPAM mengutamskan pencegahan
{praventif).

Dalam melaksanalkan tugasnya SATPAM berperan :

3. Sebagai unsur pelaksana dibidang keamanan dan keferbiban
lingkungan/satuan kerfa yang ditetapkan Pembing;

b, Membantu POLRI dalam pembinaan keamanan dan ketertiban
tertutams diblidang tertib hukum dan pelaksanaan penegakan
hukum di lingkungan/satuan kerja yang ditetapkan Pembina,

Sekretaris Jenderal adaish perbina SATPAM ditingkat Pusat.

Pembdnaan  SATRAM  diingkst | Direktorst Jenderal [migresi dan
Pemssvarakatan serty BABINKUMNAS dilskukan cleh masing-masing
irektur lenderal dan Kepals Badan.

EAKANWIL adalah Pembina SATPAM di Daerah Tingkat L.
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1!

Pembinaan Administetd dan Pengendaiian Operasional SATPAM di
thukasta Propinsi/Daerah Tingkat T dilakukan oleh KALAPAS,
Fembinaan Administratif dan Pengendalian Operasional SATPAM O
ibukota Propinsi/Daersh Tingket I dilekukan oish KALAPAS/
KARUTAN,

i anisasian

SATPAM dibentuk pads Seirelsrint Jenderel, Direktomt 2enderal
Imigresi  don  Pemasysrekatan =zerta pada sedap Lembaga
Pamagyarakatan dan RUTAR,

{alam  melaksenakon tugasnya, SATPAM dikelompokkan sebagal
barikut ¢

a,  Kelompok;

B, Requ;

e Peleton;

d. Kenpi.

Dakam hal jumnlak anggota SATPAM melebihi 2 (dua) Kompi akan
tetapl kursng dari 1 (satu) Batalyon, maka dapat dibentuk 1 (satu)
Detasemen. Masing-masing kelompak tersebut dipimpin oleh seorang

Komandan,
.. Penugasan

SATPAM dapat diberl tugas membantu pengamsnan UPT Departemen
Kehakirnan lainnya atas permintaan Kepals UFF yang bersangkutzn,
Selama diperbantukan SATPAM yang bersangkuten prakiis berada
dibawal Kepala UPT yang dibanta.

E. tats Keria

Muburgan dan Talz Hedp dibideng pengamanan dan keferbiban 4
linglungan  Departemen  Kehakimep  dilsksanalan dengan
mewuiudkan koordinast dibidang tuges, fungsi dan peranan KAMTIB
vang terpady dalam ieran Departemen Kehakiman batk ditingkst
nusst maupun daersh.
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Z. Dalam melaksanakan pembinaan SATPAM, hubungan kerja sama
difakukan sebagai herikut
2. Tingkat Pusat

1. Penentuan kebijaksanaan yang bersifat nasional dilaksanzkan
oleh Departermen sesuai dengan hasil konsultas! dengan
POLRI.

2. Penyelenggaraan keordinasi di dalam Engkungan Departemen
Kehakiman dan pembinaan administratif sertle Bimbingzn
teknis ke SATPAM-an sehari-hari dilekukan oleh Kepsla Biro

-Umtm Departtemen Kehakimsn, sedangksn pengesndslian
operasionainya dilaksanzslan oleh Kepzla Bagian Keamanaa
setaku DAN SATPAM. .

3. Direkdur Jenders| Imigrast, Bleelktur Jenderal Pemasyerakakan
dan Kepafa BABINKUMNAS menugaskan kepadz Sekrelars
Direktorat lJenderal dan Sekretards Badan sebagsi Pembina
Administrasifarian, termasuk melsksanakan koordinasi
dengan Kepsla Biro Umum Depariernen Kehakiman. Sebagai
DANSATPAM pads Ditjen Imigrssi, Ditien Pemasyarakelan
gan BASINEUMEAS ditunjuk Kepala Baglas Umum masings
masing.

© b Tingkst Basrah .
Dasrsh Tingkat 1
Penentuan kebijsksanasn di Bngkat deersh dilsksamakan oleh
KARANWIE DEPKEH sesual dengan hasil Xonsultasi dengan
KDDAK,
KALAPAS adaleh  pembins adminislzasi  dan  pengendall
cperasionsl, Kepsle Bagion Pengamanan ditelapkan sebagst DAN
GATPAM  vang membaniu KALAPAS dslam  melaksanskan
peagendalian operagionat,
Daersh Tingkat B
Bitarrang Hdok ada KALAPAS, KARUTAN bertindak selsku pembina
pomimstrasi dan pengendal operasionel serta mengadakan

koordinest  dengsn  KORES  ysng bersangkuten  sniuk
melaksanakan ketentuan-ketentusn pernbinsan SATPAM 4

Hnokungan wilavahnya,
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Kenala Sekwd Pengarmanan ditetaplkan sobagal DAN SATPAM vang
membanty  KALAPAS  dalam  meloksamsikan pengendsiian
opurasionil

B Porsoni] SATPAM

1. Pengadaan Personil
a. Pengedsan persordl SATPAM diambi dari ;
1} Pagawal 'arganik dari unit kerja masing-masing;
2} Penerimaan pegawai bary;
3} Tenaga honorer, termasuk tenaga pumawirawan ABRI;
4) Kelkaryaan ABRI,
b, Syarat-syarat untuk menjadi anggota SATPAM adzlah zebugsi
berikut ;
11 Syarat-syarat urnum :
a, Warga negera Indonesia pria dan wanite;
b, Herpendidikan minlms Sekoloh Dasar {SDY;
¢. Berbagan sehat, baik fisik maupun mentsl;
¢, Tingg! badan minimal, wanils 150 ¢ dan pria 155 om
e. Tidsk mendadi anggols sesuatu organisas! teriarang;
£, Tidak pernal teriibal GLI0.5/PKL;
g. Berkelahuan balk.
2} Syarabsyarst Bhusus e
&. Umtuk pegawsl organik darl unit kerja masing-masing,
wnur minimal 18 tabun, maksimat 40 tahun;
b, Untak pegawsl bary, umur mininal 18 hon, maksimal
25 tehun;
c. Untuk tensga honorer fermasuk tenages pumawirawan
ABRE, sesuzi dengan  kelentuan vyang berlaku  dan
kebutuhan,
d. Untuk tenaga kekaryaan ABRI, sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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Pengangkatan/Pemberhentian |

fengangkatan/pemberhentian  anggotas  SATPAM  tingkat  pusat

dilakukan oleh  Sekretarial  Jenderal, Direlur  Jenderal

Femasyarakatan dan Imigrasi, sedang ditingkat daerah oleh Kepala

Kantor Witayah.

Kenaikan Pangkat :

Kenaikan pangkat bagi anggota SATPAM dlatur sehagal berikut :

1} Anggofe SATPAM vang berasal dagi Pegawal Neger Sipit distur
sesual peraturan perundang-undangan vang beriaku bagt pegaws!
neger sipi {Undang-undang Nomor § Tahun 1974 dan peraturan
neraturan pelaksananya};

2} Angogola SATPAM yang beracsl dari tenags honorer rermuasuk
purnawirawan ABRI Hdak ada kenaiken pangkat;

3} Anggoto SATPAM yang berasal dar tenaga kekarysan ABRI diatur
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagl
kekaryaan ABRI;

4% Anggota SATPAM vang berasel dar tenaga-tenags  diluar
ketentuan butir a, b dan ¢, sesval dengan peraturan perundarng-
undangan yang berlaku bagi unit kerfs masing-masing.

Jangka Wakiu Penugasan :

Jargka waktu penugasan anggote SATPAM distur sebagal berikut :

1} Bagi Pegawal Heguri Sipll Iangks waldy penugasan adatah 4 ahun
dan dapat diverpaniang apabils dipendang perly;

Z} Bagi tenage honorgr iormsuk pumewirawen ABRI terganhung
kepads kebutuhan;

33} Bag tenags kekeryasn ABHI distur zesual dengan ketenfuan yong
beriaky bagi teraga Rekarvaan ABRIL

5. Penghargesn :

Kenada anggota SATPAM yang telab bedasa dalam melakstnakan
tugasnya dapat diberikan penghargaan sesuai dengan ketentusn-
ketentuan yang berlaku,

Tindakan dan hukurman disiplin :

Kepada anggota SATPAM disamping dapst dikenskan Hndakan dan

hukumar disiplin oleh pejsbat yang berwenang berdasarkan PP 30

Tahun 1980 depat pula dikeneken Sndeksn dan hukem disipln

herdasarkae Peraturan Urusan Ualam,
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7. Pendidikan dan Latihen :
1} Pembenbukan dan pehgembangsn stkap vang memungkinkan
wmhubnya wibawa melafui DIKLAT;
2} Pembentukan dan pengembangan kemsmpuan teknls SATPAM
melaiui pendidikan;
3) Pembentukan dan pengembangan keterampilan teknis SATPAM
melatul latiban,
8. Pengasramaan ;
Sejauh mungkin divsahakan dalam komplek/asrama,

G, Kelenakanan dan Perlengkapan

SATPAM dalam melakukan tugagnya diengieant dengan kelengkansn dan
perlengkzpan sesusl dengan peraturan vang berlaky,
Yang dimaksud dengan kelengiapar latsh <

&. Pakaian seragam;

b, Atnbul

¢ Kartu Tands Angoots;
4. Buku Saky;

e, Kelengkapan lainnva,

Khusus mengenal paksian seragem akan distur rersendiri dalam SKEP
MENKEH tentang Tanda Jzbatan dan Kepangkabtan serta Pakaian Seragam
dalem Englamgan Departemen Kehalkiman,

Yang disnsksud dengan petiengkapan lalah ¢

Peluit;

Pentungan karet;

Pisau;

Senter;

Borgol;

Senjata agi;

Alat-alat komunikasi dan alarm/tands bshava untuk mengetahyi -
sasuatu febih awal;

Alat detektor;

Penggunaan larmau {warning linht dan sebagainyal;

HMobititas;

Ferlengkapan lsinnva.

O e - R =
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Pembinaan kelengkapan dan perienglapan diarabkan untule meningkatican
mutu serta pengounaannya secara efeldif dan efisien,

G Anggarsn

Pada pokoknys anggaran pengeloisan SATPAM yang meliputi biaya
pembinaati dan biaya operasional SATPAM dibebankan kepada unit yang
mengelols SATPAM,

Secara garis besar anggaran yang diperlukan ialah :
a. Pengadaan perlenakspan dan kepengkapan SATPAM;
b. Biays pendidikan dan latihas SATPAM;

c. lauk pauk;
4. Pengadasn asramay;
2. Lain-isin

Pembinaan terhadap snguaran ditunjuidean agar anggeran tersebut dapat
menunizng kegiatan SATEAM dengan balk,

wasaH Penpendzlian

Pengawasan dan pengendalian diaksanakan dengan Rerfasama amlars
pimpinan unil yeng mengelols SATPAM dengan POLRI, balk dalam
pangaturan telads matpun dalam peidksanaan tugas, guna selsiu dapat
mengetahul dan  memonitor  perkembangan  situast  keamanan  den
ketertiban &f nghungan/iowasan kerjo yang bersangkutan.
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DAFTAR PENGAJUAN SARANA BAGIAN PENGAMANAN 2009
DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL

NO| . JENIS 1 JUMLAH - PERUNTUKAN LASAATING | KEBUTUHAN | KEKURANGAN:| - i KETERANGA} ::
Mobil Operasional 1 Unit | Operasional, mobilisasi dan Petioli « 1 1 Sebagal sarana Patoli di selunih
Pengamanan dan Pengamanan Pos Peniagaan dan  Sarana
Patroli Mobilisasi  Personil  dalam

pelaksanaan tugas.

Perangkat 3unit | Ka Subbag PAM Lingkongan, Ka . 3 3 Administrasl pegawal masing-
Komputer dan Sybbag PAM Pimpinan dan Ka masing  Kasub, Pembuatan
Printer. Subbag PAM Doklurinfo. Laporan, dan Aministrasi Usum
Keruout parkir 50 buah | Pos Pengamanan Gedung Utamg, 10 €0 50 Antisipasi Giat di Gedung Mama,
ukuran Tinggl 80 Kediaman menter, dan Kediaman Kedlaman Menteri dan Kediaman
Cm. Dinas Pejabat Esselon | Lebak Dinas Pejabat Essalon |

Bulus.
Lampu senter 3 100 Pos Pengamanan Gedung Utamsa, 10 1180 100 Sarana  Patroli  dan  kontml
Batrey, buah | Kediaman Menter, Kediaman lapangan personil dalam

Dinas Pejabat Esselon | Lebak pelaksanaan tugas penjagaan.

Bulus, Pos jaga Dijen HKI

tangerang, Pos jaga BPSEM

Cinere, dan Pos Jaga BPHN

Cililitar
Lampu LALIN 3 100 Pas Pengamanan Gedung Utama, 5 105 100 Sarana Pengawalanan Perjglanan
fungsi. bualt | Kediaman Meniled, Kediaman menter, Pengaturan lalin d

Dinas Pejabat Esselon | lebak seluruh pes penagaan.
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Emergency Lamp.

Jas hujan

Helm PKD

50 buah

100
bah

50 Buah

Bulus, Pos jaga Difien HK
tangerang, Pos jage  BRSDM
Ciners, dan Pos Jage BPHN
Cilllitan

Pes Pengamanan Gedung Utama,
Kediaman  Menter,  Kediaman
Dinas Pejabal Esselon | Lebak
Bulus, Pos jaga Dillen HKI
tangerang, Pos jaga BPSDM
Cinere, dan Pos Jaga BPHN
Cilllitan,

Pos Pengamanan Gedung Utama,

Kediaman  Menter, Kediaman

Binss Pejabal Essclon | Lebak
Bulus, Pog jage Diflen HK
tangerang, Pos jaga BPSDM
Cinere, dan Pos Jaga BPHN
Cilititan,

Personil SATGAS Khusus
Pengamanan,

10

10

110

60

50

100

50

Sarana cadangan dalam kondisi
darural bila feredi pemadaman
fistrik di seiuruh pog penjagaan.

Sarana dukungan personil dalam
pelaksanaan lugas penjagaan
dalam kondisl hulan, sehinggs
pelaksanaan fugas pengamanan
den  patoli  felep  dapat
dilaksanakan  meski  dalam
suasana hujan,

Fembentukan Personit Satuan
Tugas Khusus  Pengamanan,
uniuk  kegialan  vang  bersifat
darurat  den  membutuhkan
mobilisasi finggl
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10

11.

12,

13,

14.

Urah Rim silang
wama Hitam.

Motor aperasional
Pengamatan

Masin Penghancur
Kertas

Filing Cabinet

Mesin Ketik manual

Handy Cam

58 Buah

1 buah

1 buah

3 Buah

1 Buah

1 Buah

Personil SATGAS Khusus
Pengamenan,

Sub Hagian Pengainanan
Linglangan dan instalasi

Subbag PAM Bakduyrinfa

Subbag PAM Lingkungan
Subbag PAM Pimpinan
Subbag PAM Doklurinfo

Subbag PAM Doklurinfo

Operasional Pengamarsarn

10

&0

Pembentukan  Personil  Saluan
Tugas Khusus Pengamanan,
unluk  kegiatan vang  Dersifat
darral  dan membuluhkan
mobilisast fnogl.

Sarana Patroll den  Mobilisagi
sebagel penunjang tugas Salgas
Khusus PAM dan monfioting seria
patoli df selurub pos penjagaan
wilayah DK Jakarta Raya dan
Tangerang.

Keperivan administrasi umum dan
pemusnahan  dokumen  yang
sudah statis,

Untuk  penyimpanan  berkas
administrasi Pegawai
Pangarmanan.

Keperluan Administrasi umum dan
Pengetikan.

Dokumentasi giat Unjuk Rasa,
Kejadian  dan  barang  bukbi
peristiwa.
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15.

8.

17.

Kamera Digital

Penyskatan M1

Senjata Apl

1 Buah

1 paket

10
Pucuk

Operasional Pengamanan

Lanlal M1 penghubung antara
gedung Ulama Sekjen dengan
Gedung Dilen AMU dan Difjen
Peradilan

Operasional Pimpinan PAM
Dperasional Kawal menteri
Operasional PAMDAL  kediaman
Menteri

Liperasional Tim Advance

Dokumentasi gist Unjuk Rasa,
Kejadian dan  barang  bukf
perisk

Meminimalisiy lalu Bntas bagl vang
tidak berkepentingan i M1

Pengawalan dan pengamanan
keselamatan unsure Fimpinan
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Lampiran 5

POS JAGA
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LOBBY BPREN 2009
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KONDISI GERBANG DAN PAGAR

Fhi
:’j-:'.:;-‘-... o

Manajemen Pengamanan..., R. M. Aminulloh, Pascasarjana Ul, 2009

(lanjutan)



(lanjutan)

Manajemen Pengamanan..., R. M. Aminulloh, Pascasarjana Ul, 2009



Manajemen Pengamanan..., R. M. Aminulloh, Pascasarjana Ul, 2009




{lanjutan)

AREAL PARKIR KENDARAAN RODA EMPAT (DALAM)
15 -9-2009
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AREAL PARKIR KENDARAAN RODA DUA
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AREAL PARKIE KENDARAAN RODA DUA
TIDAK PADA TEMPATNYA (DEKAT LORONG & GUDANG)
16 <09 - 2009 JAM 9:00
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KONDISI ALAT PEMADAM KEBAKARAN
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